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iii
Kata Pengantar

Assalamu’alaifenm Wr. Wb.

Buku ini berisi proceeding selected paper yang dipresentasikan pada
AICIS ke-16 pada tanggal 1-4 November 2016 di IAIN Raden Intan
Lampung. Berdasarkan catatan panitia bahwa jumlah submitted paper pada
AICIS tahun ini sebanyak 1345, kemudian dilakukan seleksi oleh Tim SC
dan diputuskan sebanyak 350 makalah yang dapat dipresentasikan dalam
forum ini. Dari tiga ratus lima puluh dibagi menjadi dua kategori, yaitu
pertama, kategori A (selected presenter) terdapat 120 makalah yang wajib
dipresentasikan dalam forum paralel AICIS 2016 yang ditanggung oleh
panitia. Kedna, kategori B terdapat 230 yang diberi kesempatan untuk
mempresentasikan papernya pada forum paralel namun atas tanggungan
atau biaya pribadi atau lembaga.

Sebagimana lazimnya dalam sebuah konferensi, biasanya panitia
selalu menerbitkan buku proceeding yang berisi kumpulan makalah yang
dipresentasikan dalam forum tersebut. Begitu juga pada AICIS ke-16 kali
ini, seluruh makalah kategori A sebanyak 120 diterbitkan menjadi buku ini.

Buku ini terdiri dari 4 buku, yaitu Buku 1 yang berisi gabungan
makalah sub tema 1 (The dynamics of Islamic Thought) dan 5 (Islam, Science and
Tehnology); Buku 2 berisi kumpulan makalah sub tema 2 (The Dynamics of
Islamic Institution); Buku 3 berisi gabungan makalah sub tema 3 (The Heritage
of Islamic Traditions) dan 6 (Area Studies); dan Buku 4 berisi kumpulan
makalah sub tema 4 (The Interface between Islam and Globalization). Selain itu.
panitia juga akan menerbitkan pada jurnal ilmiah yang terindek scgpus setelah
melalui penyempurnaan dan perbaikan supaya spektrumnya lebih besar dan
dapat dibaca oleh masyarakat dunia.

Untuk itu, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada
seluruh presenter yang telah melengkapi tulisannya sesuai yang telah
ditentukan oleh panitia dan juga kepada Tim SC yang telah dengan sabar
dan teliti membaca satu per satu makalah yang masuk kemudian memilih
dan memutuskan berdasarkan kategori A dan B. Terima kasih juga kami
sampikan kepada Bapak Rektor IAIN Raden Intan Lampung yang terus
mensupport dan memback-up panitia untuk bekerja semaksimal mungkin
demi suksesnya AICIS ke-16 ini. Tak lupa kepada Bapak Dirjen Pendis,
Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA dan Bapak Direktur Diktis, Prof.
Dr. H. Amsal Bachtiar, MA yang telah mempercayakan penyelenggaraan
AICIS ke-16 di IAIN Raden Intan Lampung.

Saya atas nama seluruh panitia mengucapkan selamat datang di
“Green Campus” IAIN Raden Intan Lampung dan selamat berkonferensi.

W assalann alaiknm Wr. Wb.
Bandar Lampung, Oktober 2016
Ketua Panitia,

Prof. Wan Jamaluddin Z., Ph.D



Sambutan
Kepala Sub Direktorat Akademik dan Kemahasiswaan

Assalamu Alaifum Wr. Wb.

Pelaksanaan AICIS ke-16 tahun 2016 kali ini yang bertempat di
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung merupakan
momentum dalam menjaga kesinambungan dan komitmen pengelolaan
pendidikan Islam di tingkat perguruan tinggi. Sebagai salah satu wahana
dalam pengembangan jaringan dan juga penguatan wacana untuk
mendukung riset dan publikasi, maka pelaksanaan AICIS merupakan
kegiatan yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan perguruan tinggi
yang berdaya saing.

Pendidikan tinggi saat ini menghadapi tantangan yang berbeda sama
sekali dengan di zaman sebelumnya. Untuk menghadapi itu semua, maka
hanya dengan kolaborasi dan kerjasama antara semua lembaga yang ada
schingga mampu mewujudkan sebuah capaian akademik yang
memungkinkan. Direktorat Pedidikan Tinggi Islam menjadi salah satu pilar
untuk mewujudkan amanah yang diemban Kementerian Agama RI. Salah
satu usaha yang berkesinambungan adalah pelaksanaan AICIS dari tahun
ketahun. Tema tahun ini, Panitia Pengarah (Steering Committee) telah
merumuskan tentang sumbangsih Islam Indonesia terhadap peradaban
dunia.

Pendidikan tinggi Islam walau belum berstatus sebagai universitas
riset, tetapi prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pengelolaan
perguruan tinggi mulai mengarah kepada pengembangan atmosfir riset.
Untuk itu, forum AICIS dimaksudkan juga sebuah wahana untuk menjadi
salah satu sarana dalam mengkomunikasikan hasil-hasil riset yang selama ini
sudah dilaksanakan oleh setiap dosen di seluruh perguruan tinggi
keagamaan Islam.

Terima kasih juga kepda segenap panitia yang sudah bekerja untuk
kesuksesan kegiatan ini sehingga bisa menjadi sebuah kegiatan yang
berkesinambungan dari waktu ke waktu. Untuk itu, semoga kesempatan ini
menjadi salah satu kesempatan terbaik untuk senantiasa menjadi ikhtiar bagi
pengembangan pendidikan tinggi Islam.

Wassalamu alaitnm Wr.Wb

Jakarta, Oktober 2016

Subdit Akademik dan Kemahasiswaan
Kepala,

Dr. Muhammad



Sambutan
Rektor IAIN Raden Intan Lampung

Assalamu’alaifenm Wr. Wb.

Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah memberikan kesempatan berharga kepada IAIN Raden
Intan Lampung untuk menjadi penyelenggara AICIS ke-16 tahun 2016 ini.
Kami dan seluruh civitas akademika IAIN Raden Intan Lampung
menyambut baik dan gembira hal itu serta berkomitmen untuk
menyukseskannya dengan seluruh kemampuan dan sumber daya yang ada.
Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami telah mempersiapkan dengan
baik seluruh kebutuhan sarana dan prasarana demi suksesnya acara tersebut.

Pada AICIS tahun ini mungkin akan dirasakan kesan yang berbeda
karena penyelenggaraan kegiatan AICIS tidak seluruhnya di hotel melainkan
di area kampus IAIN Raden Intan Lampung mulai dari plennary session
maupun paralel session kecuali upacara pembukaan. Oleh karena itu, seluruh
peserta AICIS ke-16 mulai dari pagi sampai sore akan beraktivitas di area
kampus kami untuk mengikuti setiap kegiatan yang ada sambil menikmati
suasana hijau kampus (“green kampns”) kami.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terim kasih kepada
Bapak Dirjen Pendis, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA dan
Direktur Diktis, Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, MA vyang telah
mempercayakan kepada kami sebagai tuan rumah AICIS ke-16 ini. Kepada
Gubernur Lampung Bapak Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi, M.Si yang
telah memberi dukungan penuh demi terselenggaranya AICIS ini.

Penghargaan juga saya sampaikan kepada seluruh panitia baik pusat
maupun lokal yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu dimana telah
saling bekerjasama dalam menyukseskan acara ini.

Namun saya juga ingin memohon maaf kepada seluruh peserta
konferensi, jika selama dalam penyelenggaraan AICIS ada hal-hal yang
kurang berkenan baik mulai dari fasilitas, sarana dan prasarana maupun
layanan. Mudah-mudahan dengan fasilitas yang ada seluruh peserta dapat
menikmati dan memanfaatkannya sekalipun sangat terbatas.

Terakhir, saya sangat menyambut baik terbitnya proceeding ini yang
tidak hanya sebagai dokumen penting seluruh kumpulan makalah yang
dipresentasikan juga bisa menjadi buku referensi bagi perkembangan dan
dinamika kajian islam di Indonesia. Selamat membaca..

W assalamn’alaiknm Wr. Wb.
Bandar Lampung, Oktober 2016
TAIN Raden Intan
Rektor,

Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag
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Sambutan
Direktur Pendidikan Tinggi Islam

Assalamu’alaifenm Wr. Wb.

Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) tanpa disadari
telah memasuki tahun yang ke-16. Artinya tanpa disadari pula para peminat
kajian Islam telah banyak memberikan kontribusi pemikirannya melalui
forum ini. Dalam kurun waktu tersebut telah banyak rumusan-rumusan
yang dihasilkan selain juga presentasi paper hasil penelitian maupun
pemikiran dari para peminat dan pengkaji kajian Islam. Maka tak salah jika
kita harus berbangga hati bahwa AICIS telah menjadi arena akademis PTKI
yang mempertemukan berbagai latar belakang disiplin ilmu, pemikiran dan
keahlian, selain juga menjadi arena yang representatif dalam
mensosialisasikan gagasan, penyebaran ide dan positioning PTKI dalam
kancah global.

Mengingat forum semacam AICIS telah menjadi 7on  bagi
Kementerian Agama RI terutama Pendidikan Tinggi Islam, maka dalam
setiap penyelenggaraan AICIS selalu ada dinamika yang terjadi sesuai
dengan keberadaan PTKIN yang menjadi tuan rumah penyelenggaraannya.
Dan hal yang patut disyukuri adalah dalam setiap penyelenggaraan AICIS
jumlah paper yang masuk selalui melampaui target. Ini menunjukkan gairah
para peminat kajian keislaman yang ingin turut serta dalam meramaikan
forum ini setiap tahunnya sangat tinggi. Tahun ini saja menurut catatan
panitia terdapat 1345 submitted paper, namun setelah dilakukan seleksi
diputuskan ada 350 makalah yang akan dipresentasikan dalam forum ini.

Sebagai salah satu sarana mempublikasikan makalah-makalah yang
terpilih tersebut, maka panitia membuatkan proceeding ini selain sebagai
bahan referensi juga menjadi bahan dokumetasi makalah-makalah yang
dipresentasikan dalam AICIS.

Saya menyambut baik diterbitkannya buku proceeding ini oleh
panitia AICIS ke-16 IAIN Raden Intan Lampung. Mudah-mudahan selain
membantu para peserta AICIS dalam mediskusikan beragam topik baik
plenari maupun paralel juga sebagi media diseminasi ide maupun gagasan
para pengkaji kajian kelslaman kepada publik secara luas..

Wassalamna alaikum Wr. Wh.

Jakarta, Oktober 2016
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Direktur,

Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, M.A
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Sambutan
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Assalanm’alaiknm Wr. Wb.

Sebagai event yang bergengsi di lingkungan Direktorat Pendidikan
Islam, AICIS (Awnnal International Conference on  Islamic Studies) telah
membuktikan bahwa para dosen, peneliti dan pengkaji Islam terutama di
lingkungan PTKI mampu menelorkan gagasan, pikiran dan temuan yang
brilian dengan topik dan tema yang relevan dengan perkembangan situasi
sekarang ini dalam perspektif keislaman. Dalam setiap event AICIS selalu
ada hal-hal terbaru yang terungkap dalam kajiannya sehingga selalu menarik
untuk diikuti oleh peserta yang hadir dalam setiap sesionnya.

AICIS selain memang merupakan pertemuan tahunan dalam
mendialogkan hasil-hasil research terbaru untuk bisa dibaca, dikritisi dan diuji
oleh sesama pengkaji dan pemerhati kajian keislaman, juga telah menjadi
media membangun intellectual networking baik lokal maupun internasional. Di
sinilah urgensi kenapa AICIS tetap dipertahankan keberadaannya sampai
sekarang karena AICIS telah mampu membuktikan sebagai wadah yang
representatif bagi diseminasi hasil-hasil kajian Islam kepada publik.

Tren yang selalu menggembirakan dalam setiap AICIS adalah
kuantitas submitted paper selalu meningkat dari tahun ke tahun. Ini
membuktikan bahwa AICIS telah mempunyai tempat tersendiri di kalangan
pengkaji kajian Islam di PTKI bahkan tak jarang ada peserta dari perguruan
tingei umum yang ikut ambil bagian dalam forum ini.

Saya selalu mengharapkan kepada panitia penyelenggara supaya paper
yang akan dipresentasikan bisa dicetak, diterbitkan dan di-onlinekan supaya
dapat dinikmati oleh komunitas akademik yang lebih luas tidak hanya oleh
komunitas internal kita saja melainkan komunitas internasional.

Dan syukur alhamdulilah pada AICIS ke-16 ini, IAIN Raden Intan
Lampung telah bersedia menerbitkan menjadi proceeding ini. Mudah-
mudahan dapat memberi kemudahan para peserta AICIS ke-16 dalam
menyimak setiap tulisan yang dipresentasikan dalam forum ini.

Tak lupa pada kesempatan ini, ijinkanlah saya ingin mengucapkan
terima kasih kepada Menteri Agama Rl yang selalu antusias dan
memberikan perhatian serius pada setiap penyelenggaraan AICIS. Juga
kepada Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi, M.Si yang
telah memberi dukungan atas terselenggaranya AICIS di IAIN Raden Intan
Lampung. Dan tak lupa Rektor IAIN Raden Intan Lampung, Prof. Dr. H.
Moh. Mukri, M.Ag beserta seluruh jajarannya yang tak kenal lelah dalam
menyiapkan perhelatan besar ini dengan baik. Kepada seluruh panitia pusat
dan daerah tak lupa saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya baik
demi suksesnya acara ini. Terakhir kepada seluruh narasumber baik dalam



viii

maupun luar negeri, partisipan dan peminat kajian keislaman yang hadir
untuk menyemarakkan AICIS ke-16 ini, saya ucapkan terima kasih atas
keikutsertaannya dalam forum ini.

Selamat berkonferensi..!!
W assalamu’alaifum Wr.Wb.
Jakarta, Oktober 2016

Direktorat Pendidikan Islam
Direktur Jenderal,

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA
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INDONESIAN MUSLIMS CONTRIBUTION TO THE
WORLD PEACE: MODELS OF SUPPORT FOR PALESTINE
CONFLICT RESOLUTION

Dr. Mulawarman Hannase, MA.Hum
Program Pascasarjana Institute PTIQ Jakarta
Perum Puri Laras II Blok E.55, Pisangan Ciputat
mbannase@yahoo.com

Abstract:  This paper will explore how the Indonesian Muslim commmunity which consists
of many religious streams and social organizations to respond the recently crisis
in Palestine and to support conflict resolution. The main issne highlighted in
this paper is whether Indonesian Government and Muslims community in the
country has network with the Palestinian? How the influence of this
networking to the Palestine conflict resolution? Is the Muslim community in
Indonesia has the same view in addressing the conflict in Palestine? This
article will wuse two approaches; the theological and political approach.
Theological approach used to compare the doctrine espoused by Islamist gronp
in Palestine with some Islamists and Muslim organization in Indonesia.
While political approaches used to answer the question how the political
support of the Indonesian people against the Israeli Palestinian conflict, in
particular the conflict between Hamas (Gaza Strip) and Israel. In dealing
with the Palestine issue this paper mafke (conflict resolution theory) as a tool to
identify the core issue of Palestine problem and its potential solution. Based on
review of the above problems, it can be found that from an ideological
perspective, Palestine Islamist Group has a strong networking in varions
countries, including Indonesia. Whereas the model of Indonesian Muslims
support to the Palestine crisis, at least identified in three forms: pan-Islamism,
diplomatic support and humanitarian support. That's mean that Indonesian
Mustin community have high intention to the international word peace and to
make harmony in the world civilization.

A. Prologue

The entire world community today witnessed the conflict that has
plagued in the Middle East and seemed to be inexhaustible. Before the sticking
up of the Arab Spring which caused a bloody conflict in some Arab countries;
Tunis, Egypt, Libya, and now Syria, the Palestinian conflict is the most severe
problems in the region, even in the whole world. It is very difficult to achieve a
resolution of the conflict in this region because of multilayered issues that was
created conflict. In addition to their external conflict between Palestine and
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Israel, it was extremely severe internal conflict involving the major political
factions in the country.

In the contex of the internal problems, as in the Khalid Huroub view, it
was caused by different view in looking at patterns of the struggle for
Palestinian independence. In the issue of the interaction with Israel
colonization, Hamas in his attitude firmly have consideration against Israel and
favoring military confrontations. In this case, Mohammed Hafez called the
movement as an uncompromising movement. In the view of Hamas, the
conflict between Israel and the Palestinians constitute a religions and
civilizations conflict. Thus, Hamas putting the Palestinian conflict as a religious
conflict because of the Israeli army does not exclude the holy places of Muslims
-like al-Aqgsa Mosque - in its military attacks. Hamas is not interested in the path
of peace settlement of the conflict, but are more likely to use the militancy
struggle. This isi in contrast to Fatah which still put the dialogue and peace talks
approach to resolve the Palestinian issue. !

Furthermore, the main question in this paper how the role and
contribution of Indonesia as the largest Muslim country in the world in an
effort to resolve the conflict in Palestine so far. In the context of Indonesia, it
was could hardly be found the literature in detail and comprehensively
discussed the Palestinian relationship with Indonesia or Indonesian
communities support to the Palestinian problem. However, the attention of the
Indonesia people and goverment on this issue is enormous considering
significant. Relating to this issue, it could be found in various printing and
online media in the country, articles, opinions and comments suggested how
the role of Indonesia and what should the Indonesian government do to end
the Israeli Palestinians conflict in particular against the several wars in Gaza in
recent years. Regarding the relationship between Indonesia and Palestine, at
least we can identify in terms of the three approaches, namely from the
ideological perspective or pan-Islamism, from a political standpoint and from
the humanism apphroach.

B. Theoritical Framework of Islamic Conflict Resolution

Muhammad Abu Nimr, a prominent conflict resolution scholar in
American University Washington, argued that it is essential to recognize that
the experience of conflict evokes a deep-seated need for affirmation of identity
and restoration of meaning. Conflict resolution does more than address
material clashes of interest; it speaks to social reintegration, restoration and
redemption, existential security, personal transcendence and transformation.
These concepts are drawn from the backdrop of the sacred, defined by Bateson
as “the pattern that connects” the individual to the broadest context within
which he or she belongs. The affirmation of individual and group identity

1Kha>lid al-H{uru>b, Hama>s, al-Fikr wa al-Muma>rasah (Beirut: Mu’assasah al-Dira>sa>t
al-Filist} tiyyahm 1999), 47.
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achieved through redemptive transformation is essential in giving meaning to

the conflict and its resolution. Attempts to divorce the spiritual from conflict

resolution practices deny an essential component of healing and social
restoration that permits conflicts to be experienced as resolved.?

In a world where distance between cultures, religions, and civilizations
has collapsed, there is a profound need for cross-cultural and multi-religious
studies of peace, peacemaking, coexistence, and reconciliation. Given the
persistent frictions between Western and Muslim societies, the need for careful
study of Islamic traditions of peace and peacemaking becomes particularly
evident. Islam, like all religions, is not only a theological affirmation but also a
living historical process with multiple syntheses and expressions that must be
taken into account.?

Futhermotre, Nathan C. Funk and Abdul Aziz Said made five Islamic
approaches to peace:

- Power Politics: Peace through Coercive Power: Based on pessimistic reading
of human nature, Islam is used as a language for legitimation of power and
authority and for the preservation or social order; threats to a given political
order are often framed as a threat to Islam. The power-political approach
views peace as an absence of war, and underscores political necessities
created by the restlessness of political subjects and the threatening posture
of external enemies.

- Wotld Otrder: Peace through the Power of Law: Peace is a condition of
order defined by the presence of such core Islamic values as justice, human
dignity, cultural coexistence and ecological stability, and not merely by an
absence of direct violence. A situation in which these values are not present
may be characterized as disordetly, unstable and un-Islamic.

- Conflict Resolution: Peace through the Power of Communication:
Traditional Islamic approaches are explored: reconciliation, methods of
mediation and arbitration. These methods affirm a restorative conception of
peace and justice, encompassing notions of compensations for losses,
attentiveness to issues of “face” or social esteem, renunciation for the sake
of the whole and forgiveness.

- Non-Violence: Peace through Will Power: Adherence to Islam requires non-
violent solidarity against oppression, the promotion of renewal through
broad-based social movements and training for programs of direct non-
violent action. Only a linkage of just ends with just means can secure
authentic justice, peace and human dignity.

- Transformation: Peace through the Power of Love: This approach defines
peace as a condition of all embracing harmony perceived through the

2See Mohammad Abu-Nimer. “Conflict Resolution in an Islamic Context: Some Conceptual
Questions.” I Peace & Change, Vol. 21, no. 1. January, 1996.
3See, https://www.american.edu/sis/islamicpeacechair/upload/Role-of-Faith-in-Cross-

Cultural-Conflict-Resolution-Said-Funk-Kunkle-Sept01.pdf, Accesed 15 July 2016.
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inward renewal and transformation of human consciousness. The cultural
community is the context and the receptacle of human realization; renewal
takes place within each person through inward cleansing and loving
surrender to the divine.#
By these theories the study aim to suggest new ways of organizing knowledge
about Islam, within the context of emerging global perspectives on the
promotion of human solidarity and the full utilization of cultural and spiritual
resources for the advancement of peace. It kind of peace could be related with
the Indonesian community support to the Palestine issue.

C. Pan-Islamism Perspective

From the perspective of pan Islamism it can not be denied that the
relationship between Indonesian Muslims was very strong with the issue of the
Palestinian struggle for independence. Accordingly, the relationship caused by
the fact that Indonesia is the largest Muslim country in the world with a wide
range of religious patterns. In addition, the majority of Muslims in Indonesia
are Sunni Muslims with two major Islamic organizations, namely
Muhammadiyah®> and Nahdlatul Ulama (NU).¢ Both of Islamic Organizations
of respectively asserted that the Palestinian issue must be supported by Muslims
in Indonesia in order that this country could be free from the bondage of Israel.
Both of Islamic Social Organiztion is also likely to see this issue as an
ideological issue that is related to the identity and interests of Islam in the
world.” Both of Organizations also wants how Muslims reach the resurrection
and glory without colonized by other state entities and the so-called pan-
Islamism.8

4slamic Approaches to Peace and Conflict Resolution. See in
https:/ /www.american.edu/sis/islamicpeacechaitr/upload /Role-of-Faith-in-Cross-Cultural-
Conflict-Resolution-Said-Funk-Kunkle-Sept01.pdf

50One form of concrete support of Muhammadiyah is the assistance provided to the
Palestinians $ 2.5 billion on the 9 September 2014. The aid was delivered directly by
Muhammadiah chairman Din Syamsuddin to Palestinian Ambassador in the Central office of
Muhammadiyah in cenral Jakarta. http: . ivah.or.id/id /news-3891-detail-
muhammadiyah-bantu-palestina-rp-25-milyar.html, accessed 20 February 2015.

¢KH. Hasyim Muzadi once said that the Palestinian issue is not only a problem of the
Palestinians or the Arabs, but the problem of Muslims as a whole. It was announced during the
visit of the NU peace delegation to South Lebanon were greeted by the Imam al-Quds Mosque
Sheikh Qa> hir Hamu> d in January 2010. http://www.nu.or.id/a,public-m.dinamic-s.detail-
ids,1-id,21169, accessed 20 Feruary 2015.

"Both NU and Muhammadiyah on the dealing with the issue of Palestine and the Gaza crisis
has always identified it as the problem of Muslims as a whole, as has been mentioned before in a
statement of KH. Hasyim Muzadi.

8There are so many meaning of Pan-Islamism (p2ws¥) 2ail). The most powerful meaning is
derived from the idea of Afgani that view the neccecity of Muslims unite politically. However, the
meant desirable in this context is the Pan-Islamism as a form of support for Muslims to fight for
the freedom of Muslims everywhere. See Dwight E. Lee, "Notes and SuggestionsThe Origin of
Pan-Islamism", The American Historical Review, Vol. 47, No. 2, (t.t), 278-87.
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The issue of Palestine is also an important issue in view of Muslim
scholars in Indonesia. In their views, the Palestinian crisis and a solution to it is
often commented upon completion although limited to writing and comment
in the social and public media. Academics and intellectuals such as, Ridwan
Saidi,” Said Aqil Siraj, Din Syamsuddin, Azyumardi Azra, Zuhairi Misrawi,!0
Hasibullah Sastrawi!! and more. Azyumardi Azra is one of the scholars who are
giving many opinions and comments regarding the Palestinian case. One
comment about this case is, Azra optimistic that Indonesia could become a
mediator of the Palestinian crisis. One positive step for it is the President's
(Joko Widodo) plan to open the Indonesian representative in Ramallah.1?

Unlike the intellectuals and academics, the Palestinian issue in the
perseptions of the common people in Indonesia ws dominated by theological
dimension. They mostly do not understand the Palestinian problem in detail,
such as Fatah and Hamas problems.!? For instance, when there is a war the
Gaza Strip which was broadcast live on television and other mass media, they
understand that the war involves all elements of society and militias in
Palestine. In fact, a lot of war that’s was going on recently in the Gaza Strip
only involve the Hamas militants and the people of Gaza, although it continues
to be supported morally by the West Bank and Palestinian society as a whole.
In spite of their limited understanding about the Palestinian conflict,
Indonesian Muslims are fully aware that the oppressed Palestinian people
should be supported because it is associated with dignity of Muslims.!*

Such support can be identified from the various forms. When performed
Friday prayers for instance, is commonly found khatib (preacher) who closes
his speech by inviting the congregation to pray for the Palestinian struggle. The
practice of preachers in Indonesia is also a preacher routine in Arab countries,

“Ridwan Saidi famous works is Fakta dan Data Y abudi di Indonesia Dulu dan Kini (Jakarta:
Khalifa, 2000).

1A comment of Zuhairi was when he criticized Hamas for victory celebrations in 8-day war
in the Gaza Strip, 2006. He considers the celebration of Hamas was not appropriate because of
the many casualties of war including the people of Gaza. See in
http://news.fimadani.com/read /2012/11/23 /kader-jil-dan-hti-kritisi-kemenangan-rakyat-gaza/.
Accessed 21 February 2015.

1Some comments of Hasibullah Sastrawi more pessimistic towards Palestinian peace. In the
Hamas victory in Gaza in 2012, for example, He asserts that the victory will not be long.
http://kompas.com/read/2012/12/04/02222290/ Tantangan. Kemerdekaan.Palestina.

2http:/ /theglobejournal.com/politik /azyumardi-azra-indonesia-bisa-jadi-mediator-konflik-
israel---palestina/index.php. Accessed 21 February 2015.

BIndonesian society mostly saw in black and white the Palestinian issue. They have simple
understanding that Israel and Jews are all evil, so that Muslims must unite to help the
Palestinians, in fact, many of Jews who oppose the Isracli occupation and want a peace. Similarly
in Palestine, the problem is not just how the Palestinian struggle for independence, but the
internal problems between Fatah and Hamas is also quite complicated.

14Besides of religious issue the Palestinian issue is also a social historical problem. One of
Indonesian literature that discussed this issue is the work of Ttias Kuncahyono, in Jerusalem:
Kesucian, Konflik, dan Pengadilan Akbir (Jakarta: Kompas, 2008).
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with the emotional tone denounced and cursed the Jews and Israel and praying
for Muslims in Palestine in order to win the war. Thus, generally Indonesian
Muslims support the Palestinian issue can not be separated from the theological
element.!®

Figure 1: Friday prayers in Indonesia

Throughout the history of the Palestinian conflict, it is most often done
in Indonesia as a form of support for Palestinian Muslims are staging
demonstrations. The demonstrations again war in Palestine, especially in the
Gaza Strip carried out by various groups, both among students on college
campuses, Islamic organizations, Islamic parties and various NGOs.1¢ Basically
that’s demonstrations was a form of humanity, as was done by other
communities in European countries and the United States. However, if
observed, these actions can not be separated from the ideological dimension as
the pioneer and mass demonstrations, mostly from Islamic groups with
different ideological background, such as Hizbut Tahrir,”” Tarbiyah
Movement!® and others. The symbols used were very closely with Islamic
nuance, such as women who took action to wear the hijab and posts in the

5]t has become a common sight that the Palestinian issue is often included in religious rituals
of Indonesian society as do the preachers when performing Friday (Jumat) pray.

¢Due to the number of Palestine solidarity demonstration in Indonesia, BBC of Indonesia
had raised the issue of Indonesian demonstration, whether it is political or religious issue? It was
expressed that it is true that the tendency of the Indonesian people to do a demonstration was
very diverse, there was political and also ideological tendention. See
http:/ /www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140716_demo_gaza_politk_agama

"Reported by Republika, Hizb ut-Tahrir Indonesia held a massive demonstration at the
(Bundaran HI) July 20, 2014. http://www.republika.co.id/berita/inpicture/nasional-
inpicture/14/07/20/n900av-aksi-demo-solidaritas-untuk-palestina-di-bundaran-hi. Accesed 20
February 2016.

18Tarbiyah movement is a movement of education and teaching in the values of Islam by
certain groups. In Indonesia, this movement developed by groups that have ideological affiliation
with the Muslim Brotherhood in Egypt. This movement was transformed into the Prosperous
Justice Party (PKS). More read in “PKS: Implementasi Politik Gerakan Tarbiyah Indonesia dan
Pemilu”, dalam
https://www.academia.edu/8663909/PKS Implementasi Politik Gerakan Tarbiyah Indonesia

dan Pemilu. Accessed 21 February 2016.

6




Proceeding of The 16™ Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)

Figure 2: some demonstrations to support Palestine

To be more specific, the ideological relations between the Palestinians
and the Indonesian Muslim community can be seen on the network of Islamic
parties affiliated with the Muslim Brotherhood movement in Egypt, namely the
Prosperous Justice Party (PKS).1” The majority of researchers and Islamism
expert stated that PKS is one of the Islamist parties in the world affiliated with
the Brotherhood such as Hamas in Palestine and the AKP in Turkey. 20 As one
of the Indonesia Parties, PKS which dominated by Tarbiyah activists have the
basics movement adopted from the Brotherhood ideology. One of the
Brotherhood thought which influenced the PKS is the view of the necessity of
taking political action in fighting for Islam. Without going through political
channels, it is impossible the Islamic triumph can be achieved.?!
As a party that managed to get in power in Indonesia, especially in the
administration of President Susilo Bambang Yudhoyono and the Government
of Joko Widodo today, PKS _ plays its role in providing support to the
Palestinian crisis, especially the crisis in the Gaza Strip. That role could be
identified in the form of a statement issued and in the form of humanitarian
assistance by sending logistics to the Gaza Strip. In addition, most of the
volunteers are scattered in various volunteer organizations also have an
affiliation with the PKS and the doctrine of the Muslim Brotherhood. 22

Flgure 3: PKS (Prosperous Justice Party) on their action supporting Palestinian
Crisis

At least, that are the forms the ideological perspective of the community and
the Indonesian government to the Palestinian crisis. It is undeniable that from
the perspective of pan Islamism, as noted, there is a very strong support despite
Muslim Indonesia could not give a major influence on conflict resolution and
for internal and external conflicts of Palestine.

19 Anthony Bubalo, Greg Fealy, Whit Mason in Zealous Democrats Iskamism And Democracy In
Egypt, Indonesia And Turkey New South Wales: Lowy Institute, 2008), 1-5.

2 Adalet ve Kalkanma Partisi, (The Justice and Development Party) or the Turkish Justice and
Development Party was the largest party today which was founded in 2001 and is led by Recep
Tayyip Erdogan. The party dynamics has been discussed extensively by Hakam Yavuz, Secularism
and Muslim Democracy in Turkey (Camridge: Middle East Studies, 2009).

21The influence is what causes the movement transformed into a political party in Indonesia.
Anthony Bubalo, Greg Fealy, Whit Mason in Zealous Democrats Islamism And Democracy In Egypt,
Indonesia And Turkey, 25-30.

22PKS is a party in Indonesia which has strong support for the Gaza crisis. One form of such
support as reported in Republika 21 November 2012 that hundreds of PKS volunteers ready to
go to Gaza. http://pksjateng.or.id/index.php/read/news/detail /590 /Ratusan-Relawan-PKS-

Siap-Berangkat-ke-Gaza. Accessed 21 Maret 2016.
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D. Diplomatic and Political Perspective

The relationship between Indonesians and the Palestinians from the
political standpoint can be seen from some form of relation. The most
dominant was the Indonesian government's commitment to support the
independence of the Palestinian people, both in the form of diplomatic support
by international organizations and the government statement to end the
Palestinian crisis. Such support was very reasonable because in Indonesian
history, Palestine and Egypt were the first two countries to recognize the
independence of Indonesia.?3

The real support by the Government of Indonesia to the Palestinian was
also given in the contex of a diplomatic by the opening of Palestinian Embassy
in Jakarta, although the embassy's activity was very limited because it can not
serve important matters such as consular affairs. Palestinians themselves do not
have the authority to grant visas because they blockaded Isracl.?* In contex of
international relations, the opening of embassies is a kind of recognition of the
countrys sovereignty. 2

On the contrary, since the establishment of Israel in the Palestinian
territories, until now, there has never been the Government's recognition of
Indonesia to Israel, although in the period of President Abdurrahman Wahid or
Gus Dur was emerged the plan to open diplomatic relations with the state of
Israel.20 However, the discourse was not realized due to strong opposition by
elements of the Indonesian people, both from the Islamic organizations,
academia as well as public. Until today there was no any diplomatic relations
between Indonesia and Israel and both countries not open embassies in Jakarta
and Tel Aviv which represents the governments of two countries.

In the event of the Indonesia President election in 2014 ago, one of the
issues in the vision and mission of the foreign policy of each candidate for
President and Vice President (Prabowo Subiyanto-Hatta Rajasa and Joko
Widodo and Jusuf Kalla) is the Palestinian issue. Both candidates competed to
reinforce its support for Palestinian independence.?” One of candidate had
participated in a solidarity action in support for Palestine when the last war in

BPalestine was represented by the Palestinian mufti, Sheikh Muh} Ammad Amin Al-
Hushai>ni> are publicly recognized Indonesia's independence on 6 September 1944. One of the
media proclaimed this support was the al-Ahram Newspaper of Egypt.
http://www.fimadani.com/kemerdekaan-indonesia-berawal-dari-mesir-dan-palestina/.

24At one time, the author had visited the Palestinian Embassy in Diponegoro streets in
Jakarta, did not look any activity insite Embassy. Office Boy in the office also said that all matters
for traveling to Palestine can be done at the Embassy of Jordan.

%See lan Brownlie, Principles of Public International Law, 3rd ed., (Oxford: Oxford University
Press, 1979), 345.

26About relationship between Indonesia and Israel goverment, read in Irmawan Effendi,
“Problematika Hubungan Indonesia-Israel” https://www.academia.edu/4027495/.

2TVarious media covering the candidates' views at the time, especially in the third debate, one
of media can be read in http://www.ttibunnews.com/pemilu-2014/2014/06/23 /kubu-jokowi-
jk-jokowi-satu-satunya-capres-peduli-palestina-dan-timur-tengah.
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the Gaza Strip.?® Both are aware that the Palestinian issue is a problem that is
supported by the majority of Indonesian people. So this issue will be effectively
to be used as a campaign media to gain greater political support. Regardless of
whether the issue is only used as a political commodity, or really a sincere
support, which certainly proves that the Palestinian political issue was
significant for Indonesia Muslims community.

Figure 4: former President and Vice President on their political campaign
for Indonesia President election in 2014

Then how does Indonesian government to response the strengthening of
Islamists (Hamas) in Palestine? The Indonesian goverment has no any formal
relation with Hamas since the establishment of this organization. When Hamas
took power after winning elections in 2000, political relations between these
organizations and the Government of Indonesia was not visible. There are
several factors that led to the loss ofpolitical relations between the two sides.
Among them, politically, Hamas does not represent the Palestinian government
as the PLO once led by former President Yasir Arafat, and has been in a
relationship with Islamic countries, including Indonesia.

Nonetheless, at some moment, the Government of Indonesia,
consciously or not, to support the struggle of Hamas in various throes of
conflict in the Gaza Strip in recent years. When there was war in Gaza Strip,
the Indonesian government continues to provide support to the Palestinian
struggle represented by Hamas in the Gaza Strip and condemned the brutality
of Israel militant. In providing support, the Government of Indonesia was
sometimes criticized by some quarters.  For example, when the war in Gaza,
President Susilo Bambang Yudhoyono issued a statement that the Palestinian
issue is entirely a political issue not a religious problem. This statement was

28Prabowo participated in solidarity rally carried out by the Palestinian National Committee
for Palestinian People (KNRP) July 11, 2014.
Http:/ /www.muslimdaily.net/berita/nasional/ prabowo-ikut-aksi-solidaritas-untuk-
palestina.html.

2SBY on July 31, 2014 sent an open letter to the world community, including the United
Nations to push Israel to halt its attacks into the Gaza Strip.
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criticized by many who thought that the Palestinian problem can not be
separated from the issue of religion and politics.?

An effort to establish political relations with Indonesia carried out by the
Hamas movement recently. In 2014 a Hamas delegation visited Indonesia to
explore the opening of political relations with Indonesia. The Hamas delegation
visited the Indonesian Parliament for approval the establishment of formal
relations between Indonesia and Hamas.3! However, it was not successful
because the various parties do not agree to this effort, including MUI, NU and
Muhammadiyah. One of the groups that explicitly rejects was Muhammadiah.
As stated by the Muhammadiyah general chairman Din Syamsuddin, the
opening of diplomatic relations between the Government and Hamas will be a
problem because the current government has a formal relationship with the
Palestinian Government Official. So to avoid duality of the relationship
between Indonesia and Palestine, Indonesia must be only recognized the
Palestinian Authority, while Hamas does not represent the Palestinian
Authority.?

Figure 5: The Visit of Hamas Delegation to Indonesia on 2014

Until today, the Government of Indonesia continues to make a setious
attempt to strive for the independence of Palestine. In the commemoration
event of Asian-African Conference (AAC) in 2015 held in Indonesia, the
Palestinian Authority, represented by Prime Minister Rami Hamdallah was not
want to waste valuable opportunity to build the support from the countries of
Asia and Africa to support independence. The momentum was very good
indeed, where one of discussion focus in the confrence was about the Middle
East crisis and how to end the conflicts in the region. There were two
important issues discussed in the context of the Middle East conflict are the
problem of Palestinian independence and the issue of IS terrorism.

30See in ttp://m.inilah.com/news/detail /75203 /sby-bisa-terganjal-isu-palestina. Accessed 2
Marc 2016.

3House Parlement leaders accepted the Hamas visit,
http:/ /www.antaranews.com/betita/466697/ pimpinan-dpt-terima-kunjungan-hamas. Accessed 2
Marc 2016.

32Din Syamsuddin's statement published in the
http:/ /news.metrotvnews.com/read/2014/11/30/325774 /ini-alasan-din-tolak-hamas-buka-
kantor-di-jakarta.
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Referring to the implementation of AAC in Bandung in 1955, the main
theme discussed the countries participating in the Conference was the problem
of colonialism. It was still a lot of the colonial countries and yet di not gained
independence. One of the countries that experienced the colonial occupation
was Palestine. After 60 years of first ACC that was call for the elimination of
colonialism, in fact, there are countries in this world that is not free today. In a
sense, the Asian-African Conference still fails to bring the mission of
independence for countries in Asia and Africa because the Palestinians have not
been able to achieve his independence.

Indonesian President Joko Widodo in his speech in front of conference
participants expressly called to Palestinian independence, and agreed by the
leaders of Asian and African countries were present. The final decision of the
Conference produced three documents, one of that contains the declaration of
a Palestine independent. However, if observed, numerous calls by leaders of
Asian and African countries can not be considered as a concrete step and can
not give any influence on the Israeli-Palestinian peace. Since the first event of
AAC 1955 until today, all countries that are members of the Conference,
especially the Islamic countries want the independence of Palestine. But the
support has not in fact produced anything.

b

Figure 6: Asian-African Conference (AAC) in 2015 held in Indonesia

E. Humanitarian Approach

As well known that when there is a conflict, especially armed conflict, it
of course would have resulted in human casualties.?? In this case, the Palestinian
conflict was one of the longest conflicts and caused many victims on both
sides. Not only from the Palestinian side, on the Israeli side also claimed many
victims. However, the number of casualties on the Palestinian side is much
more than the victims of the Israelis. Ironically, casualties of the Israeli-
Palestinian conflict are mostly civilians.3

To see the relation between Indonesia and Palestine from the
perspective of humanism, it is most fitting to be discussed how the efforts of
the international community in helping the victims of conflict in Palestine. In
the context of Indonesia, the Palestinian crisis is always to be society and

33The theory of the conflict, including military conflicts studied by Johan Galtung.

34The number of victims of Palestinian conflict has been very much although the details data
are not found. The intense international media proclaim this conflict were al-Jazeera and the
BBC.
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governments concern, so that efforts to contribute in this issue are to
continuous as a form of solidarity and no doubt that the strength of religious
solidarity between Indonesia and Palestine. The attempt to give humanitarian
aid was in some form. Among other things, assistance in education, health, and
most do was to provide financial assistance.

In the field of education, although not significant, Indonesian solidarity
showed for instance when one community build a house of Tahfiz (Daar al-
Qur'an) in Gaza initiated by one religious leader Ustaz Yusuf Mansur. 35 The
purpose of the establishment of the Foundation was to help provide
educational facilities to the children of Gaza, especially in the field of Islamic
education. In conflict areas the foundation of any institution is certainly not
easy to do it, contrary in an area which does not conflict such as in Indonesia.
The challenges and risks must be faced. Challenges in the financial sector is
very large because of the source of funding comes from public donations which
requires a long process to collect. After that, to bring aid to the Gaza Strip
should use a limited amount of cash and having to pass various checkpoints
both in the country and in Egypt (Gaza border).3¢ After arriving in Gaza, to
build the infrastructure full of the high risk, because any time the region can
obtain a military attack from Isracl. However, due to the solidarity of humanity
and Islam, volunteers with the persistent advocacy of aid although the amount
is not significant.

Figure 7: a house of Tahfiz (Daar al-Qut'an) in Gaza initiated by one religious
leader Ustaz Yusuf Mansur

The significant assistance has been done by the Muslim community and
the Indonesian government was direct assistance in the form of money, food,
medicine and health infrastructure (hospital). This assistance provided through
government agencies, volunteer organizations and international humanitarian
organizations. There are so many volunteer organizations that concern to
mobilize assistance to the Palestinians, especially Gaza. Such organizations:
Mercy,?” Indonesian Red Crescent (BSMI),* the Indonesian Committee for

3Http:/ /www.pppa.ot.id/modul.php?content=berita&idb=552.

36The interview with one of the volunteers of the Indonesian Committee for Solidarity of
Palestine (KISPA), Jakarta, 12 November 2014.

SIMER-C (Medical Emergency Rescue Committee) is a social and humanitarian organization engage
in medical emergencies and has character of trust, professional, neutral, independent, voluntary,
and high mobility. This organization has been providing assistance to the Palestinians is large
enough and managed to build Indonesia's Hospital in the region.
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Solidarity with Palestine (KISPA),* the National Committee of the Palestinian
People (KNRP),% and others. All of these organizations basically have the same
goal of collecting funds from the people of Indonesia and submit them directly
to the residents of the Gaza Strip, in the form of money, food and medicine.
One of the important achievements of some of these organizations is the
success of the volunteers Mercy Hospital building in the Gaza Strip.

-

Figure 8: Indonesia Hospital at Gaza Strip

The militancy of Indonesian volunteers to help the Palestinian people in
the Gaza Strip was largest than others. Many of Indonesian volunteer who have
many years of living in the Gaza Strip with humanitarian missions. One of
them is Abdullah Onim, a volunteer who is still in the Gaza Strip and also a
correspondent for one of the leading television channels in Indonesia. In the
event of the Israeli air force attack against a ship carrying logistic aided to the
Gaza Strip in May 2010, the Mavi Marmara from Turkey, some Indonesian
volunteers also participated in the ship -one of them the head of KISPA Ustaz
Ferry Nour- although no one becomes a victim. This ship was not able to
penetrate the Gaza Strip because it was intercepted by the Israeli military. These
events later received international condemnation including from the
Government of Indonesia.*2

Until today, the activity of the Indonesian volunteers is very limited
because it is difficult to deliver aid to the Gaza Strip. After the falling of Egypt

3Indonesia Red Crescent or BSMI an institution engaged in health and social care in
Indonesia and to cooperate with humanitarian agencies at the national, regional and international.
Relating to the Gaza conflict, in early 2009, BSMI volunteers went to Palestine during a
humanitarian disaster as a result of Israeli military action into Gaza which is the sovereign
territory of Palestine.

MKISPA is a humanitarian organization in Indonesia actively in distributing aid to the
Palestinians. This organization was established on the 1st Rabiul Awwal 1423 H or May 14, 2002.
The organization was first located in the office of the Indonesian Ulema Council (MUI) at the
Istiglal Mosque, the agency was created and was a combination of 20 Islamic organizations. One

of its founders is Din Syamsuddin. Read on http://www.eramuslim.com/berita/info-umat/ferry-
nur-ketua-kispa-periode-2009-2014-amanah-ini-akan-saya-jalankan-
sepenuhnya.htm#.VOk62 mUeuE. Accessed 20 April 2016.
40Is an organization founded on May 8, 2006 it has a role in distributing aid to the
Palestinians. Information about KNRP, see http://www.knrp.org/.
#'The activity of Abdullah Onim should be accessed in
http:/ /www.pkspiyungan.org/2014/07/sosok-abdillah-onim-relawan-indonesia.html.
“2Chronology of the events can be found in http://www.voa-
islam.com/read/indonesiana/2010/06/03/6707 /kisah-relawan-indonesia-saat-penyerbuan-kapal-
mavi-marmara/;#sthash.
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President Muhammad Mursi from his power in mid 2014, which ousted
President Mohammed al-Si> si> this time, the Gaza Strip can not be
penetrated by the volunteers because of the attitude of the Egyptian
Government very repressive against the Brotherhood links. The Egyptian
government shut down the Rafah border for fear the intense interaction
between the Hamas and the Muslim Brotherhood in Egypt.

F. Conclusion

From the above explanation it can be concluded that the shape of
Indonesia's support to the Palestinians could be identified in three types;
ideological (Pan-Islamism), political and humanism. From the standpoint of
Pan-Islamism, Indonesian community has always supported Palestine issue in a
variety of expressions. Praying for Palestinians in a Friday sermon, staged and
others support form of expression by Indonesian Muslim society to the struggle
of the Palestinian people is always existed. From a political standpoint, the
Indonesian government has always supported the Palestinian struggle for
independence, cither in the form of a statement or through international
organizations. From the humanism perspective, Indonesia is including of many
countries that provide humanitarian aid to the Gaza Strip.

Based on the analysis conducted above, it can be concluded that in the
perspective of conflict high politics, pan-Arabism be still one strong grounding
in the pattern of relations of Arab countries and Pan-Islamism in the greater
coverage, although it can not be denied that the relationship between the
country- Islamic and Arab countries are also guided by political interests. In the
case of Palestine, the Arab countries in general, maintaining relations with
Fatah and Hamas Islamism. This is done in a variety of models, in the form of
moral support, financial or rhetorical. The relationship is an important factor
that Islamists can exist in the Palestinian political constellation. However, the
participation rate of Arab and international community from one country to
another varies, depending on the outlook and of each interest.

Many of Islamic state aid to the Palestinians also can not be separated by
political interests and elements of sectarianism. The existence of Iran and other
Arab countries in case Fatah and Hamas competition could not be separated
from the Sunni and Shiite rivalry. Whereas until recently, in general the west
view against Islamist groups still tend to be negative and regard Hamas as a
terrorist institution. Last in the case of Indonesia's relationship with Palestine, it
also can not be separated from three standpoints; Pan-Islamism viewpoint,
political and Humanism. The accumulation of these three issues make the
support Indonesia Muslim community to the Palestine is considered strong
enough.
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Abstract: A very long heated debate on whether or not democracy is inberently in line with
Islam happens in many countries. The reliable fact proved that most of Muslin
majority countries rejected democracy system to be implemented in their countries.
While most of Muslim-majority country rejected to implement the democracy
systenn in their countries, Indonesia allegedly appeared as model Muslim-
majority countyy that integrates Islamic teachings and democracy values. Its
ability to fuse democracy and Islam was praised by many political pundits and
academicians from both Indonesia itself and other countries. Notwithstanding
some has been optimist with the relation between Islam and democracy in
Indonesia, this optimistic attitude should be reexcamined for there are still many
hardliner Islamic groups that threaten Indonesia democracy and Pancasila. The
existence of these groups has added the large number of violence and intolerance
bebavior against minority groups. This raises a question, could we still put hope
on Indonesian Islam as a model for democratic Muslim-majority conntries? This
article will deeply explore to answer it.

Keywords: Democracy, Indonesian Islam, Moderate Islamic Civil Society

Organization, Pancasila

Introduction

Islam and democracy are said to be in relationship fraught with many
problems because of their different system and source. Islam supposedly puts
the God’s authority above all authorities beside Him, whereas the democracy
when makes decision and law is based on the agreement of majority of society.
Or in simple word, the highest decision in Islam is on God’s hand, while in
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democracy the highest authority is on society agreement. According to the
orthodox Muslim views, the God has made all laws for every single activity of
humankind, so the obligation of them is only following those laws. For them,
the Qur’an has commanded the Muslim society to embrace Islam by kaffah or
completely as in their minds Islam has decided everything for Muslims, not
only in ritual aspect, but also in system by which a state should run.

This difference often leads to very long discussion and debate between
those who is eager to apply Islamic laws, known as gyariah, in accordance with
what was literally written in primary Islamic sources such as the Qur’an and the
prophetic traditions and those who want to implement the democracy system
which could accommodate all needs and interests of society from various
religious beliefs and cultures, particularly in a country with multi religions,
ethnics, and cultures. The fact has shown that democracy is the most successful
system for a country with plural society.

On the relation between Islam and state, Muslim societies are divided at
least into three groups. First, those who tend to force Islamic laws to be
implemented in their countries. For them, kinds of Islamic laws such as cutting
hand for thieves and killing for murderers as was literally written in the Qur’an
are absolute and universal. Hence, they should be implemented all times and
places regardless the changing era and problem. This group is representative of
Muslims that want to found Islamic theocracy and to reject all country systems
created by human thought. Some prominent Muslim scholars in this group are
Hassan al-Banna, Sayyid Quthb, Abu al-A’la al-Maududi (Zaprulkhan, 2014).

Second, Muslims group who argued Islam and state are two different
entities that each of them has its own place and orientation, so they could not
be put together to avoid overlapping from both of them. All religions including
Islam are private business between God and His worshipers, while state is in
public sphere. This group is representative of Muslims who prefer the secular
state. Some of the figures of this group are Ali Raziq and Thaha Husien
(Zaprulkhan, 2014).

Third, Muslims group which is going to take middle ground from two
aforementioned different Muslim groups. Of this group opinions is Islamic
tenets should not be implemented in modern era as were written literally in
primary Islamic sources, but the task of Muslim scholars is to catch the spirit
contained in both Qur’an verses and redaction of prophetic tradition and, then,
to apply this spirit in the context of modern society. This group could not agree
with the first group opinion as for them Islam has given the wide opportunity
for humans to optimally use their brains to create a system that could bring
them to the better life in the world as well as contrasts with the second group
because a state should not be separated from religious values as a principle of
life. Muslim scholars that are included in this group are Muhammad Abduh and
Muhammad Husien Haikal (Zaprulkhan, 2014).

Among those three groups, it seems that the first is predominant in
Islamic world. It can be seen that of the 192 countries in the world today, 121
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are electoral democracies; but in countries with a Muslim majority, only eleven
of forty-seven (or twenty-three per cent) have democratically governments. In
the non-Islamic world, there are 110 electoral democracies out of 145 states, or
over seventy-six per cent. The report concludes that a non-Muslim majority
country is three times more likely to be democratic than a Muslim-majority one
(Azra, 2000).

Responding to the debate on relation between Islam and democracy,
both Muslim and Western academicians and scholars are divided into two
groups. First is an optimist group which argued that the roots of democracy
could be found in early Islam. It was by Medina charter the Prophet has put a
very democratic system which accommodated interests and needs of all
societies of Medina coming from various religious and cultural backgrounds.
This foundation of democratic system then was followed by senior
Companions when electing the &balifah after the Prophet has passed away. The
four leaders of Muslim communities after the Prophet, known as a’Kbulafa al-
Rasyidun, were elected by a discussion led by senior Companions in which every
single of companion could tell his opinion regarding the candidate who is
proper to be the next leader. Although this was a form of the earliest
democratic system in Muslim world that was modeled by the early Muslim
community, the latter generation did not follow to apply this system. It was
dynasty of Umayya that firstly converted this system to be an empire system
where only the king’s children who is proper to be the next king,

Second is skeptic group which doubts Islam could be compatible with
democracy. This group insisted Islam has commanded all Muslims to judge all
aspects of human life including the law by which a state perform by the law of
God and has provoked its followers that they are the soldiers of God who are
serving to build ‘God kingdom’. This group eventually asserted Islam, like other
religions, is eager to establish Islamic theocracy.

The argument of the latter is now supported by the presence of some
Muslim organizations across many countries that force and provoke to establish
Islamic state. This is also added by a large number of disorders which really
happened in Middle East, the land where mostly Muslims live.

While most of Muslim-majority country rejected to implement the
democracy system in their countries, Indonesia attempts to appear as a model
Muslim-majority country that integrates Islamic teachings and democracy
system. Its ability to fuse democracy and Islam was praised by many political
pundits and academicians from both Indonesia itself and other countries. The
integration between Islam and democracy in Indonesia is a result of how
Indonesian Muslims live Islam in this country and connect it with local cultures.
It could not be denied that Indonesian local cultures that less emotional and
glorify polite behavior have influenced the minds and attitudes of Indonesian
Muslims. Islam which has integrated with these local cultures then formed a
very unique Islam, it is Indonesian Islam.
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Indonesian Islam and Democracy

Indonesian could celebrate their independence day in August 17, 1945
after being colonized for more than three centuries due to the struggle and
effort of all societies. Their successful in expelling the colonizers could be
achieved by uniting all powers of society regardless their different tribes, local
languages, skins, and religious faiths. From very eatly age, Indonesian has learnt
nationalism should be put higher than other kinds of loving groups.

Being aware of the potencies which can emerge from group diversities
that could disunity Indonesian society, Indonesian founding fathers had put
five basic principles on which Indonesian governmental system should strongly
hold, and these principles has strengthened the existence of democracy in
Indonesia, it is known as Pancasila. Though pancasila as basic principles today
is accepted by all Indonesian societies, these principles in the first time to
several years later met many problems and obstacles that threatened them. One
of its biggest problem emerged four years after the independence of Indonesia
in 1945. A radical Muslim movement under the leadership of Kartosuwitjo in
West Java attempted to establish the Indonesian Islamic State (Negara Islam
Indonesia-NII) on 7 of August, 1949 (Hadi, 2007). Fortunately this attempt
failed because a large number of moderate Indonesian Muslim disagreed with
this kind of state, for them Indonesia may not implement theocracy system
(Hoesterey, 2013).

Even though problems bothering pancasila and democracy in Indonesia
still appeared in many years afterwards, Indonesia has consistently done its level
best in democratic transition. It could be seen that from its independence until
recently, Indonesia had a history of weak patliamentary institutions and was
ruled continuously by the military from 1965 until 1998. Moreover, at the
beginning of the democratic transition in 1998, the country found itself in the
midst of its worst economic crisis since independence, with -14.3 percent
growth; indeed, Indonesia’s per capita GDP did not consistently return to 1997
levels until the fifth year of the transition, in 2003 (Kunklur, 2013).

For all these reasons and the fact that Indonesia had a Muslim majority
with what appeared to be growing violent militants, at the end of the 1990s the
country seemed to many analysts an extremely unlikely candidate for a
successful democratic transition.

But where does Indonesia stand today? Surprisingly, in Freedom
House’s world rankings of “political rights”, India, the longest-enduring
democracy in the developing world, and Indonesia have since 2006 had an
identical ranking, a 2, the second-highest possible score on the Freedom House
seven-point democracy scale. Furthermore, Indonesia receives a score of +8 in
Polity IV’s twenty-one-point ranking of all countries in the world, where +10 is
the most democratic and -10 the most autocratic. Indonesia’s combined
ranking by Freedom House and Polity IV has been better since 2006 than any
of the nine other Association of Southeast Asian Nations countties, including
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Catholic Philippines, Confucian Singapore, and Muslim Malaysia (Kunklur,
2013).

In the context of its new political stability, Indonesia for the period
2005-2010 joined China, India, and Brazil as one of the world’s fastest-growing
economics. Furthermore, the Economist Intelligence Unit estimates that
Indonesia’s real GDP growth from 2011 to 2030 should continue at more than
5 percent per year (Kunklur, 2013).

From those facts, pancasila has proven to be, from its first emergence in
Indonesian political principles until nowadays, able in keeping unity and
harmony life among societies with a lot of diversities they have.

In relation state-Islam, Indonesia began to be considered as a model for
countries which want to get Islam and democracy compatible after the failure
of Arab spring. Many diplomats, academics, and political pundits, after
searching for the best political analogy for the relation between Islam and state,
have offered Indonesia due to its very unique expression of Indonesian
Muslims as the model. For instance, Hillary Clinton, during her 2009 visit to
Indonesia, proclaimed: “If you want to know whether Islam, democracy,
modernity, and women’s right can coexist, go to Indonesia” (Buehler, 2009).

Indonesia is the largest Muslim-majority country in the world. Home to
approximately 230 million people of which more than 85% follow Islam
(Buehler, 2009). Indonesia is also the world’s third largest democracy after India
and the United States of America. This article will, furthermore, see the
democracy achievements received by Indonesian.

The Australia-Indonesia Centre in their presentation power points shows
that Indonesia and Turkey represent the most successful Muslim majority
nations. To prove the aforementioned claim, the Centre then lists Muslim-
majority countries and shows the score given by two frequently used indices:
Freedom in the World (2012) by the US-based Freedom House and the 2011
Democracy Index by the Economist Intelligence Unit. These indices are
frequently used in Western media, but attracted some criticism and may not
reflect recent changes.

As of 2012, Indonesia is the only Muslim-majority nation acknowledged as
democratic by both Freedom House and Economist democracy indexes. See
table below:

Freedom in
the Workd Type of Goversment

Democracy | Democracy [ Democracy Index
index Score | Index Rank Category
— =

Religion
and State
4

Location
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The Indonesian transition thus cannot be comprehended without
attention to the constructive role that the large Islamic organization played in
fostering the pro-democratic attitudes and movements that helped weaken the
authoritarian regime, facilitate the transition, and bolster consolidation efforts
(Kunkler, 2013).

In addition Indonesia’s successful transition to democracy system could
not be achieved only by the efforts and strategies taken by its leaders and
governments, but also by supportive participation of all societies. And because
majority of its society embrace Islam as their religion, so talking about
democracy in Indonesia could not be separated from discussing this majority’s
religion. The religion, of course, has played very important role in public
sphere. The table below will show religious identity within ethic groups in
Indonesia.
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From the table pointing religious identity within Indonesian society and
showing Islam as religion of majority of Indonesian, this article, once more,
stresses that we cannot ignore Islam in discussing the democracy in Indonesia.

In debate on secularism and liberal democracy, two major areas
concerning religious actors’ attitudes are frequently debated and are relevant for
this discussion. The first concerns whether religious actors are a positive or
negative force for democratization. There obviously are numerous examples
throughout history where various religions have played a nondemocratic role.
However, at times religion has been able to act as a positive force. The second
major debate concerns attitudes toward secularism and whether religion, even if
it is a positive force, should be an active participant at all in the public sphere of
a democracy. Indeed, John Rawls, the most famous twentieth-century political
philosopher in the English-speaking world, argued that religion must be “taken
of” the political agenda (Kunkler, 2013).

Is Rawls’ influential injunction that religion should be taken off the
public agenda democratically and philosophically reasonable? In my view on
experiences of Indonesian Muslims regarding the compatibility of Islam and
democracy in Indonesia, I have any objections against Rawls’ offer. In latter
paragraph I will describe the role of Islam in shaping democracy value in
Indonesia.

In 1995 the role of Islam in Indonesia became increasingly interwoven
into various aspects of polities and national life. In order to understand how
and why this has happened, differing streams of contemporary Indonesian
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Islamic debate must be recognized. First, there are at least two contradictory
visions of the proper role of Islam in the state. On the one hand, many,
perhaps a strong majority, of Indonesian Muslims appear quite comfortable
with a government that is basically politically democrat. For example,
Abdurrahman Wahid, the leader of Indonesia’s largest Islamic organization, the
Nahdlatul Ulama, argues that ordinary Indonesian Muslims ate quite content to
freely practice their religion in democratic state.

The Challenges of Democracy in Indonesia

All this time, Indonesia is often claimed as the largest Muslim country in
the world that proved to advocate and practice democracy. Indonesia also
often stated that although the majority of Muslims is staying here, they continue
to protect and not to impose its will on the minority religious groups, adherents
of minority faiths, and indigenous peoples. That can be happen because
Indonesian Muslims practice tolerant religious and uphold the principle of
‘Bhinneka Tunggal 1ka’, Unity in Diversity, in their daily lives. However, those
claim and statement are questioned when we witnessed a number of
discriminatory practices against religious minorities, ethnic, cultural, and other
lifestyle over the past few years. In addition, there is also the practice of
intolerance and violence acted by certain community groups, which was
reported by national and international news.

Fanani (2012) said that studies conducted by Nicola Colbran indicate
that this country is accused of failing to protect its citizens from the practice of
discrimination, intolerance, and violence. If these practices still go on, perhaps
the Pancasila, the 1945 Constitution, the Republic of Indonesia (NKRI), and
unity in diversity as the basis for upholding religious freedom in Indonesia will
only be a political jargon that is poor implementation and no trust.

Surprisingly, the last in June 2012, The Fund for Peace released back
Failed State Index 2012. The Index that has been done by eight times ranked
Indonesia as countries vulnerable to failure. In the explanation of this index,
the enforcement of human rights in Indonesia is weak and likely to deteriorate
in recent years (Fanani, 2012).

Many cases of human rights violations have occurred. Among them is
the case of the persecution of the Ahmadiyah congregation, violence against the
Shiite community, the attack on the Council of Tafsir Al-Quran (MTA), and
the case of the prohibition of establishment of worship places in several places.

Mulyana (2011) reported one of the best examples of that was the
tradegy of Cikeusik which happened in February 6, 2011. This tradegy took
place in Umbulan village, Banten. The tradegy began when 15 Ahmadiyya
congregations from Jakarta came to Cikeusik to hold some meetings with
Ahmadiyya members in the village. Unfortunately, at 10.45 p.m. approximately
1,500 people from around the village Umbulan, Cikeusik, went to the house of
meeting. They carried a variety of equipment of wood, stones and sharp
weapons. The situation became tense and eventually the clash was inevitable.
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Not only that, two units of motorcycles and two cars were burned. As a result
of the incident, three alleged members of Ahmadiyya died. This tradegy can be
watched widely in youtobe.

Publishing final report year of national commission for human rights of
the republic of Indonesia 2015, Connission for Human Rights of the Republic
of Indonesia (2016) informed that the number of complaints of violations of
the right to religious freedom in 2015 has increased from the number of
complaints in 2014. The increasing number of complaints this year can be seen
as an indicator that the number of violations of the right to religious freedom in
2015 is higher than in the previous year.

Among violations of the right to religious freedom, the kind of action
that most complained on this year is the act prohibit, impair or impede the
establishment of houses of worship both churches, mosques or other houses of
worship. The report of national commission for human right, then, wrote some
examples, such as the termination of 19 churches activities in Aceh Singkil,
sealing 7 churches in Banda Aceh, cessation of church construction in
Bandung, sealing 7 churches in Cianjur, termination of mosque construction in
Manokwari, sealing GKI Yasmin church in Bogor, prohibition of 7 churches in
Bandung, demolition and destruction of Huria Kristen Indonesia church in
Samarinda, prohibition of mosque establishment in Bitung, and so on.

Halili (2016) reported that in 2015 Setara Institute recorded 196
violations of freedom of religion/ belief with 236 forms of action spread
throughout Indonesia. Compared with a year ago, this number shows a
significant increase. In 2014, the number of violations that occurred only 134
events, while the act of infringing only 177 actions.

In addition Setara Institute research data in the past nine years shows
that minorities are repeatedly and continuously being the object of violations of
freedom of religion / belief. Minority groups in turn become the victims of
abuse. One time the minority Ahmadiyah got the highest number of being
victims of violations in 2008, 2011, and 2013. At other times Christians are the
highest victims in 2010 and 2012. The religious sect became the largest victims
in 2007, 2009, and 2014 while the Shiites became the most casualties in the
latest year 2015. After 2014 the biggest victim was the Ahmadiyya community,
this year the most widely became the victims is Shiite. They are the victims in
31 events.

The institute, then, released some groups that mostly became an actor of
violations. The institute told that non-state actors in the top five rankings after
society are FPI and the Alliance of Islamic Organizations in each of the 13
actions of intolerance, MUI with 12 actions, and religious leaders or community
with 8 actions.

From aforementioned fact and survey we can see that intolerance actions
do happen in our country and becomes a big problem for democratic
government. This case surely smears the name of Indonesian Islam in front of
global world whereas many people have put hope on Indonesian Islam to be an
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ideal Muslim majority country which implements democratic government.
Muslim as a majority religious group in Indonesia should accommodate the
interests of minority groups and may not force their will on others because all
members of society get the same rights in democratic system.

Puslitbang Kemenag RI (2013) researched on harmony life among religions
followers. This research showed that in harmony aspect Islam followers in
Indonesia got the last rank in comparison to other religion followers. It means
that Indonesian Muslim still often act intolerantly.

Khonghucu | I 3 .83
Budha | 1,01
Hindy | .91

Katholik | 4,15
Kristen | 4 18
islam | 3.5

Jajat Burhanuddin (2007) from the center of research on Islam and
society at State Islamic University Syarif Hidayatullah did research on harmony
life within Indonesian and the result was very surprisingly. The survey which
used multi stage random sampling method in collecting the data showed that
62.4 % of Muslim society in Indonesia could not agree a non-Muslim be a
president in Indonesia, 55.3% of them did not allow non-Muslim groups to
hold their religious events in public sphere which is near Muslim houses, and
51.6% of them did not allow non-Muslim groups to build the churches in
Muslim residents. This statistic data shows that the level of tolerance within
Muslim community is still very low.

Those intolerance behaviors and a large number of violations of course
were caused by many factors. One of the most important factors beyond those
evil behaviors is the spirit of the wrong jihad. The jihad ideology was misused
by some hard-liner Muslim groups to get the support from Muslim community
to establish Islamic state in Indonesia. It can be seen from the early time of
Indonesia when Kartosuwirjo in West Java attempted to establish the
Indonesian Islamic State (Negara Islam Indonesia) on 7% of August 1949, four
years after the independence of Indonesia (Hadi, 2007). Fortunately this
attempt failed because a large number of moderate Indonesian Muslim
disagreed with this kind of state, for they Indonesia may not implement
theocracy system (Hoesterey, 2013).

Though this organization was resigned in 1960s, some radical Muslim
organizations with same purpose and characteristic still emerge after that, even
still exist today. One of these organizations that is very important is Hizbut
Tahrir Indonesia (HTI) that has slogan to unify Muslim society under &hbilafah
system. The activists of this organization force to implement syaria in Indonesia
and tend to reject pancasila as a way of life for Indonesian because according to
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them that pancasila is only a product of human thought which is not higher than
al-Qur’an and al-Sunnah (al Waie, 2011). This kind of movement, of course,
threatens Indonesia sovereignty and democracy.

In early 2016 Indonesians as well as global society were surprised by
terror attack in Jakarta which was happened on 14 January 2016. The attacked
killed eight people including the four attackers. It was the first for which ISIS
claimed responsibility in causing attack in Indonesia (Tomsa, 2016). The chief
of police in Jakarta Tito Karnavian stated the figure of ISIS from Indonesia,
Bahrun Naim was involved in a bomb attack in Jakarta (BBC, 2016). From this
fact we can see that many intolerance behaviors and violations such as terror
attacks still happen in Indonesia and threaten the democracy of Indonesia. And
these actions were initiated by, one of them, hard-liner Muslim groups.

The Role of Moderate Muslims in Maintaining the Democracy and
Pancasila

Indonesia is the largest Muslim population country in the world. Though
Islam firstly did not come from this country, Indonesian Muslims has very
unique attitude in expressing and living Islam in this very plural country. The
acculturation between Islam and local cultures was sharply increasing the
acceptance of Indonesian society for being Muslims, as we know that before
Islam came to this country most Indonesian embraced Hindu and Buddha. The
friendly method used by Muslim preachers in introducing and spreading Islam
in this country was very effective for Indonesians were known as friendly
people in comparison to other country citizens. This character then influenced
the way how Indonesian Muslims live Islam in their daily life.

Even though a few hard-liner Muslim organizations had appeared in
Indonesia, most of Indonesian Muslims were moderate and then could not be
agree with the actions initiated by hard-liner Muslim groups. One of the best
examples of this phenomenon was the rejection of moderate Muslims in
establishing the Indonesian Islamic State pioneered by Kartosuwitjo in 1949.

We can say that democracy in Indonesia is better than democratic system
in other Muslim countries, even many of them rejected to implement the
democracy and prefer to hold theocracy system in the name of Islam. The large
number of appreciation coming from many political pundits as well as
academicians across the world for democracy in Indonesia was being the fact
that Indonesian Islam can be model for other Muslim majority countries in the
world. Though some hard-liner Muslim groups still exist in Indonesia until
today, their participants and supporters were extremely little when we compare
with the participants of moderate Muslim organizations in Indonesia such as
Nahdlatul Ulama (the revival of Ulama) and Muhammadiyah (the followers of
Muhammad). These two organizations are the hugest Muslim organization in
Indonesia. So, when we discuss on the acceptance of Indonesian Muslims for
democratic systems, we could not forget to discuss the role of these Muslim
organization in assuring Indonesian Muslims to accept the democracy. Some
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observers such as Hefner (2000) stated that NU and Muhammadiyah will play
very important role in the process of democratization in Indonesia as long both
of them continuously uphold their principles as civil society organization
(Fachruddin, 2000).

Nahdlatul Ulama or NU for its abbreviation is the biggest religious
organization in Indonesia. The recent research shows that the number of
nabdliyin, a term used to call the member of Nahdlatul Ulama, reaches 40
percent of total number of Muslims in Indonesia (Manshur, 2014). Since
established 1926, this organization has shown its performance to serve
Indonesia. This could be seen when the founding father of this organization
KH. Hasyim Asyari declared a jibad resolution to fight against colonizers in
1945. Moreover, this organization was known as the first religious organization
that accepted pancasila as the basic principles of Indonesia (Sitompol, 2010).

It was Abdurrahman Wahid, the general leader of anfidziyah in board of
NU (1984-1999) who became the fourth president of Indonesia (1999-2001),
who tried hard in order that Indonesia Muslims accepted democracy. During
his first day being a president, there were many sectarian movements of both
community and religion that threatened the democracy of Indonesia. Some
historians said he has spent his career to campaign to oppose the sectarian
movements (Barton, 2003).

Not only Abdurrahman Wahid, but other scholars of NU also have
contributed to maintain the democracy of Indonesia. For instance, the general
leader of PBNU 2010-now Said Agqil Siroj strongly curses the Indonesian who
joins Islamic State of Iraq and Syria. He, furthermore, said that wkbuwab
wathaniyah should be prioritized than ukbuwah Islamiyah (Siroj, 2015). The effort
of NU in saving the democracy of Indonesia also could be seen in the
movements of Barisan Ansor, the organization of youths under guidance of NU,
that cooperate with Indonesian police to forcefully take &hilafah banners and
posters stuck by HTI down.

Muhammadiyah is other Islamic civil society organization beside NU
that has played very important role in succeeding the process of democracy
transition in Indonesia. Though this organization founded by Ahmad Dahlan in
1912 is in neutral position not practical politics, it has been able to motivate and
support the establishment of democratic Muslim civil society (Khoiri, 2013).

Muhammadiyah has a principle of amr ma’ruf and  nabyi munkar
(promoting good deeds and forbidding wrongdoing) which is derived from the
Qur’an. When this principle can be manifested among elites, bureaucrats, and
opinion leaders, a democratic society can be established (Fachruddin, 2005).
From the history of Indonesian Islam, a number of Muhammadiyah leaders had
dedicated themselves in promoting and maintaining the democracy within civil
society life in Indonesia, some of them are Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA,
Prof. Dr. Amien Rais, MA, Dr. Haedar Nashir, M.Si, Prof. Dr. Yunahar Ilyas,
Lc and Prof. Dr. A. Syafii Maarif, MA (Efendi, 2014). The latter figure
founded Ma’arif Institute in 2003 with slogan ‘for culture and humanity’ to
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promote democratic values such as equality, human rights, pluralism in this very
plural country.

Conclusion

The discussions on whether or not Islam is compatible with democracy
have happened in many countries. The debate between pro and contra group is
sharply going on. Many scholars that see Islam cannot be compatible with
democracy based their argument on what really happened in middle-east
countries today. Although most of citizens of middle-east countries are
embracing Islam, the large number of undemocratic behaviors such as
violations and intolerance still exist within the life of society. While many
Muslim countries, particularly in middle-east region, did not choose the
democratic system, Indonesia performs with confidence as one of successful
democratic Muslim country.

The number of compliments praised by many political pundits and
academicians for the democracy of Indonesia should not pride us because there
are still many undemocratic actions expressed by the society, particulatly hard-
liner Muslim groups. The author sees that during we still have the large
moderate Islamic civil society organizations such as Nahdlatul Ulama and
Muhammadiyah, so we have big power to keep the democracy in the country
and perform as a model for democratic Muslim-majority country in the world.
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PERAN SOSIAL PEMUKA AGAMA DALAM MENGHADAPI
FENOMENA LGBT (LESBIAN, GAY, BISEX DAN
TRANSGENDER)

(Studi Kasus Perbandingan Peran Pemuka Agama Islam dan Nasrani
dengan Pendekatan Feminisme di Kota Cirebon)

Adrian
STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
email: adtian.rusman.gumay@gmail.com

Abstract:  LGBT definition bas changed over time and geographically diverse. Socio-

cultnral attitudes toward sexnal orientation and gender identity seem to be
contrast between who are progressive and welcome with large populations who
decline. This research was conducted to gain better understanding  of Islanic
scholar paradigm and social role of the LGBT phenomenon in Cirebon, using
descriptive and qualitative approach and Comparative Analysis.
The results of this study: (1) Islamic Scholar paradigm of LGBT
phenomenon is still textnal; (2) Islamic scholars have not publicly performed
their role of social and humanitarian in LGBT group; (3)  There’s a need
Sor Islamic scholars  to have the same paradigm  toward the existence of
LGBT apart from the Holy Law, Psychological side and bumanity; (4) It’s
imporatant o establish an  institution which bandles cases of LGBT
(advocacy, health, and psychology); (5) It’s also necessary to manage and train
volunteers (Psychiatrists, Therapists, doctors, counselors) as Islamic scholar
mediator in cases of LGBT; (6) Last but not least, teaching sex education
properly and comprebensively to children is a need.

Key words: Social Role, Islamic Scholar, LGBT, Comparative Study

A. Latar Belakang

Dari waktu-kewaktu perkembangan komunitas LGBT yang di awal
hanya dikenali sebagai hubungan sesama jenis semakin berubah dan berbeda
sevara geografis. Dimasa mesir dahulu berawal dari hasrat semua laki-laki yang
menyatukan diri dalam hubungan sejenis, secara sederhana dan saling menerima
satu sama lainnya dan dipahami sebagai dosa kecil, Selanjutnya pemahaman
tersebut berkembang dalam paradigma hukum dan mekanisme pengadilan
sampai suatu fase pengharaman praktik hubungan sejenis hingga dijerat
hukuman mati. Suatu Tradisi sosio kultural religious berbasis agama samawi,
gereja dan hukum  menyatakan hubungan sejenis sebagai kejahatan dan
penentangan terhadap hukum Tuhan. Sejak zaman Yunani jauh sebelum
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lahirnya agama Nasrani hukuman terhadap kelompok hubungan sejenis telah
terjadi.

Sejak Tahun 600 SM sejarah hubungan sejenis di Asia Timur telah ada,
jika ditelusuri banyak istilah-istilah halus yang sejak dulu dikenal seperti
sebuatan “Kenikmatan buah terlarang”, “adat selatan” atau “potongan lengan
baju” bagi kalangan komunitas sejenis di Cina, Sementara itu di Wilayah
Nusantara Beragam perilaku seksual dan identitas gender telah dikenal
pada masa-masa terdahulu, namun diperkirakan pada awal abad ke-20
identitas hubungan sejenis ini muncul di kota-kota besar. Gerakan komunitas
sejenis (Lesbian, Gay, Bisex dan Transgender) (LGBT) mulai terorganisir
dikisaran tahun 1960an melalui organisasi wanita transgender atau waria. Lalu
kelompok Gay dan Lesbian mulai berkembang melalui jejaring media dan
semakin berkembang dan terorganisir seiring maraknya isu HIV/AIDS ditahun
1980an melalui media cetak dan menyebar keberbagai wilayah. Pada masa itu
juga terdapat berbagai pertemuan nasional dan beraliansi dengan berbagai
organisasi berbasis feminimisme, kesehatan seksual dan gerakan pro demokrasi
serta HAM.

Adanya perubahan sistem  polittk dan pemerintahan Indonesia
Seiring kejadian tahun 1998 membuat gerakan LGBT berkembang dan
meluas  melalui pengorganisasian  berbasis Advokasi dan HAM membuat
perubahan di tingkat nasional. Namun hal itu tidak sampai mempengaruhi
sistem perundang-undangan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap
komunitas LGBT.

Meskipun sejumlah Komisi Nasional memberikan dukungan dan
pengakuan dan advokasi terhadap hak LGBT secara bervariansi, kenyataannya
diberbagai wilayah Aparat Keamanan belum berhasil mengamankan Komunisat
LGBT dari serangan kelompok Aktivis garis Keras yang menentang keberadaan
Kelompok LGBT.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan, fenomena Lesbian,
gay, biseks dan transgender (LGBT) sangat merisaukan seluruh warga bangsa.
Fenomema negatif tersebut dikhawatitkan membawa pengaruh buruk dan
menular di  kalangan generasi muda, schingga orang tua sangat
mengkhawatirkan dampak buruk tersebut.

Hidayat memperingatkan seluruh elemen bangsa berhati-hati  dan
meningkatkan kewaspadaan agar pengaruh buruk jangan sampai masuk ke
rumah dan merusak moral anak-anak. kata Hidayat, usai acara Sosialisasi Empat
Pilar MPR bersama KAMMI, di Masjid Saadatu Drain, Pejaten Raya, Jakarta
Selatan, Ahad (21/2).

Kutipan wawancara Wakil Ketua MPR tersebut di sebuah Harian
Nasional, menggambarkan salah satu bentuk kegelisahan Tokoh Masayarat
sekaligus Tokoh Agama terhadap maraknya geliat isue LGBT di bumi
Nusantara saat ini. Sikap sosial budaya terhadap beragam orientasi seksual
dan identitas gender mencerminkan kontras antara mereka yang bersikap
progresif dan bersedia menerima dengan populasi jauh lebih besar yang
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biasanya tidak memiliki pengetahuan tentang masalah-masalah tersebut.
Orang transgender mempunyai visibilitas yang lebih besar. Sebagian besar
masyarakat tidak mengenal orang LGBT yang membuka diri. Orang
dengan orientasi seksual atau identitas gender yang beragam mungkin
mendapatkan sekedar toleransi dari pada penerimaan, meskipun hal ini
hampir mustahil dapat diharapkan dari anggota keluarga.

Populasi Indonesia sebagian besar adalah pemeluk agama Islam,
Katholik dan Kristen. Pada umumnya ajaran agama-agama ini ditafsirkan
secara  konservatif = sehingga tidak setuju homoseksual dan
mempengaruhi pandangan  masyarakat  secara keseluruhan dengan cara
yang negatif, meskipun ada sejumlah individu religius yang lebih progresif
dan bersikap menerima.

Tercatat ada berbagai perbedaan dalam pengembangan komunitas
dan kegiatan LGBT di tingkat daerah, dengan tantangan lebih besar
dihadapi di provinsi-provinsi yang konservatif karena dominasi ajaran
Islam dan Kristen. Kegiatan pengorganisasian juga lebih mudah di kota
besar dan menghadapi tantangan lebih besar di daerah yang penduduknya
jarang, sehingga timbul kesulitan dalam hal komunikasi dan transportasi.
Seperti  halnya di provinsi Nangru Aceh Darussalam, kegiatan
pengorganisasian LGBT menghadapi tantangan besar karena  provinsi
tersebut memiliki hak khusus untuk menetapkan hukum berdasarkan Syariah,
schingga  kemungkinan adanya pemberlakuan Perda bersifat anti-LGBT.
Pandangan masyarakat Indonesia terhadap hukum dan penegakan hak-hak
LGBT di Indonesia sebagai hal yang sarat korupsi secara luas berdampak
negatif, hal ini yang membuat individu maupun aktivis LGBT tidak ingin
menempuh jalur hukum dan peradilan dalam memperjuangkan hak mereka di
bidang hukum dan peradilan.

Tafsir agama yang sangat tegas menolak hubungan sejenis menjadi
hukum yang dimaknai tekstual mengikuti pandangan hetero-normative sebagai
pengimplementasiaan kehendak Tuhan. Dalam Islam terdapat ruang bagi
Transgender untuk menentukan pilihan melalui Operasi pada individu yang
memiliki dua jenis kelamin (bemaprodif) dua karakteristik sekaligus pria dan
wanita agar jenis kelamin sesuai dengan identitas biologis. Melalui penelitian ini
kita akan mendapatkan gambaran tentang paradigma pemuka agama dan peran
sosial yang telah serta akan dilakukan oleh pemuka agama dalam hal ini Agama
Islam dan Nasrani dalam menghadapi Fenomena Berkembangnya LGBT saat
ini.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas dan untuk lebih
memahami fenomena tersebut, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam
penelitian ini adalah :
1. Bagaimana pandangan pemuka Agama Islam dan Nasrani tentang
keberadaan LGBT di Kota Cirebon?
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2. Bagaimana bentuk peran sosial yang dilakukan oleh pemuka Agama Islam
dan Nasrani terhadap fenomena LGBT di Kota Cirebon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mendiskripsikan tentang bagaimana pendapat pemuka Agama
Islam dan Nasrani tentang keberadaan LGBT di Kota Cirebon.

b. Untuk mendiskripsikan, dan menganalisa tentang bagaimana bentuk
peran sosial yang dilakukan oleh pemuka Agama Islam dan Nasrani
terthadap LGBT di Kota Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

a. Dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam
pengembangan ilmu pengetahuan, serta mendalami dan menambah
wawasan konsep-konsep serta permasalahan pemuka Agama Islam
dan Nasrani tentang Fenomena LGBT.

b. Dapat mengetahui bagaimana bentuk tindakan sosial yang dilakukan
pemuka Agama Islam dan Nasrani terhadap LGBT di Kota Cirebon.

c. Memberikan tambahan, masukan, atau sumbangan wacana bagi para
praktisi, lembaga-lembaga masyarakat, institusi dan juga pihak — pihak
yang memberikan perhatian pada fenomena LGBT di Kota Cirebon.

D. Kajian Teori
1. Teori Feminimisme dan sejarahnya di Indonesia

Chatles Fourier adalah seorang sosialis Perancis yang pertama sekali
memperkenalkan  istilah  feminimisme dan  banyak = mempengaruhi
perkembangan gerakan feminisme ke penjuru dunia. Namun defenisi ini pun
digunakan sebagai bentuk pergerakan kesetaraan derajat, kebebasan dari
penindaan terhadap segala aturan yang di buat kaum laku-laki terhadap kaum
perempuan.

Seiring perkembangannya defenisi feminimisme menjadi makin sulit
karena kaum feminimisme itu sendiri tidak mengingginkan dadanya persamaan
dan keseragaman delam mendefinisikannya, sebagaimana Maggie Humm (1989)
menyatakan bahwa pendefinisian yang terlalu kaku memiliki kecenderungan
pengaburan makna, karena proses pemaknaan bagian dari usaha dalam
mempetluas pilihan makna bahasa, bukan malah mempersempitnya. Sedangkan
menurut thompson (2001) feminisme adalah suatu gerakan” konstruksi sosial”
dan bukan “gerakan persamaan gender” dimana focus bahasan yang dikaji
gerakan oleh feminisme mengacu pada penataan sosial dan bukan biologis.

Abad ke-17 merupakan awal lahirnya gerakan feminimisme di Eropa
sebagai bentuk protes terhadap gereja dari kaum wanita sebagai lembaga
tertinggi yang menguasai dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan
masyarakat. Aturan yang bersifat mutlak dan kekuasaan yang tetlalu besar
menyebabkan tekanan bagi masyarakat awam, begitupun kaum wanita sebagai
kelompok minoritas dianggap sebagai golongan kedua setelah laki laki dan
mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Simone de Beauvoir
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merupakan seorang wanita bangsawan Perancis, salah satu tokoh feminis yang
paling awal melalui karya sastranya menyuarakan aspirasi berbasis gender.

Berbagai versi pembagian kajian feminimisme itu sendiri di kalangan
peneliti, jika kita telusuri di awal 60an diantara tokoh feminimisme seperti
Virginia Woolf dan Charlotte Perkins di Amerika serikat gerakan feminimisme
bergerak memperjuangkan hak-hak wanita dibidang pendidikan dan politik di
masyarakat, namun di tahun 70an muncul gerakan yang tidak sejalan dengan
teori Marxis berupa gerakan feminimisme radikal dan sampai saat ini terus
berkembang sesuai perubahan zaman dengan tetap berfokus pada perjuangan
kaum feminimis, hal ini sejalan dengan berkembangnya teori Habitus yang
dikemukakan oleh Pierre Bourdieu.

Di Nusantara gerakan berbasis gender pertama dilakukan untuk
memperjuangkan hak agar kaum wanita mendapatkan persamaan hak dalam
pendidikan oleh tokoh nasional R.A. Kartini, sebagian besar perjuangan Kartini
tertuang dalam tulisan-tulisannya kepada sahabatnya di Belanda serta melalui
pendirian sekolah khusus perempuan. Seiring perjuangan tersebutlah kartini
mendapat gelar pelopor gerakan feminimisme di Indonesia, meskipun banyak
kalangan yang mencibir gerakan tersebut. Namun melalui gerakan tersebut
mengawali pemikiran akan kondisi sosial masyarakat yang tidak lagi
mempetlakukan wanita secara lebih buruk dan memandang segala sesuatu
berdasarkan gender, hingga akhir masa pendudukan Belanda banyak tokoh
pergerakan wanita menyelenggarakan kongres perempuan dan pemikiran-
pemikiran Kartini dijadikan semangat juang para aktivis.

Gerakan Feminimisme di Indonesia lebih lambat jika di bandingkan
dengan daratan benua Eropa maupun Amerika. Gerakan-gerakan feminimisme
radikal tidak terjadi seperti di eropa berupa demonstradi besar-besaran, hal ini
dikarenakan budaya dan kaidah sosial kemasyarakatan di Indonesia sangat
dipengaruhi oleh ajaran Agama Islam, dimana perlakuan terhadap wanita lebih
baik dibandingkan di negara lain yang kecenderungan penguasaan laki-laki
bahkan menafikan keberadaan dan aspirasi wanita.

2. Defenisi Seksualitas
a) Orientasi Seksual dan Identitas Inti Gender

Orientasi seksual dapat didefenisikan sebagai suatu pilihan atau
preferensi seksual dalam menentukan apakah individu itu memilih pasangannya
yang sejenis (homoseksual), atau lawan jenis (heteroseksual), atau keduanya
(biseksual) untuk kepuasan hasrat seksualnya. Identitas Inti Gender
didefenisikan sebagai upaya seorang individu (bayi) dalam mengembangkan diri
menjadi individu perempuan atau laki-laki di fase berikutnya.

b) Homoseksual, Heteroseksual, dan Biseksual

Homoseksual merupakan suatu pilihan individu yang lebih menyukai hubungan
emosional dan seksual dengan individu yang memiliki jenis kelamin yang sama,
Heteroseksual adalah suatu pilihan individu yang lebih menyukai hubungan
emosional dan seksual dengan  individu yang memiliki jenis kelamin
berlawanan, sedangkan Biseksual (bisexnal) adalah individu yang dapat
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menikmati hubungan emosional dan seksual dengan individu dari kedua jenis
kelamin.
¢) Transeksual

Transeksual merupakan kondisi dimana individu yang memiliki
kepercayaan bahwa dirinya secara psikis mirip dengan lawan jenis dan merasa
terjebak dalam jenis kelamin biologisnya, bisanya individu ini berupaya untuk
melakukan perubahan fisik melalui medis untuk mendapatkan kondisi biologis
yang sesuai dengan psikisnya melalui perubahan alat kelamin.

3. Perbedaan Transgender dan transeksual

Transsexual merupakan kondisi dimana individu yang memiliki
kepercayaan bahwa dirinya secara psikis mirip dengan lawan jenis dan merasa
terjebak dalam jenis kelamin biologisnya, contohnya seseorang yang terlahir
sebagai wanita tapi merasa bahwa dirinya laki-laki. Transeksual ini dapat
memunculkan perilaku lesbian atau gay, walau demikian perilaku ini tidak dapat
disamakan dengan lesbian atau gay itu sendiri, karena memungkinkan wanita
transeksual tertarik dengan wanita lain karena merasa bahwa dia seorang laki-
laki. Individu transsexual membutuhkan bantuan medis seperti perubahan alat
kelamin  atau terapi hormon untuk menjalani hidup yang normal dimana
kondisi biologis yang sesuai dengan psikisnya.

Transgender merupakan individu yang memiliki penampilan serta
perilaku tak selayaknya jenis kelamin yang dimilikinya secara normative.
Transgender juga dapat di katagorikan “penyimpangan” dari norma sosio
kultural sebagai mana layaknya wanita dan laki-laki, contohnya jika Laki-laki
mengenakan pakaian wanita dalam keschariannya baik sekali maupun rutin atau
pun seorang wanita layaknya berperilaku halus dan lembut (feminim) jika laki-
laki memiliki karakter demikian termasuk transgender. Individu yang terlahir
dengan kombinasi kelamin luar laki-laki dan pria juga termasuk transgender,
Perilaku ini memungkinkan individu yang mengalaminya merubah atau memilih
jenis kelaminnya dari wanita menjadi laki-laki atau sebaliknyalaki-laki menjadi
wanita.

E. Metodologi Penelitian
1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan  penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln, kata kualitatif merujuk pada penekanan
pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari
segl kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensinya. Pendekatan ini merupakan
suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi
yvang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah yang terdapat pada
kehidupan manusia. Pada pendekatan kualitatif, penckanan pada sifat realitas
yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang
diteliti.

Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah pemuka Agama Islam
dan Nasrani yang mempunyai kepedulian lebih hingga melakukan bentuk-
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bentuk tindakan kepada LGBT dengan teknik szowball. Mencari informasi dari
pemuka Agama Islam dan Nasrani yang kemudian dijadikan sebagai /¢y
informant di Kota Cirebon yang dirasa sesuai dan kompeten dengan penelitian
ini.

Peran sosial pemuka Agama Islam dan Nasrani terhadap LGBT yang
akan dipaparkan dalam bab ini adalah hasil wawancara mendalam. Melalui
wawancara mendalam, akan dipaparkan mengenai bagaimana pendapat pemuka
Agama Islam dan Nasrani tentang keberadaan LGBT dan alasan pemuka
Agama Islam dan Nasrani melakukan tindakan kepada LGBT beserta bentuk —
bentuk tindakan yang dilakukan, Lalu melakukan Analisis Komparasi antara
Peran sosial yang dilakukan Pemuka Agama Islam dengan Pemuka Agama
Nasrani.

Validasi Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Expert Judgment
melalui Focus Group Discussion, dan Triangulasi pada Komunitas LGBT yang ada
di Kota Cirebon. Analisis data temuan dilakukan dengan menggunakan Analisis
Komparasi yaitu dengan membandingkan pendapat dari tokoh agama Islam dan
tokoh agama nasrani.

2. Jadwal Pelaksanaan
Penelitian ini dilaksanakan mulai Januari - July 2016.

3. Pelaksana

Dalam Penelitian ini yang menjadi pelaksana adalah: Peneliti; Peneliti
dalam hal ini hanya 1 (satu) orang yang bertugas merancang/mendesain
penelitian, melakukan observasi dan interview mendalam terhadap Narasumber
dan melakukan Analis serta Desiminasi terhadap hasil penelitian. Narasumber;
Narasumber dalam hal ini adalah Pemuka Agama yaitu Pemuka Agama Islam
dan Nasrani, dikarenakan pendekatan ini menggunakan Pendekatan
Feminimisme, maka narasurmernya diambil dari Unsur Pemuka Agama Islam
dan Nasrani dengan pemilihan Narasumber dilakukan secara Snowball.
Pengumpul Data; Pengumpul data terdiri dari 1 orang yang berasal dari unsur
lokal dalam hal ini berdomisili di Kota Cirebon, yang bertugas membantu
peneliti dalam mengumpulkan data-data dan fakta-fakta penelitian secara intens
sesuai rencana penelitian yang telah disusun oleh Peneliti.

F. Analisis Data Temuan
1. Pendapat dan paradigma pemuka Agama Islam terhadap LGBT
Sebuah langkah atau tindakan itu harus dimulai dari memahami
persoalannya, Isue LGBT ini belum sepenuhnya di fahami oleh hampir semua
kyai/ulama, Titik masalah ini harus difahami tetlebih dahulu, baru kita dapat
melakukan tindakan apa sebaiknya. Terdapat Imbiguitas dari cara pandang
kyai pada umumnya. Satu sisi Fatwanya sangat Keras Sekali, tetapi ada Individu-
individu yang melihat itu sebagai manusia. Langkah Utama adalah, perlu adanya
pemahaman yang komplek tentang isu tersebut. Ulama itu hendaknya tidak
hanya mendengar akan issue LGBT ini, tetapi mengkaji secara seksama kitab-
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kitab kuning secara seksama, maka akan didapatkan pengetahuan secara
seksama mengenai kasus ini. 7

Sebagian besar ulama jika memandang dati kitab-kitab klasik / kitab
kuning tersebut sangat tidak responsive terhadap kelompok LGBT, karena ada
kesalah pahaman, yang ada di dalam pikiran para ulama LGBT itu sama dengan
perilakunya kaum Nabi Luth, pendapat ini yang mendominasi pikiran para
ulama, dimana kaumnya nabi luth di siksa oleh Tuhan, jadi kalau ada orang yang
melakukan itu akan disiksa oleh Tuhan, malapetaka besar sekali.

KH Husin Muhammad berpendapat tidak sebagaimana pendapat
tersebut, Homoseksual itu bukan perilakunya kaum Nabi Luth, hal itu
merupakan sebuah orientasi, orientasi itu hasrat, hasrat itu cinta, Apakah dapat
kalau itu sebuah cinta hal itu dilarang, tetapi ada juga yang mungkin hal itu
terjadi pada prakteknya bukan karena cinta. Dalam istilah KH Husin
Muhammad jika hal ini kecenderungannya karena Given dari kodrat dari awal
melekat didalam dirinya, maka itu tidak dapat dicegah oleh jalan apapun. Selain
itu ada sebuah fenomena akibat pergaulan atau dari sebuah komunitas yang
tertutup yang hanya satu jenis, maka kemungkinan terjadi suatu proses sampai
praktek/aksi terjadi pergaulan sejenis, hal ini bukanlah sebuah Given.’

Jika pemahaman ini tidak di kuasai akan terjadi kriminalisasi, lalu harus
diapakan mereka ini. Mungkin saja kita dapat mengidentifikasi mereka melalui
kerjasama dengan psikiater yang mengetahui apakan mereka mereka itu Given
atau bukan Given. Sesungguhnya kelompok LGBT ini tidak ingin mereka hidup
didalam kondisi seperti ini, mereka merasa menderita, orang tua mereka juga
merasa susah, bahkan jangankan ulama/kyai bapaknya sendiri dapat mengusir
mereka jika mengetahui mereka memiliki orientasi seksual yang berbeda.”

G. Pendapat dan paradigma pemuka Nasrani (Katolik dan Protestan)
tethadap LGBT

Alkitab memberikan pandangan yang sangat jelas mengenai LGBT baik
dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, yaitu secara langsung
menentang praktek homoseksual atau secara tidak langsung tidak menyetujui
praktek homoseksual dan lesbian. Yang dimaksudkan dengan melakukan
hubungan homoseksual dan lesbian dalam konteks pembahasan ini bukanlah
orang yang diperkosa untuk memuaskan nafsu seks si homoseksual, tetapi
mereka yang telah bersepakat, sama-sama rela dan sama-sama senang
melakukan hubungan homoseksual.

Masalah homoseksual telah menjadi pokok masalah yang diperdebatkan
di orang Kristen karena ada pihak yang menyatakan penerimaannya, sedang
pihak lain menolaknya. Pikiran pikiran dari teologi homoseksual yang bisa

7 Interview : KH Husin Muhammad; Mudirul Ma’had PP Darul At Tauhid Jatiwangi
Cirebon ; Aktivis dan pendiri Yayasan Femina yang bergerak di perlindungan dan advokasi

gender.
8 Interview : KH Husin Muhammad...
7 Interview : KH Husin Muhammad...
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diterimah oleh akal sehat membuat banyak orang bingung dan bertanya

benarkah Allah berbicara tentang pokok homoseksual.

Pandangan Alkitab Tentang Seks Pada umumnya setiap orang memiliki
persepsi atau pandangan yang berbeda-beda mengenai arti dari seks itu sendiri.
Tulus Tu’u menguraikan 3 pandangan yang salah atau negative terhadap seks,
yaitu sebagai berikut:

1. Seks dianggap sebagai dorongan jasmani saja, artinya dorongan itu bagaikan
rasa lapar dan rasa haus. Makan dan minum memang penting, demikian pula
soal seks.

2. Seks sering dianggap sebagai hal yang kotor dan tabu. Dengan kata lain bagi
kelompok ini, soal seks tidak boleh diotak-atik karena itu banyak keluarga
tidak paham mengenai seks.

3. Seks dilihat hanya dari aspek kenikmatan saja yaitu memperlakukan seks
sebagai alat pemuas nafsu.

Anggapan tentang scks di atas sudah tentu bertentangan dengan
pandangan Alkitab secara benar. Dalam hal ini “Alkitab memang bukan buku
pedoman tentang seks, tetapi Alkitab memberikan suatu pengertian yang benar
tentang seks. Selain itu Alkitab memberikan informasi tentang siapakah kita
sebenarnya, apa arti seksualitas, dan mengapa Tuhan menciptakan laki-laki dan
perempuan. Akan tetapi Alkitab tidak Memandang bahwa seks merupakan
suatu hal yang kotor dan hina terlebih dosa, namun sebaliknya seks adalah
sesuatu yang suci dan agung yang bersumber dari Allah dan dianugrahkan
kepada manusia.

Dipak Kejadian “Allah menciptakan seluruh alam semesta dan manusia
sesual dengan citranya, Allah menciptakan semuanya dengan kasih, di dalam
uraian itu Allah mengambil tanah dibentuk dan dihembuskan nafas Tuhan
kedalam diri manusia itu hingga hidup, di dalam diri manusia ada nafas Allah,
didalam diri manusia ada Allah, maka gereja mengajarkan kita wajib
menghormati, mengasihi setiap manusia apapun dia, termasuk yang dalam
pandangan kita adalah orang jahat, termasuk orang yang memusuhi kita. Maka
pedoman pertama apapun itu LGBT harus kita pandang sebagai manusia utuh
yang diciptakan oleh Tuhan yang didalamnya ada Allah maka kita harus
mengasihi dan menghormati. Lalu kaitanya dengan perkawinan Katolik hanya
mengenal seorang pria dengan seorang wanita dan tak terceraikan (monogami
tak terceraikan) maka Gereja Katolik tidak bisa memberkati perkawinan
sejenis.’0

Menurut Yohanes dalam pandangan katolik melalui ajaran kasihnya
melalui sponsor “PAUS” yang sengat menghargai akan keberadaan manusia
secara utuh tanpa memandang strata dan kedudukan manusia, termasuk yang di
singkirkan, gelandangan dan tunawisma. Namun kondisi saat ini secara jujur
peran sosial Gereja baru dalam wacana-wacana dalam menyikapi kegiatan-

80 Interview : Bapak Yohanes Muryadi; Tokoh Agama Katolik (aktivis Gender) ; 15 Maret
2016 ; Gereja Bunda Maria Cirebon.
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kegiatan dalam menyikapi fenomena LGBT, namun jika ada jamaah seperti ini
gereja masih menerima, menghormati tanpa mengucilkan jamaah tersebut.
Gerakan yang Nyata untuk mengangkat mereka, meluruskan mereka belum ada.

Yohanespun menyatakan bahwa gereja masih ingin tetap di dalam Zona
Aman, Nyaman, begitu Gereja melakukan kegiatan itu
(Advokasi/pendampingan dan sebagainya) akan membuat gereja berada di
kondisi tidak aman, nyaman dan bisa disalahkan. Gereja masih ada unsur
“ketakutan”, dati pada melakukan sesuatu yang membuat tidak nyaman
mengapa tidak melakukan rutinitas saja, gereja hanya sibuk menghiruk pikukkan
ke dalam, keluar tidak ada apa-apa. Padahal tahun 1962 Paus Yohanes Paulus
membuka Konsili Vatikan ke-2 dengan kata-kata “Ajior Namentor-Open The
Door And The Window” gereja melihat keluar apa yang terjadi dan orang luar
boleh melihat kedalam apa yang dilakukan oleh gereja, tapi gereja saat ini terlalu
sibuk kedalam karena itu merupakan kondisi paling nyaman.

Sementara itu Pdt Alung, menyatakan bahwa dalam komunitas Gereja
Kristen Indonesia (GKI) fenomena ini sudah menjadi kajian sejak tahun yang
lalu, namun komunitas ini khususnya di cirebon belum begitu menujukkan
eksistensinya, mungkin ada beberapa lokasi di dekat terminal cirebon yang ada
komunitasnya. Ada lembaga Kristiani non gerejawi bernama “Kresia”, pernah
membuat kegiatan khusus keagamaan untuk komunitas LGBT, namun hal ini
menjadi kasus di masyarakat hingga mereka tidak lagi berani malaksanakan
kegiatan tesebut. Dalam menjelankan ibadahnya kelompok ini di hari ibadah
minggu tidak berani menunjukkan identitas mereka. 8!

GKI dalam hal ini akan membuka ruang dari tahun lalu telah
membicarakan kajian teologis, psikologis dan sosial, dan punya kesimpulan yang
sangat terbuka untuk menerima mereka untuk hadir di komunitas GKI, tidak
langsung men-“judgt” bahwa mereka pendosa, tapi lebih cenderung kita
berjalan lebih bersama melihat di dalam rantai iman. 82

H. Bentuk Peran sosial pemuka Agama Islam

Selama ini ulama belum memerankan peran sosialnya selain memarahi
saja keberadaan kelompok LGBT ini. Bagaimana Ulama akan memerankan
peran sosial selain melarang, melarang dan melarang, dikarenakan belum adanya
pemahaman yang benar akan LGBT ini 8  Secara Normatif Peran sosial
Ulama adalah merangkul, memberikan pemahaman dan pendekatan persuasive,
namun jika ulama tidak faham akan hal ini maka pemahaman dan naschat yang
diberikan adalah, kalian harus berhenti terus kamu itu salah dan melanggar
hukum tuhan, kamu akan disiksa dan dilaknat. 8 Jadi selama ini Pemuka Agama
belum memerankan diri sebagai fungsi peran sosial kepada umatnya dalam

81 Interview : Pdt Alung; Tokoh Agama / Pendeta Protestan) (aktivis Gender) ; 13 Maret
2016 ; ; Gereja Kristen Indonesia (GKI; Cirebon.

82 Interview : Pdt Alung ...

83 Interview : KH Husin Muhammad ...

84 Interview : KH Husin Muhammad ...
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menghadapi LGBT selain hanya pemahaman bahwa LGBT ini merupakan
kaumnya nabi Luth. jadi Tindakan peran sosial yang dilakukan selama ini hanya
“MELARANG” atau bahkan “MENEKAN/KRIMINALISASI” kepada
kelompok LGBT ini.

Secara individu KH Husin Muhammad telah sering kali mendapatkan
kasus seperti ini, dimana Individu LGBT ini mengadukan dan berkonsultasi
akan keberbedaan yang dialaminya hingga sampai keluarga sendiri tidak dapat
menerimanya, dan Beliau melakukan mediasi kepada pihak keluarga akan
kondisi individu tersebut secara kemanusiaan. Idealnya Peran Ulama kedepan
adalah: (1) Perlu adanya Pemahaman yang benar tentang LGBT ini di kalangan
ulama (2) Kelompok LGBT ini datang dengan Apa adanya dan menceritakan
apa yang mereka alami derita yang mereka rasakan pada wahana dan tempat
yang tepat. (3) Perlu adanya suatu Center/Lembaga pelayanan publik yang
memberikan layanan kepada para komunitas LGBT yang ingin meminta
advokasi atas tindakan sosial masyarakat dan ataupun recovery bagi kelompok
LGBT yang bukan Given dan ingin kembali menjadi ke orientasi seksual
sebagaimana umumnya. (4) Perlu adanya Bashul Masail untuk membahas
masalah LGBT.

I. Bentuk Peran sosial pemuka Nasrani

Selama ini Gereja dan pemuka agama katolik selain melakukan khotbah
belum pernah memerankan peran sosial lain dari sisi humanity terhadap
kelompok LGBT, karena saat mereka dibawa ke tatanan normatif mereka
mendukung tapi saat di buka ke kondisi realita mereka mundur, dan memilih
berdiam diri untuk menghindari kondisi tidak nyaman yang dapat menjadi
impact dari aksi yang akan mereka lakukan.

Menurut yohanes kedepan pemuka agama dan pemimpin masyarakat
perlu melakukan diskusi ini lalu ada aksi. Kelompok ini perlu kita tolong, sebab
seumpanya ini penyakit bisa dikurangi atau disembuhkan. Oleh karena itu tugas
kita selaku insan dewasa bagaimana menjembatani mereka pertama untuk lebih
menyadarinya dan sedapat mungkin jangan terus, seumpama tidak berkurang
minimal sadar bahwa ini perlu “dibetulkan”.

Secara psikologis sebagian besar kelompok LGBT merasakan beratnya
tekanan dan penderitaan yang mereka alami, baik dari dalam diri mereka,
keluarga maupun lingkungan mereka. Gereja / pemuka agama petlu mengerti
perasaan mereka, perlu mengerti penderitaan mereka, mendekati mereka
sehingga perasaan tersiksa itu makin lama makin berkurang dan ingat Tuhan
tidak membedakan seumpama nanti ada Surga mereka juga layak masuk surga
dengan segala dosa-dosanya, tiada orang yang tidak berdosa. Tuhan maha
Rahim. Tahun ini gereja sedunia mencanangkan sebagai Tahun Kerahiman
Tuhan, karena manusia telah penuh dengan dosa, tapi Allah tak pernah
berubah tetap Maha Rahim tetap Pengampun. 8>

85 Interview : Bapak Yohanes Muryadi. ..
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Senjata utama Gereja adalah “KASIH” dalam memberikan peran sosial
di masa mendatang untuk menghadapi fenomena LGBT ini agar dapat
mengurangi dampaknya ke masyarakat dengan cara mengasihi mereka. Namun
hal ini tidak dapat dilakukan melalui gerakan bersama, perlu ada tim yang dipilih
oleh gereja yang mempunyai dasar-dasar kuat untuk mendekati mereka. Sebab
selama ini kita selalu cenderung menjahui mereka agar tidak terlibat apa-apa.
Tapi sudah saatnya Gereja mau mendekati mereka dengan segala
resikonya. Sehingga dengan segala realitanya mereka dapat menjadi orang yang
religious. 86

Selain itu kedepan hendaknya secara bersama segenap elemen Agama
lainnya pemuka agama dapat melakukan berbagai upaya / peran sosial (1)
kedalam diri sendiri harus menyadari bahwa lewat agama masing-masing orang
diselamatkan, (2) Menanamkan dan menyuburkan budaya “sowan” budaya
silaturahmi, budaya menghadap, saling berkunjung, didalam berkunjung dan
bertemu kita dapat bermusyawarah. (3) Perlu adanya forum yang inten antar
pemuka agama dalam mendiskusikan permasalahan ini. &7

Sedangkan Pandangan GKI idealnya kedepan tindakan pemuka agama
nasrani yang harus diambil dalam mengantisipasi fenomena LGBT adalah selalu
menyampaikan Info-Info ini selalu disampaikan keanak-anak muda yang rentan
terpengaruh terhadap LGBT, sebab seandainnya gerakan kelompok-kelompok
LGBT itu secara terang-terangan makan kita dapat mengantisipasinya, namun
jika gerakan itu terselubung dalam mencoba mempengaruhi pemuda lainnya
untuk gabung di komunitas LGBT maka ini hal yang sulit dideteksi, oleh
karenanya perlu di antisipasi melalui info yang BENAR dan TEPAT tentang
kegiatan LGBT.8%

Masalah LGBT ini merupakan persoalan Individual, walaupun jika
kelompok ini di tolak oleh linhkungannya akan menjadi Komunal. Untuk itu
para pemuka agama hendaknya perlu diberikan wawasan dan pemahaman yang
benar tentang LGBT, bukan dalam stigma “dosa” tapi menempatkan LGBT
dalam kerangka yang benar, lalu bagaimanan melihat mereka sebagai bagian
dari Masyarakat atau sebagai manusia yang utuh. 8

Perlu adanya Center yang berfungsi menjadi pendamping para Ulama
dalam menjembatani komunikasi dengan kelompok LGBT, karena masih
banyak juga dari kelompok LGBT itu yang belum dapat terbuka secara umum,
lalu dapat memanfaatkan media sosial untuk menjadi fasilitas pendampingan
bagi kelompok LGBT yang masih sangat tertutup, dimana mereka merasa aman
dari status mereka di lingkungan masyarakat. Ketakutan mereka untuk di tolak

86 Interview : Bapak Yohanes Muryadi...
87 Interview : Bapak Yohanes Muryadi...
88 Interview : Pdt Alung ...
89 Interview : Pdt Alung...
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oleh keluarga dan lingkungan tidak menjadi konsumsi Publik, tentu harus
dengan Konselor yang beretika yang dapat menjaga Etika Profesi. %

J. Analisis Komparasi peran sosial yang dilakukan oleh pemuka Agama
Islam dan Nasrani terhadap fenomena LGBT di Kota Cirebon

1. Pendapat Pemuka Agama tentang fenomena LGBT

a. Pemuka Agama Islam

Isue LGBT ini belum sepenuhnya di fahami oleh hampir semua
kyai/ulama.

Terdapat Imbiguitas dari cara pandang kyai pada umumnya.
Sebagian besar ulama jika memandang dari kitab-kitab klasik /
kitab kuning tersebut sangat tidak responsive terhadap kelompok
LGBT, karena ada kesalah fahaman, yang ada di dalam pikiran
para ulama LGBT itu sama dengan perilakunya kaum Nabi Luth.
KH Husin Muhammad berpendapat Homoseksual itu bukan
perilakunya kaum Nabi Luth, hal itu merupakan sebuah orientasi,
orientasi itu hasrat, hasrat itu cinta.

KH Husin Muhammad jika kecenderungan nya karena Given dari
kodrat dari awal melekat didalam dirinya, maka itu tidak dapat
dicegah oleh jalan apapun.

Selain itu ada sebuah fenomena akibat pergaulan atau dari sebuah
komunitas yang tertutup yang hanya satu jenis, maka kemungkinan
terjadi suatu proses sampai praktek/aksi tetjadi pergaulan sejenis,
hal ini bukanlah sebuah Given. !

Jika pemahaman ini tidak di kuasai akan terjadi kriminalisasi.
Pengidentifikasian kelompok LGBT hendaknya melalui kerjasama
dengan psikiater yang mengetahuai apakan mereka mereka itu
Given atau bukan Given.

Adanya tekanan baik dari dalam diri, keluarga maupun lingkungan
LGBT itu sendiri saat mengetahui mereka memiliki orientasi
seksual yang berbeda.”

b. Pemuka Agama Nasrani
= Alkitab memberikan pandangan yang sangat jelas mengenai LGBT

baik dalam Perjanjian LLama maupun dalam Perjanjian Baru, yaitu
secara langsung menentang praktek homoseksual atau secara tidak
langsung tidak menyetujui praktek homoseksual dan lesbian.

® Yang dimaksudkan dengan melakukan hubungan homoseksual

dan lesbian dalam konteks pembahasan ini bukanlah orang yang
diperkosa untuk memuaskan nafsu seks si homoseksual, tetapi
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mereka yang telah bersepakat, samasama rela dan sama-sama
senang melakukan hubungan homoseksual.

Masalah homoseksual telah menjadi pokok masalah yang
diperdebatkan di orang Kristen karena ada pihak yang menyatakan
penerimaannya sedang pihak lain menolaknya.

Pikiran pikiran dati teologi homoseksual yang bisa diterimah oleh
akal sehat membuat banyak orang bingung dan bertanya benarkah
Allah berbicara tentang pokok homoseksual.

Tiga pandangan yang salah atau negative terhadap seks, yaitu
sebagai berikut:

Seks dianggap sebagai dorongan jasmani saja, artinya dorongan itu
bagaikan rasa lapar dan rasa haus. Makan dan minum memang
penting, demikian pula soal seks.

Seks sering dianggap sebagai hal yang kotor dan tabuh. Dengan
kata lain bagi kelompok ini, soal seks tidak boleh diotak-atik
karena itu banyak keluarga tidak paham mengenai seks.

Seks dilihat hanya dari aspek kenikmatan saja  yaitu
mempetlakukan seks sebagai alat pemuas nafsu.

Dipak Kejadian “Allah menciptakan seluruh alam semesta dan
manusia sesuai dengan citranya, allah menciptakan semuanya
dengan kasih.

Gereja mengajarkan kita wajib menghormati, mengasihi setiap
manusia apapun dia, termasuk yang dalam pandangan kita adalah
orang jahat, termasuk orang yang memusuhi kita.

Maka pedoman pertama apapun itu LGBT harus kita pandang
sebagai manusia utuh yang diciptakan oleh Tuhan yang
didalamnya ada Allah maka kita harus mengasihi dan
menghormati.

Lalu kaitanya dengan perkawinan Katolik hanya mengenal seorang
pria dengan seorang wanita dan tak terceraikan (monogami tak
terceraikan) maka Gereja Katolik tidak bisa memberkati
perkawinan sejenis.”

2. Peran sosial yang telah dilakukan
1. Pemuka Agama Islam

Selama ini ulama belum memerankan peran sosialnya selain
memarahi saja keberadaan kelompok LGBT ini. Bagaimana
Ulama akan memerankan peran sosial selain melarang, melarang

dan melarang, dikarenakan belum adanya pemahaman yang
benar akan LGBT ini%
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Secara Normatif  Peran sosial Ulama adalah merangkul,
memberikan pemahaman dan pendekatan persuasive, namun
jika ulama tidak faham akan hal ini maka pemahaman dan
nasehat yang diberikan adalah, kalian harus berhenti terus kamu
itu salah dan melanggar hukum tuhan, kamu akan disiksa dan
dilaknat. %

Jadi selama ini Pemuka Agama belum memerankan diri sebagai
fungsi peran sosial kepada umatnya dalam menghadapi LGBT
selain hanya pemahaman bahwa LGBT ini merupakan kaumnya
nabi Luth.

Tindakan peran sosial yang dilakukan selama ini hanya
“MELARANG” atau men STIGMATISASI kepada kelompok
LGBT ini.

Secara individu KH Husin Muhammad telah sering kali
mendapatkan  kasus  seperti LGBT dan  melakukan
pendampingan serta mediasi dengan keluarga.

2. Pemuka Agama Nasrani

Kondisi saat ini peran sosial Gereja baru dalam wacana-wacana
menyikapi fenomena LGBT.

gereja menerima dan menghormati jamah tanpa mengucilkan
jamaah tersebut.

Gerakan yang Nyata untuk mengangkat mereka, meluruskan
mereka belum ada. Gereja masih ingin tetap di dalam Zona
Aman, Nyaman, begitu Gereja melakukan kegiatan itu
(Advokasi/pendampingan) bisa disalahkan.

Ada lembaga Kristiani non gerejawi bernama “Kresia”, pernah
membuat kegiatan khusus keagamaan untuk komunitas LGBT,
namun hal ini menjadi kasus di masyarakat hingga mereka tidak
lagi berani malaksanakan kegiatan tesebut. %

Selama ini Gereja dan pemuka agama katolik selain melakukan
khotbah belum pernah memerankan peran sosial lain dari sisi
humanity terhadap kelompok LGBT.

Dalam tatanan normatif gereja mendukung tapi saat di buka ke
kondisi realita mereka mundur, dan memilih berdiam diri untuk
menghindari kondisi tidak nyaman yang dapat menjadi impact
dari aksi yang akan mereka lakukan.

3. Peran sosial yang direkomendasi untuk dilakukan
1. Pemuka Agama Islam

Perlu adanya Pemahaman yang benar tentang LGBT ini di
kalangan ulama.
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= Kelompok LGBT ini datang dengan Apa adanya dan
menceritakan apa yang mereka alami derita yang mereka rasakan
pada wahana dan tempat yang tepat.

* Perlu adanya suatu Center/Lembaga pelayanan publik yang
memberikan layanan kepada para komunitas LGBT yang ingin
meminta advokasi atas tindakan sosial masyarakat dan ataupun
recovery bagi kelompok LGBT yang bukan Given dan ingin
kembali menjadi ke orientasi seksual sebagaimana umumnya.

= Perlu adanya Bashul Masail untuk membahas masalah LGBT.

2. Pemuka Agama Nasrani

® Peran pemuka agama dan pemimpin masyarakat di masa
mendatang perlu melakukan diskusi-diskusi intentsif sebelum
melakukan tindakan.

®= Gereja mau mendekati mereka dengan segala resikonya.
Melakukan Advokasi dengan cara menjembatani mereka dengan
segala realitanya mereka dapat menjadi orang yang religious.97

* Menanamkan dan menyuburkan budaya “sowan” budaya
silaturahmi, budaya menghadap, saling berkunjung, didalam
berkunjung dan bertemu kita dapat bermusyawarah.

® DPerlu adanya forum yang inten antar pemuka agama dalam
mendiskusikan permasalahan ini. 98

®  Perlu adanya Center yang berfungsi menjadi pendamping para
Ulama dalam menjembatani komunikasi dengan kelompok
LGBT.

®* Memanfaatkan media sosial untuk menjadi fasilitas
pendampingan bagi kelompok LGBT yang masih sangat
tertutup.

K. Penutup

1.

Simpulan

Hasil penelitian ini dapat memberikan rumusan sebagai berikut:

a. Sudut pandang sebagian besar pemuka agama Islam dan Nasrani dalam
kasus fenomena LGBT masih bersifat tekstual sebagaimana Kitab suci
yang mereka percayai. Sebagian besar ulama memandang Fenomena
LGBT ini hanya sebagai permasalahan hukum agama, tanpa memandang
hakikat LGBT itu secara kemanusiaan (humanity).

b. Pemuka agama memandang kasus LGBT ini sebagai kasus kaum Sodom
di Alkitab dan Kaum Nabi Luth di Al Qur’an, bukan memandang LGBT
ini sebagai kasus personal yang ada dalam diri manusia, apakah
keberadaaan mereka dalam komunitas LGBT ini dikarenakan karena
Given / bawaan dari dalam diri sejak lahir atau karena hubungan
pergaulan dari komunitas tertutup (o given).

97 Interview : Pdt Alung...
98 Interview : Pdt Alung...
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c. Belum berperannya ulama secara terbuka dalam melakukan peran
sosialnya secara humanity dikarenakan ada semacam “ketakutan” dalam
diti mereka untuk melakukan peran sosial mereka kepada kelompok
LGBT di masyarakat bahwa mereka akan di anggap sebagai Ulama yang
Pro LGBT atau bahkan bagian dari LGBT itu sendiri.

d. Petlu adanya Sosialisasi dan Penyamaan secara masif dan terstruktur
Persepsi tentang keberadaan LGBT selain ditinjau dari sisi Hukum
Agama, juga ditinjau dari sisi Psikologis dan kemanusiaan.

e. Petlu dibentuknya Lembaga/badan/ Centre yang menangani kasus
LGBT ini baik dari sisi advokasi, kesehatan, maupun psikologis.

f. Perlu pembinaan dan pelatihan terhadap calon relawan yang nantinya
akan bertugas secara professional (Psikiater, Therapist, dokter, Konselor)
yang dapat membantu para ulama sebagai mediator pada kasus LGBT
yang bukan dari kelopok Given untuk dapat kembali ke norma asal
orientasi mereka, dan bagi yang dapat meminimalisir rasa yang mercka
miliki agar tidak disalurkan kepada mereka yang tidak memiliki orientasi
sejenis terutama pemuda dan anak-anak yang rentan akan pengaruh ini.

g. Perlu sosialisasi dan pengengalan Sex Education yang tepat dan benar
kepada anak-anak akan peran dan fungsi reproduksi dalam diri manusia
untuk menghindarkan mereka dari rasa penasaran akan pengetahuan
mereka dari berbagai sumber yang salah dan disalahgunakan.

2. Saran

Demikian penelitian ini, adapun rekomendasi yang diberikan untuk dapat

dilaksanakan oleh berbagai pihak antara lain:

a. Pemuka Agama
® Melakukan kaji ulang akan hakekat LGBT itu selain dari norma

hukum agama, juga dari norma kemanusian, kesehatan dan psikologis
melalui Bashul masail, diskusi lintas Agama, maupun Musawarah
Antar umat beragama secara Nasional, untuk merumuskan dan
mendefenisikan ulang akan LGBT.

* Menyiapkan Tenaga Ahli (Keagamaan) yang akan menjadi Relawan
dan memiliki tingkat keimanan dan pengetahuan yang mumpuni
untuk menjembatani komunikasi dan pendampingan secara bersama
pada kelompok LGBT.

b. Pemerintah
"  Melakukan Sosialisasi dan pelatihan tentang LGBT bagi Ulama dan

para Expert secara berkesinambungan untuk mendapatkan Paradigma
yang sama terhadap kasus LGBT

* Mendirikan/Membuka Lembaga/badan/center pelayanan  sosial
terpadu yang menangani berbagai kasus LGBT

c. Masyarakat
® Lebih membuka diri dan berempati terhadap kasus LGBT ini dari sisi

kemanusiaan dengan memandang mereka sebabai bagian dari
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masyaratan dan warga negara yang berhak hidup dama di Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan segala keterbatasan mereka.

® Menghindari Kriminalisasi terthadap kelompok LGBT ini terutama
mereka yang berasal/keberadaannya karena Given, yang mereka
sendiri tidak dapat menerimanya.

®  Memberika pertolongan kepada para korban LGBT yang telah terkait
di kelompok ini karena pergaulan tertutup dan mereka ingin kembali
kepada orientasi awal mereka.
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LEGITIMASI ISLAM TERHADAP KONSEP DEMOKRASI DI
INDONESIA: PERSPEKTIF ULIL ABSHAR ABDALLA
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STIT Bustanul ‘Ulum Lampung Tengah, Sinar Negeri, Kec. Pubian, Kab.
Lampung Tengah, 34176
Setya_8589@yahoo.com

Abstrak:  Indonesia adalah negara kepulanan yang terdiri dari bermacam-macam suku,
agama, dan ras. Karena itn, memilih demokrasi sebagai bentuk pemerintah
bagi Negara Indonesia adalah sebuab kebarnsan. Dan Islam, sebagai
agama terbesar di Negara ini tentunya mempunyai peran yang sangat
penting di dalammnya. Terntama mengenai legitimasi hukumnya tehadap
bentuk pemerintaban yang dipilih. Untuk itn, apa yang dilakukan oleh
Uil Abshar Abdalla  dengan  menafsirkan  kembali  konsep-konsep
demofkrasi menjadi sangat penting. Sebab, dari sini dapat diketabui babwa
bentnk demokrasi yang selama ini telah dipilih Indonesia sebagai bentuk
pemerintaban, tidaklah bertentangan dengan prinsisp-prinsip yang terdapat
dalam Islam.

Kata Kunci: Demokrasi, Indonesia, Ulil Abshar Abdalla.

Pendahuluan

Islam, sebagai agama rabmatan il ‘alamin tentunya selalu menuntut
umatnya ke jalan yang damai dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat.
Sebagai Negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, masyarakat Indonesia
pun menghendaki adanya kehidupan yang demikian. Untuk itu, mencari bentuk
pemerintahan yang pas dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentunya
menjadi sebuah keharusan. Dipilihnya demokrasi sebagai bentuk pemerintahan
di Indonesia bukanlah tanpa alasan. Sebab, legitimasi Islam terhadap konsep
demokrasi sudah tidak diragukan lagi. Meski begitu, menjamurnya pemahaman-
pemahaman konservatif yang muncul di Indonesia tentunya menjadi kecemasan
tersendiri. Ini karena kelompok yang dalam bahasa R. William Liddle disebut
sebagai Islam skripturalis”® dengan karakternya yang formalistik, militan, dan

PMenurut R. William Liddle ada tiga faktor penyebab bangkitnya Isiam skripturalis, yaitu: (1)
lebih mudahnya ajaran-ajaran kaum skriptualis oleh kebanyakan kaum Muslim di Indonesia, (2)
kemungkinan aliansi politik antar kaum skriptualis dan kelompok-kelompok social lain yang
sedang tumbuh, (3) nafsu besar para politisi ambisius untuk membangun basis massa. Lebih
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radikal ini beranggapan bahwa al-Qur’an adalah kalam Ilahi yang harus
dipahami secara literer. Karena itu, semua segi kehidupan termasuk masalah
Negara dan kepemimpinan, telah diatur di dalam al-Qur’an. Mereka berusaha
menerapkan syariat Islam!® melalui Perda syari’ah seperti yang telah
diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Cianjur Jawa Barat, dan
Bulukumba Sulawesi Selatan. Bagi mereka, Islam harus menjadi dasar Negara
karena kedaulatan politik ada ditangan Tuhan. Dengan begitu, demokrasi harus
dihapuskan,'?! dengan alasan demokrasi adalah buatan Barat.102

Inilah yang membahayakan. Sebab, pada dasarnya landasan demokrasi
adalah kebebasan dan penghormatan terhadap hak-hak individu; penghormatan
bahwa setiap individu memiliki dirinya, sehingga martabatnya diakui setara.
Karena kebebasan individu ini dijamin oleh konstitusi, maka ia akan menjadi
tameng yang cukup kuat untuk menahan aspirasi yang terus-menerus atas nama
agama.'®® Jika demokrasi runtuh, maka kekerasan atas nama agama pun tidak

jelasnya lihat dalam R. William Liddle, (1996), Skripturalisme Media Dakwah; Sebuah Bentnk
Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru, dalam Mark R. Woodward (ed.) Jalan
Baru Isiam; Memetakan Paradigma Mutakbir Islam Indonesia, Bandung: MIZAN, 289-295.

Adapun ciri-ciri kelompok ini adalah: 1) berusaha menghindar dari usaha kompromi dan
adaptasi dengan kebudayaan dan cara hidup selain yang diajarkan Nabi, 2) berusaha menghindar
untuk tidak memberikan penafsiran ulang (reinterpretasi) atau rekontektualisasi terhadap nash, 3)
sangat tertutup dengan orang di luar kelompok mereka. Lihat, Khoiruddin Nasution, “Tipologi
Pembaharuan Pemikiran Islam Indonesia Abad 20; Gerakan Skriptualis dan Subtansialis”, dalam
Jurnal Penelitian Agama, No 26, th IX September-Desember 2000, 6.

10Isu pemberlakuan syari’at Islam memang telah cukup lama berkembang di negara yang
pluralis ini. Ini terbukti sejak diproklamasikan negara ini telah muncul dari kalangan “Islan santri’
yang mewacanakan tentang syari’at Islam, yang kemudian ditanggapi oleh para pejuang “Isiam
nasional’ sebagai pihak penentang, hingga kemudian disepakati di mana Indonesia sebagai sebuah
negara agama yang dimasukkan dalam UUD 1945, sebelum ahirnya diamandemen total. Isu ini
pun kembali muncul dalam Kongres Umat Islam II yang diadakan di Makassar, pada 30
Desember 2001, dengan penekanan bahwa petjuangan untuk memberlakukan syari’at Islam harus
tetap betlangsung, namun tidak harus dengan pemaksaan ataupun kekerasan. Lihat, Zuly Qadir.
(2004). Syari’at Demokratik; Pemberlakuan Syari‘at Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
289.

10 Khamami Zada, (2002). Isiam Radikal; Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia,
Jakarta: TERAJU, 6-11. Parahnya lagi, mereka memahami Islam murni dengan Islam seperti yang
ada di Arab, dan Islam seperti di zaman Nabi Muhammad saw., dulu. Bagi mereka, beragama
Islam yang benar adalah mentaati dan menjalankan ajaran dan ritual sebagaimana bentuk aslinya
di Arab sana. Sedangkan beragama Islam yang salah adalah menjalankan ajaran dan ritual dengan
menambah, mengurangi, atau memformulasikannya dengan system budaya atau nilai di luar Arab.
Rumadi, (2012). Kritik Wacana Agama Sebagai Gerakan Pemifiran Islam Kontemporer, dalam Adnan
Mahmud dkk. (ed.), Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 35-
36.

102R. William Liddle, (2006) “Demokrasi dan Kebebasan Sipil”, dalam Hamid Basyaib (ed.),
Membela Kebebasan; Percakapan tentang Demofkrasi Liberal (Jakarta; Pustaka Alvabet dan Freedom
Institute, 150.

103Trisno S. Sutanto, (2000). “Peran Agama dalam Politik”, dalam Hamid Basyaib (ed.),
Membela Kebebasan; Percakapan tentang Demokrasi 1iberal, Jakarta; Pustaka Alvabet dan Freedom
Institute, 220.
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dapat terelakkan lagi.'® Karena itulah, pembahasan mengenai demokrasi
menjadi relevan kembali untuk didiskusikan dalam kajian ini. Sebab, isu-isu
tersebut selalu aktual dan tidak pernah kering oleh waktu. Apalagi jika
mengingat kecenderungan yang semakin kuat terhadap eksklusivisme dan
intoleransi yang tetrjadi di Indonesia, yang seringkali berujung pada kekerasan.

Salah satu dari sekian banyak pemikir muslim di Indonesia yang
membahas tentang demokrasi adalah Ulil Abshar Abdalla. Dia merupakan
seorang pemikir muda yang lahir dari tubuh organisasi NU. Kehadirannya
diranah pemikiran Islam pernah menggemparkan bumi Indonesia. Tepatnya
tanggal 18 November 2002 saat dia menghadirkan sebuah tulisan di Harian
Kompas dengan tema “Menyegarkan Kembali Pemikiran Isian’”. Kehadiran tulisan
pendek itu menuai banyak perdebatan. Ulil dianggap telah melecehkan Islam,
dia di-murtad-kan bahkan di-afir-kan.

Meski banyak kalangan yang menentangnya, namun tentunya masih ada
juga kalangan yang justru berpihak kepadanya. Sebab, apa yang telah
dilakukannya itu termasuk bagian dari upaya untuk melakukan rekontruksi
tethadap penafsiran al-Qur'an yang sebenarnya pernah dilakukan juga
sebelumnya oleh Nurcholish Madjid, Harun Nasution, maupun Abdulrahman
Wahid. Karena itu, gagasan brilian Ulil ini bisa dikatakan berangkat dari
pemahaman Islam yang liberal, yang selalu menekankan akan kebeasan berfikir.
Sehingga dalam hal ini dia mengatakan bahwa hanya pemikiran Islam yang
liberal-lah yang justru mempunyai masa depan yang cerah, yaitu Islam yang oleh
Ulil disebut sebagai Islam “kepala dingin”, lslam yang selalu mencari dan
memikirkan rumusan-rumusan baru yang dapat menjawab tantangan-tantangan
yang terus berubah, tanpa terikat ketat dengan teks-teks keagamaan yang sudah
lapuk.!95 Inilah sisi menarik dari pemikiran Ulil, dia juga tak pernah gentar
sedikitpun melakukan rekonstruksi tersebut meski terkadang nyawa menjadi
taruhannya.

Untuk itu, dengan menggunakan metode deskriptif analitis, tulisan ini akan
difokuskan pada pandangan Ulil terhadap konsep demokrasi di Indonesia
dalam kaitannya dengan legitimasi Islam tehadapnya. Karena itu, untuk
mengetahuinya, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai setting sosio-
historis biografi intelektual Ulil. Kemudian dilanjutkan dengan melacak

104Fenomena ini tentunya sangat berbeda dengan apa yang tetjadi antara akhir tahun 1980-an
sampai paruh pertama tahun 1990-an, di mana Indonesia seringkali dijadikan sebagai rujukan oleh
negara-negara di Asia tenggara, bahkan dijadikan suatu model bagi negara-negara berkembang
sebagai tempat di mana para warganya dapat hidup berdampingan secara damai antar berbagai
agama besar yang dianut. Baru kemudian diparuh kedua tahun 1990-an, kekerasan atas nama
agama yang berlangsung diberbagai wilayah di Indonesia pun lebih dominan mewarnai. Lihat,
Fatimah Husein, (2000), “Hubungan Muslim -Kristen dan Pemerintah Orde Baru Indonesia;
Perspektif Sejarah”, dalam M. Amin Abdullah, dkk (ed.), Antologi Studi Islam; Teori dan Metodologs,
Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 70.

105Adin Armas, (2003). Pengaruly Kristen-Orientalis Terbadap Islam Liberal; Dialog Interaktif Dengan
Aktivis Jaringan Islam Liberal, Jakarta: Gema Insani, 121.
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perkembangan pemikiran Ulil dan karya-karyanya. Setelah itu baru dibahas
mengenai legitimasi Islam terhadap konsep demokrasi di Indonesia dalam

pandangan Ulil Abshar Abdalla.

Setting Sosio-Historis Biografi Intelektual Ulil Abshar Abdalla

Ulil, merupakan tokoh kontroversial yang muncul pasca orde baru, di
mana pada saat itu Indonesia ditandai dengan menjamurnya partai-partai politik
Islam seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadialan Sejahtera (PKS),
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai
Nahdatul Ulama (PNU), dan Partai kebangkitan Umat (PKU). Selain
menjamurnya partai-partai Islam tersebut, muncul pula ormas-ormas Islam
seperti FPI, FKSW (Forum Komunikasi Ahussunah wal Jama’ah) yang
kemudian populer dengan sebutan Laskar Jihad, Majelis Mujahidin, Hammas,
Ikhmanul Muslimin dan Hizbut Tahrir.106

Terlahir dengan nama lengkap Ulil Abshar Abdalla di Pati, Jawa Tengah,
pada tanggal 11 Januari 1967. Dia hidup di lingkungan santri yang sangat
tradisional sekali yang notabennya adalah Nahdlatul Ulama tulen. Kakeknya,
Kiai Muhammadun adalah seorang ‘alim dari desa Pondohan. Sedangkan
Ayahnya, KH. Abdullah Rifa’i adalah pengasuh Pesantren Mansajul ‘Ulum,
Cebolek,'"” Kajen, Pati. Darah birunya ini semakin kental setelah dia menikahi
Ienas Tsuraiya, yang merupakan putri dari KH. Mustofa Bisti, budayawan
tetkemuka di Indonesia, yang memimpin Pesantren Raudlatut Thalibin,
Rembang, sekaligus Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU
1999-2004).

Ulil kecil, belajar agama Islam langsung dengan ayahnya di Pesantren
Mansajul ‘Ulum. Salah satu didikan penting yang dia peroleh dari ayah adalah di
bidang tata-bahasa Arab atau zabwu. Pendidikan menengahnya dia selesaikan di
Madrasah Mathali’ul Falah, Kajen, Pati, Jawa Tengah yang diasuh oleh KH. M.
Ahmad Sahal Mahfudz (Rois ‘Am PBNU 1999-2004 dan 2004-2009). Selain itu,
dia juga pernah nyantri, di Pondok Pesantren al-Anwar, Sarang, Rembang,108

Setelah itu, Ulil melanjutkan pendidikannya kejenjang Stratra 1 di
Fakultas Syari’ah LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab) Jakarta,

W06 aili Fuad, Epistemologi Hukum Islam Ulil Abshar Abdalla, Skripsi UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2005, 41-42.

107Cebolek, adalah sebuah desa yang terletak sekitar 30 km ke arah utara dari kota Pati. Bagi
yang mengenal sejarah sastrawan Jawa, nama Desa ini diabadikan dalam sebuah serat (istilah Jawa
untuk “treatise” dalam bahasa Inggris atau “risalah” dalam bahasa Arab) yang bernama Serat
Cebolek. Serat itu mengisahkan tentang seorang kiai mistik pengikut teoti wabdatul wujnd (kesatuan
wujud), yakni Kiai Mutamakkin. Pandangan kiai ini dianggap sebagai “gangguan” oleh penguasa
resmi di Keraton Surakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketib Anom. Terjadilah pengadilan
atas Kiai Mutamakkin yang juga dikenal sebagai Kiai Cebolek itu. Ulil adalah generasi kedelapan
dari keturunan Kiai Mutamakkin (Mbah Mutamakskin). Hampir seluruh kiai yang ada di desa ini
(termasuk kakek dari pihak ibunya) adalah keturunan dari Kiai Cebolek ini. Lihat dalam Ulil

Abshar Abdalla, Potrer Diri, dalam http://ulil.net/about/potrer diti/
108 aili Fuad, Epistemologi Hukum Isiam Ulil Abshar Abdalla,,, 43.
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cabang Universitas Ibnu Sa’ud, Riyad, Saudi Arabia yang beraliran Wahabi. Di
sinilah naluri pemberontakannya mulai muncul.'® Dia keluar dari kampus itu
pada semester akhir karena berbeda pendapat dengan dosen yang dirasa
mendiktenya.!’? Dia juga sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi
Filsafat (STF) Driyarkara. Seperti yang kita ketahui bahwa dinamika yang
berkembang di kampus ini adalah pemikiran Franz Magnis Suseno yang
merupakan sosok yang menyimbolkan kebebasan, demokrasi dan pluralisme.!!!
Sebagai putra NU, Ulil dipercaya mengetuai LAKPESDAM (Lembaga
Kajian dan Pengembangan Sumber Mada Manusia) Nahdlatul Ulama, Jakarta.
Di LAKPESDAM ini, bersama anak muda NU lainnya yang berfikiran liberal,
Ulil memimpin penerbitan Jurnal Tashwirnl Afkar yang pada ahirnya mampu
menjadi penggerak tumbuhnya pencerahan dikalangan NU."? Dia juga menjadi
staf di Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Jakarta, serta Direktur Program
Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). Selain itu, dia juga
tercatat sebagai Penasehat Ahli Harian Duta Masyarakat. Dan ditahun 2001,
bersama Luthfi Assyaukanie (Paramadina) dan Ahmad Sahal (Mantan Direktur
Jurnal Kebudayaan Kalam), dia mendirikan Jaringan Islam Liberal (JIL)
sekaligus menjabat sebagai kordinatornya.'’® Hal inilah yang menjadikan Ulil
menuai banyak simpati sekaligus kritik karena menyuarakan liberalisasi tafsir
Islam. Atas kiprahnya dalam mengusung gagasan pemikiran Islam liberal itu,
Ulil disebut sebagai pewaris pembaharu pemikiran Islam melebihi Nurcholish
Madjid. Dan untuk memperdalam ilmu yang dimilikinya, dia melanjutkan

1Namun berdasarnya pengakuan yang dia tulis di situs pribadinya, ternyata pemahamannya
tethadap Islam ini berasal dari pengalaman kecil dalam keluarganya sendiri, yang konon, di mana
kakeknya yang meskipun secara keseluruhan pandangan-pandangan keagamaannya fleksibel tetapi
juga dalam beberapa hal kaku dan “keras”. Dia, misalnya, tidak memperbolehkan seorang
perempuan untuk sekolah, mungkin berdasarkan fatwa yang diberikan oleh Ibn Hajar al-Haitami
(w. 1560) yang termuat dalam bukunya, “A/-Fatawa al-Hadifsiyyal”. Oleh karena itu, tidak ada
satupun anak perempuan kakeknya itu yang masuk sekolah. Mereka dididik sendiri secara
“partikelit” di rumah. Meski demikian, ayahnya yang lama berguru dengan kakeknya itu tidak
setuju dengan fatwa ini dan lebih memilih menyekolahkan anak-anak perempuannya. Ayahnya
semula masih ragu-ragu, tetapi setelah didukung oleh istrinya (ibu Ulil), dia akhirnya menjadi
mantap dengan pendapatnya. Semula dia, tentu, ragu berlawanan pendapat dengan gurunya
sendiri yang sangat dihormati itu. Namun istrinya meyakinkan bahwa zaman sudah berubah, dan
karena itu dia tak bisa lagi mengikuti pendapat yang dulu, meskipun pendapat itu didasarkan pada
“fatwa” ulama yang dianggap sebagai otoritas penting dalam mazhab Syafi’i, yaitu Ibn Hajar al-
Haitami. Ibu Ulil yang tak pernah sekolah itu ternyata berpikir secara kontekstual. Ternyata
pengalaman kecil dalam keluarga ini mempunyai pengaruh yang mendalam pada dirinya dan
membentuk cara Ulil dalam memahami Islam pada tahap-tahap selanjutnya. Lihat dalam Ulil
Abshar Abdalla, Potrer Diri, dalam http://ulil.net/about/potrer diri/

10Namun, ada juga sebagian sumber yang menyebutkan bahwa Ulil memperoleh gelar
sarjananya di kampus ini.

W Laili Fuad, Epistemologi Hukum Islam Ulil Abshar Abdalla,,, 44.

2] bid., 45.

W3Saifuddin Zuhri, Dekontruksi Konsep Islam dan Implikasinya Terhadap Pluralisme Agama; Studi
Penafsiran Ulil Abshar Abdala atas QS. ali-Imran: 19. Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
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kejenjang yang lebih tinggi yaitu dengan menempuh program Master di Boston,
Amerika Serikat.14

Perkembangan Pemikiran dan Karya-karya Ulil Abshar Abdalla

Sebagai seorang santri, Ulil telah menguasai tradisi intelektual klasik.
Bahasa Arab, nahwu, sharaf, telah menjadi makanannya sehari-hari. Kemudian,
dia melakuakn proses urbanisasi intelektual dengan melirik pemikiran Islam
kontemporer yang kekiri-kirian. Dia mulai akrab dengan teori sosial yang pada
gilirannya menjadi pisau analisis dalam menuangkan ide-idenya. Perkembangan
pemikirannya ini lebih banyak terasah ketika dia melihat realita sosial religius
masyarakat yang terpinggirkan dan tertindas, yang mengabaikan semangat
demokrasi. Karena itu, dia berkomitment untuk meletakkan Islam sesuai
konteks zamannya. Dia mencoba merumuskan gerakan sosio kultural sebagai
bagian dari proses demokratisasi oleh kalangan Islam.!'5 Dia sangat konsisten
dengan pendiriannya untuk menolak jenis-jenis tafsir keagamaan yang
hegemonic, tidak pluralis, anti demokrasi yang menggerogoti persendian umat
Islam sendiri.!t¢

Sedangkan mengenai karya-karyanya, Ulil banyak menuangkannya dalam
bentuk tulisan. Tulisan-tulisannya itu kebanyakan berupa artikel-artikel yang
diterbitkan dalam jurnal maupun media massa, juga berupa makalah-makalah
saat mengisi secbuah seminar. Selain itu tulisan-tulisan Ulil ini juga banyak
dijumpai baik disitus resmi organisasi yang diampunya, JIL, maupun di situs
pibadinya. Di antara karya-karyanya adalah: Membakar Rumabh Tuban; Pergulatan
Agama Privat dan Publik (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999),1'7 Menjadi
Mustim  Liberal (JIL dan Freedom Institute dan Nalar, Jakarta, 2000),''8
Meruntubkan Hegemoni Tafsir Menghidupkan Kembali Teks (Jurnal Ulumul Qur’an,
No 3. Vol V, 1994), Wahyu Progresif (Jawa Pos, 2 Desember 2001), Pasar Raya
Tafsir dan Perabn Nub (Jawa Pos, 5 Mei 2002), Memahami Kembali Karakter Kitab
Suci)"% Menghindari Bibliolatri; Tentang Pentingnya Menyegarkan Kembali Pemabaman
Islam,'20 Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam, diterbitkan Kompas, dan masih
banyak lagi karya-karyanya yang lain.

W4Agus Sunsawa, Gagasan Islam Liberal Di Indonesia; Studi Pemikiran Abmad Wahib dan Ulil
Abshar Abdala, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, 59.

5] hid,,, 57-58.

116]bid., 60-61.

17Buku ini merupakan kumpulan dari tulisannya yang terbit baik diharian lokal maupun
nasional.

118Sama dengan buku sebelumnya, buku ini juga adalah sebuah kumpulan tulisan yang pernah
dipublikasikannya di berbagai media cetak seperti Kompas, Republika, Duta masyarakat, dan
mailing list Islam Liberal di http://www.islamlib.com/.

9Makalah dalam Seminar di UGM Yogyakarta, 19 April 2003.

120Artikel yang dipresentasikan pada seminar di Yayasan Wakaf Paramadina ini menyoroti
tentang perlunya pembacaan pada al-Qur’an dengan menghindari sikap “bibliolatri” atau
pembacaan yang hanya berhenti pada teksnya saja (tekstual).
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Pandangan Ulil Abshar Abdalla dalam Kaitannya dengan Legitimasi
Islam terhadap Konsep Demokrasi di Indonesia

Dalam melakukan penafsiran terhadap al-Qut’an, Ul seringkali
melakukan rekontruksi besar-besaran. Ini karena dia sangat menolak keras
penafsiran yang bersifat “bibliolatri”,!?! yaitu “penyembahan terhadap teks”.
Menurutnya, hal itu akan menurunkan nilai Islam itu sendiri, sebab bibliolatti
ini menghilangkan dimensi kemanusiaan dalam modus keberagamaan.
Pengalaman manusia menjadi remeh dan tidak diperhitungkan. Manusia
menjadi tidak ada harganya, entah sebagai pribadi atau kolektivitas sosial yang
kaya akan pengalaman-pengalaman historis yang kongkrit.'?? Karena itu
menurutnya, umat Islam haruslah melampaui bibliolatrisme, menyebrangi teks,
dan menangkap visi etis al-Qur’an kembali, meletakkannya dalam perjuangan
yang dialogis dengan kenyataan-kenyataan hidup umat di zaman sekarang.!23
Untuk itu, yang perlu dilakukan umat Islam sekarang ini adalah melakukan
ijtihad guna mencari formula baru dalam menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam
konteks kehidupan mereka sendiri. Karena pada dasarnya, wahyu tidaklah
berhenti pada zaman Nabi saw., wahyu terus bekerja dan turun kepada manusia.
Wahyu verbal memang telah selesai dalam al-Qur’an, tetapi wahyu non-verbal
dalam bentuk ijtihad akal manusia terus betrlangsung.'?* Begitupun dengan
masalah bentuk pemerintahan. Jika umat Islam menggunakan pendekatan
seperti itu, maka menjadikan demokrasi sebagai pilihan bukanlah hal yang
bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara jelas
kaitannya dengan legitimasi Islam terhadap konsep demokrasi di Indonesia
dalam pandangan Ulil, berikut diuraikan terlebih dahulu mengenai Islam dan
demokrasi.

1. Islam dan Demokrasi

Secara ideal, demokrasi didefinisikan sebagai sebuah sistem
pemerintahan “dari, oleh, dan untuk rakyat”. Namun, jika suatu negara
menggunakan acuan seperti itu, maka demokrasi tidak pernah ada dalam sejarah
umat manusia, sebab dalam prakteknya, tidak pernah ada pemerintahan yang
dijalankan secara langsung oleh semua rakyat; dan tidak pernah ada

121Kata “bibliolatri” secara harfiah berarti “penyembahan Bibel”. Secara umum kata itu
berarti “pengagungan” Kitab Suci apapun secara berlebihan sehingga menyerupai penyembahan.
Lihat catatan kaki dalam Ulil Abshar Abdalla, (2005). Menghindari Bibliolatri; Tentang Pentingnya
Menyegarkan Kembali Pemabhaman Islam, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed),
Islam Negara dan Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer, Jakarta: PARAMADINA,
439.

122 Jbid., 419-422.

123 Jbid., 435-438.

124Ul Abshar Abdalla, (2005), Menyegarkan Kembali Pemabaman Islam, dalam Ulil Abshar
Abdalla, dkk, Iskam Liberal dan Fundamental; Sebuah Pertarungan Wacana, Yogyakarta: elSAQ PRESS,
cet. V, 9-10.
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pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat.!? Karena itu, para ahli
kemudian mencoba mencari definisi lain tentang demokrasi.

Dari sini, demokrasi kemudian didefinisikan sebagai sebuah sistem
pemerintahan dengan ciri-ciri adanya kebebasan warga negara untuk: 1)
Membentuk dan ikut serta dalam organisasi; 2) berekspresi atau berpendapat; 3)
menjadi pejabat publik; 4) melakukan persaingan atau kontestasi di antara warga
untuk mendapatkan dukungan dalam rangka memperebutkan jabatan-jabatan
publik; 5) memberikan suara dalam pemilihan umum; 6) ada pemilihan umum
yang jurdil; 7) adanya sumber-sumber informasi alternatif di luar yang diberikan
pemerintah; dan 8) adanya jaminan kelembagaan bahwa setiap kebijakan
pemerintah tergantung pada dukungan suara dan bentuk-bentuk ekspresi
keinginan lainnya, dan karena itu harus ada jaminan pemilihan umum secara
periodik schingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terbuka untuk
dievaluasi dan dipertanggungjawabkan dalam pemilihan umum tersebut.12¢

Dari ciri-ciri tersebut, maka secara sederhana demokrasi dapat
didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang ditandai antara lain oleh adanya
kebebasan yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan
kepentingan publik. Dari sini, tampak bahwa demokrasi menjadi sangat peting
dan relevan untuk diterapkan di negara-negara modern, demi mencapai
kemajuan suatu bangsa, termasuk juga Indonesia. Sebagai negara yang mayoritas
penduduknya Islam, maka peran penting umat Islam di Indonesia sangat
mempengaruhi bentuk pemerintahannya.

Karena itu, dapat disimpulkan bahwa masa depan Islam Indonesia dan
potensi peran politiknya tidak hanya ditentukan oleh bagaimana para aktivis
Islam mengartikulasikan semangat liberalif dunia politik Islam, tetapi juga
ditentukan oleh pemahaman dan aksi politik mereka yang berada dalam jalur
pola demokrasi. Apabila politik Islam berhasil memainkan peran
konstruktifnya, maka tidak saja akan mewarnai kebijakan domestik, melainkan
akan menjadi model relasi antara Islam, negara, dan demokrasi yang ideal.'??

Selain itu, hanya dengan demokrasilah berbagai pandangan keagamaan
mampu berbaur dan bersaing dengan pandangan non-agama, schingga akan
melahirkan model keagamaan yang terbuka, menjamin kebebasan agama, dan
meminimalisir intervensi negara. Oleh karena itu, demokrasi pun diharapkan
mampu membendung arus militansi agama dengan cara: 1) membebaskan
agama dari kerangkeng politik, artinya, agama harus mengambil jarak dari
politik agar dapat memberikan pencerahan; 2) membangun kesadaran dan
kesepakatan terhadap kemajemukan serta keragaman; 3) membangun sikap
menghormati  agama-agama yang ada; dan 4) agama-agama harus

125Maswadi Rauf, dkk, (2009) Menakar Demokrasi di Indonesia; Indeks Demokrasi Indonesia 2009,
Jakarta: United Nations Development Programme, 10-11.

1261 bid.

127Nurchalis Madjid, (2003) “Demokrasi dan Jagat Politik Islam”, sebuah pengantar dalam
Mun’im A. Sitry, Membendung Militansi Agama; Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern, Jakarta:
Erlangga, x.
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diaktualisasikan terus menerus.!28 Berdasarkan fakta tersebut, maka demokrasi

di sini mempunyai hubungkan yang saling terkait dengan agama, khususnya

Islam.

2. Penafsiran Ulil Abshar-Abdalla terhadap Konsep Demokrasi dalam
Islam

Sejak kemerdekaan digulirkan, isu tentang hubungan antara agama dan
negara menjadi persoalan besar yang tidak pernah dapat diselesaikan. Di sinilah
Islam sehatusnya hadir untuk menyelesaikan sikap dualisme itu dengan
memberikan satu teologi yang menjadi dasar buat negara modern, yaitu sebuah
teologi yang memisahkan secara tegas antara urusan agama dan urusan politik.
Untuk itu, urusan negara harus diyakini sebagai urusan duniawi. Sebab, tidak
ada ketentuan atau kewajiban dari ajaran Islam yang secara spesifik berbicara
mengenai bentuk pemerintahan.'?

Karena itu menurut Ulil, demokrasi merupakan sesuatu yang dinamik,
dan membutuhkan kultur politikk yang demokratis, schingga adanya
penghormatan atas hak-hak warga negara, tidak ada paksaan dalam agama,
politik, maupun budaya dominan. Karena itulah dibutukakan penafsiran atas
doktrin yang tidak tunggal, yaitu dengan menempatkan tafsir yang beragam,
sehingga tumbuhlah kultur politik yang toleran. Maka diperlukanlah sebuah
teologi sekuler.® Ini karena sistem dan bentuk pemerintahan adalah tanggung
jawab manusia sendiri untuk memikirkannya dan mengijtihadkannya dari waktu
ke waktu.

Hal ini karena menurut Ulil, jika kita menelusuri hadis-hadis Nabi, maka
kita hanya akan menemukan satu hadis yang dengan terang-terangan menyuruh
umat Islam sekedar untuk meng-‘imitasi’ tindakan Nabi, yaitu dalam masalah
shalat, shallii kama ra’aitumiini ushalli. Sedangkan dalam segi kehidupan lainnya
Nabi tidak pernah menganjurkan untuk meniru mentah-mentah, termasuk juga
dalam masalah pemerintahan.’® Untuk itu, urusan tentang bentuk
pemerintahan adalah mutlak urusan manusia, yang dapat disesuaikan mengikuti
perkembangan zaman. Dasar dari anggapan tersebut adalah Q.S. al-Maidah [5]:
3.

128Mun’im A. Sirry, Membendung Militansi Agama..., 46-49.

129Tuthfi Assyaukanie, “Islam Liberal; Pandangan Partisipan”, dalam Luthfi Assyaukanie
(ed.), Wajah Liberal Islam..., xxv.

130Agus Sunsawa, Gagasan Islam Liberal Di Indonesia,,, 62-71. Isi pokok pemikiran Ulil inilah
yang kurang lebih merupakan gagasan dari Islam liberal, yaitu: Pertama, menentang teokrasi,
artinya, menolak penerapan syari’at Islam sebagai landasan ideologi suatu negara dan simbolisasi
dari ide penyatuan agama dan negara. Kedua, mendukung demokrasi. Ketigs, membela hak-hak
perempuan. Keempat, membela hak-hak non-Muslim (minoritas). Ke/ima, membela kebebasan
berfikir. Keenam, progress, yaitu membela gagasan kemajuan. Lihat dalam Airlnagga Pribadi, Yudie
R. Haryono, (2002). Post Isiam Liberal; Membangun Dentuman Mentradisikan Eksperimentasi, Jawa
Barat: PT Gugus Press, 251-254.

131UlIl Abshar-Abdalla, “Wahyu Progresif”’, dalam Luthfi Assyaukanie (ed.), Wajah Liberal
Istam..., T7.
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“... pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-
cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama
bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat
dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Menurut Ulll, yang dimaksud dengan Islam sebagai agama “sempurna”
dalam ayat tersebut bukanlah pengertiannya yang harfiah, sebab hal itu sama
sekali tidak mungkin. Banyak hal dalam sejarah Islam yang tidak ada
jawabannya secara eksplisit dalam Islam, karena yang termuat dalam Islam
hanyalah ajaran-ajaran dasar yang kemudian dapat dikembangkan sendiri
melalui prosedur ijtihad, oleh para ulama dan sarjana Islam sepanjang zaman.13

Dari sini Ulil mengatakan bahwa jika Islam adalah sistem yang lengkap
dan komprehensif sebagaimana dikatakan oleh sebagian aktivis Islam itu, maka
ijtihad atau penalaran rasional berdasarkan sumber-sumber tekstual yang ada tak
diperlukan lagi. Karena itu menurutnya, yang dimaksud dengan “sempurna
sebagai agama yang telah sempurna” di sini adalah sempurna pada aspek
pokok-pokok ajaran dan hukumnya saja. Istilah “sempurna” di sini jelas bukan
dalam pengertian bahwa semua hal sudah ada dalam Islam, dan bahwa Islam
telah memuat jawaban yang menyeluruh dan komplit terthadap segala masalah
yang dihadapi oleh masyarakat di segala zaman. Karena yang termuat dalam al-
Qur’an hanyalah ajaran-ajaran dasar yang kemudian dikembangkan sendiri,
melalui prosedur ijtihad, oleh para ulama dan satjana Islam sepanjang zaman.
Contohnya, kasus pemilihan khalifah atau pemimpin masyarakat Islam
sepeninggal Nabi Muhammad. Jika kita mengikuti pendapat yang umum dianut
oleh kalangan Sunni, jelas tidak ada penjelasan yang detail dan menyeluruh
tentang bagaimana menghadapi persoalan yang begitu penting dalam
masyarakat, yaitu suksesi kepemimpinan (Kalangan Shi’a berpendapat lain,
menurutnya, Nabi Muhammad tegas-tegas memawarikan kepemimpinan
kepada menantu dan sepupunya sendiri, Ali ibn Abi Talib). Karena tiadanya
keterangan yang jelas mengenai motode kepemimpinan ini, terjadilah pertikaian
yang berlarut-larut lebih dari seribu tahun, antara Sunni dan Shi’a tentang
metode pemilihan seorang khalifah atau pengganti Nabi. Dengan demikian,
konsep kesempurnaan di sini adalah kesempuraan potensil, bukan
kesempurnaan aktual. Islam mengandung ajaran dan nilai-nilai dasar yang secara
potensial bisa dikembangkan lebih lanjut sebagai sebuah sistem. Pengembangan

132Ulil Abshar-Abdalla, “Diskursus kesempurnaan Islam”, Posted on June 27, 2011 di
http://ulil.net/about, diakses pada 27-04-2012, pukul 12:50 wib.
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ini jelas membutuhkan kerja intelektual kolektif dari umat Islam sendiri. Itulah
yang disebut dengan ijtihad.!?

Sebab, meskipun Muhammad saw., diakui sebagai Nabi dan juga sebagai
seorang “politikus”, namun politikus di sini menurut Ulil harus dimaknai
sebagai seseorang yang harus berjuang untuk “dealing with possibilities”,
menghadapi kenyataan kongkrit yang serba sarat dengan kemungkinan-
kemungkinan. Disinilah Muhammad kemudian menjadi seorang pemimpin
suatu komunitas konkret yang menjadi embrio sebuah negara di Madinah.
Maka, tidak salah jika banyak generasi Muslim yang kemudian berlomba-lomba
mencontoh bagaimana Muhammad mengelola suatu negara. Pencontohan ini
tentunya boleh-boleh saja, yang tidak boleh adalah jika seluruh kebijakan
Muhammad di Madinah saat itu kemudian ditiru seluruhnya pada masa
sekarang. Karena bagaimanapun juga, apa yang dilakukan Muhammad di
Madinah dulu tentunya dikondisikan oleh konteks sosial dan sejarah yang
spesifik pada saat itu.!3* Hal ini karena dalam realitas sejarah, tidak semua
persoalan hidup manusia dapat dijawab oleh teks-teks agama. Persoalan umat
manusia, sejak Adam sampai kini, tidak sepenuhnya berjalan atas landasan
tekstual agama. Di sinilah kemudian terlihat adanya hubungan dialektik antara
teks dengan sejarah (realitas) yang tidak jarang dimenangkan sejarah.

Inilah alasan mengapa perlu dibedakan antara Islam ideologis!® dan
Islam etis. Islam ideologis mempunyai ambisi untuk menjadi sebuah sistem
lengkap untuk menandingi ideologi sekular Barat, yang kemudian berujung pada
keinginan untuk merebut kekuasaan politik demi menegakkan sistem Islami,
atau bahkan negara Islam. Karena itu, Islam ideologis ini cenderung melihat

133 Jbid.

134Ul Abshar Abdalla, (2005). Menjadi Muslim Liberal, Jakarta: Nalar, 96-98. Apa yang
divaraikan Ulil di atas juga senada dengan Abou El-Fadl, di mana menurutnya, kita juga perlu
melihat tradisi keagamaan di mana wahyu diturunkan. Sebab, tidak bisa dipungkiri bahwasannya
tradisi keagamaan merupakan perpaduan atara teks dan konteks-wahyu dan interpretasi manusia
dalam konteks sosio-historis tertentu. Seluruh tradisi keagamaan menunjukkan dinamisasi dan
keragaman, yang merupakan alasan munculnya elemen-elemen yang konservatif, modernis
maupun progresif dalam seluruh agama. Untuk itu, dengan merujuk langsung kepada sumber asli
Islam, yaitu Nabi sebagai pemimpin Negara, di mana pada waktu itu dengan adanya piagam
madinah di zaman Nabi yang merupakan perjanjian dasar dari ke tiga pihak yaitu kaum Muhajirin,
Anshar, dan orang-orang Yahudi, merupakan contoh historis yang sangat baik mengenai dua
konstruksi teoritis yang membentuk teori demokrasi modern konstitusi dan kontrak sosial. Dalam
perjanjian tersebut, syari’at tidaklah dipaksakan kepada siapa pun, dan tidak ada hukum yang
dipandang ada sebalum adanya perjanjian tersebut. Pesan-pesan Tuhan dalam al-Qur’an pun sama
sekali tidak menghujat prinsip-prinsip petjanjian tersebut, karena nilai-nilai yang diusung adalah
nilai-nilai Islami seperti kesetaraan, konsensus, dan musyawarah. Lihat, Khaled M. Abou El-Fadl,
(2004). Islam dan Tantangan Demokrasi, tetj. Gifta Ayu Rahmani dan Ruslani, Jakarta: Ufuk Press,
55-72.

135Istilah “Islam ideologis” ini berasal dari pemikir dari Mesir, Nast Hamid Abu Zayd, yang
menganggap bahwa pengertian tentang Islam sebagai sistem alternatif yang lengkap sebagaimana
dipahami umat Islam ini sebenarnya berkaitan dengan gejala yang dia sebut sebagai adlajah al-din,
proses ideologisasi agama.
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Islam dan entitas-entitas budaya di luarnya sebagai dua pihak yang saling
berlawanan. Ia bersikap rejeksionistik atau menolak sistem-sistem lain yang
dianggap inferior terhadap Islam. Di sinilah diskursus kesempurnaan Islam
dipakai dan dieksploitasi oleh kalangan Islam ideologis sebagai justifikasi
teologis untuk proyek politis-ideologis mereka.!’¢ Sedangkan dalam Islam etis,
ia tidak mempunyai ambisi politis semacam itu. Ia hanyalah sumber moral dan
etis yang memandu kehidupan seorang Muslim, sehingga ia pun dapat
bersahabat dan berdialog secara produktif dan sehat dengan sistem-sistem lain
di luarnya. Dalam pengertian Islam etis inilah dapat dilihat bahwa demokrasi
merupakan sistem yang tidak berlawanan secara total dengan Islam. Karena itu,
demokrasi pun dapat “dipribumikan” dalam konteks ajaran Islam sendiri.!3
Selain itu menurut Ulil, sekarang ini umat Islam perlu melakukan
rasionalisasi atas pengelolaan kehidupan sosial-politik. Wujudnya adalah sistem
demokrasi dengan seluruh kerangka kelembagaan dan kebudayaan yang ada di
dalamnya, yaitu, partai yang kuat, parlemen yang berwibawa, lembaga peradilan
vang independen, pers bebas, masyarakat sipil yang “vibran?’ (bersemangat),
serta kultur sipil yang mapan.'®® Ini karena manusia diciptakan oleh Tuhan
dalam keadaan bebas. Kebebasan adalah anugerah terpenting yang diberikan
Tuhan kepada manusia, schingga kebebasan berpendapat merupakan hak
individu yang tidak seorang pun berhak mencegahnya. Bahkan dalam sebuah
ayat al-Qur’an, Tuhan tidak mencegah makhluk-Nya berpendapat (Q.S. al-
Baqarah [2]: 30).1% Kebebasan berpikir adalah bagian dari syarat kemajuan
sebuah masyarakat. Masyarakat yang terkekang dan tidak boleh mengemukakan
pendapatnya adalah masyarakat mandek yang tidak memiliki masa depan.!4?
Dengan melihat hal-hal tersebut, maka adanya suatu sistem demokrasi
menjadi suatu keniscayaan di dalam suatu Negara yang plural seperti Indonesia.
Sebab, jika demokrasi tidak diterapkan di Indonesia, maka adanya diskriminasi
antar suku, agama, dan ras, tentunya tidak lagi dapat terhindarkan. Meskipun
tidak juga dapat dipungkiri bahwa demokrasi sebagai satu-satunya pilihan ini
pun banyak kekurangannya. Hal ini seperti yang diakui sendiri oleh Ulil dengan
mengatakan:
“Kalau saya katakan bahwa Islam sejalan dengan demokrasi, itu tidak
berarti saya menganggap demokrasi sebagai sistem yang sempurna.

136] hid.

37T hid.

138Ulil Abshar Abdalla, (2005). Menjadi Muslim Liberal, Jakarta: Nalar, 179.

139 “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak
menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” Ayat
ini menceritakan dialog Tuhan dengan malaikat-Nya. Di mana, dalam hal ini Tuhan memberikan
kebebasan malaikat-Nya untuk perbendapat, meskipun Tuhan telah tahu yang terbaik yang akan
dijalankan-Nya.

W40Luthfi Assyaukanie, (2007). Islan Benar vs Islam Salab, Jakarta: Kata Kita, 69.
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Semua orang tahu bahwa demokrasi, sebagai hasil pemikiran manusia,
pasti mengandung cacat dan kekurangan. Tetapi demokrasi adalah satu
sistem yang paling mendekati ideal atau cita-cita tentang masyarakat
bebas, yang sesuai dengan cita-cita Islam. Sejalan dengan cita-cita wa
lagad karammna bani ddam (Q.S. al-Istd’ [17]: 70).141

Kata “karamnd’ (memuliakan) di sini dalam pengertian Tuhan menurut
Ulil adalah “memberi kebebasan sepenuhnya kepada manusia”. Karena itu, jika
ada orang yang takut dengan kebebasan, berarti orang tersebut takut pada
firman Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan memuliakan manusia. Dan
memuliakan di situ artinya manusia diberi kebebasan kehendak, diberi akal yang
cukup, dan dengan begitu dia dapat mencari jalan yang akan membuatnya
selamat. Di sinilah Tuhan kemudian betfirman, fz man syda fal yu'min (Q.S. al-
Kahfi [18]: 29) artinya, “apakah kita mau percaya kepada ajaran yang dibawa
oleh para Nabi atau tidak, itu terserah, tidak ada paksaan sama sekali.” Dari sini,
dapat dikatakan bahwa tujuan utama Islam dalam jangka panjang adalah
masyarakat yang bebas. Karena hanya di dalam kebebasan, manusia dapat
menikmati harga dirinya, dan itulah idealnya Islam.'42

Selain itu juga, sistem demokrasi ini pada dasarnya bertujuan untuk
melaksanaan ajaran-ajaran Islam secara utuh dan konsekuen sehingga
menciptakan suatu kemaslahatan sebagaimana yang dicita-citakan al-siydsah al-
syarfyah. Untuk merealisasikannya, diperlukan kaidah-kaidah demokrasi yang
meliputi: 1) ZaGrruf (saling mengenal);143 2) sydrd (musyawarah);'%* 3) za'G-wun
(ketja sama); 4) mashlahabh (menguntungkan masyarakat); 5) @d/ (adil);'* 6)
taghyir (perubahan). Inilah yang menjadi sebab mengapa bangsa Indonesia yang
mayoritas penduduknya beragama Islam berhasil dalam membangun demokrasi.
Salah satunya adalah karena bangsa ini mampu menerjemahkan Islam terutama

141011l Abshar Abdalla, (2006). “Islam Dan Kebebasan”, dalam Hamid Basyaib (ed.), Membela
Kebebasan; Percakapan tentang Demokrasi Liberal, Jakarta; Pustaka Alvabet dan Freedom Institute,
229.

142Dalam hal ini Ulil kemudian mencontohkan kondisi di Arab Saudi yang masyarakatnya
sama sekali tidak mempunyai kebebasan, sebab negara telah menetapkan Sunni Wahabi, di mana
tidak ada tempat sama sekali bagi orang-orang Syiah di sana; mereka tidak boleh mendirikan
masjid dan madrasah, serta tidak boleh beribadah. Tidak adanya kebebasan tersebut menurut Ulil
tidaklah sesuai dengan ideal Islam. Masyarakat yang seperti itu adalah masyarakat yang tidak
memuliakan martabat manusia. Perilaku mereka tidak sejalan dengan ayat wa lagad karamni bani
ddam itu. Padahal, masyarakat yang menikmati harga diri, martabat, serta kemuliaan itu adalah
masyarakat yang individu-individu di dalamnya menikmati kebebasan penuh. Itulah il liberty.
Dengan perkataan lain, ideal Islam itu cocok dengan ideal demokrasi. Lihat, Ibid., 227-229.

143Q).S. al-Hujurat [49]: 13.

144Q).S. ali-Imran: [3]: 159 dan Q.S. Asy-Syara [42]: 38.

45Q.S. al-A’raf [7]: 159 dan 181. Selain menggunakan kata @/, dalam al-Qur’an juga
digunakan kata gisth untuk mengunggkapkan bentuk keadilan, seperti yang terdapat dalam Q.S. al-
A’raf [7]: 29. Penjelasan lebih detail mengenai trem adil dalam al-Qur’an ini dapat dilihat dalam
M. Dawam Rahatdjo, (2002). Ensiklopedi al-Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci,
Jakarta: Paramadina, 369-422.
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sebagai budaya, bukan sebagai hukum seperti yang diinginkan oleh Perda-Perda
Syariat.146

Mereka yang menerapkan Perda-Perda Syariat inilah yang biasanya

merasa paling benar sendiri dalam menafsirkan bentuk pemerintahan di
Indonesia. Mereka akan menjadikan masing-masing tafsirnya dominan dalam
sebuah masyarakat politik. Pertarungan inilah yang nantinya akan memunculkan
konflik kultural yang bisa jadi sehat dalam kehidupan umat, tetapi juga dapat
berakibat pada sikap dan perilaku yang tidak demokratis; kurang toleran dan
kurang percaya terhadap sesama. Jika sudah begitu, maka demokrasi yang
diharapkan mampu menjadi suatu sistem politik yang terbaik akan sulit
terlembangakan.!4’ Karena itulah, Ulil kemudian mengatakan:
“Jangan paksakan agama over strefch, artinya, kalau agama terlalu ditentang akan
berbahaya. Menurut saya, agama jangan dianggap sebagai sebuah resep jadi yang
bisa dilaksanakan secara lengkap, tetapi harus dipandang sebagai seperangkat
nilai-nilai dasar yang kemudian diturunkan menjadi memacam norma. Setelah
itu baru kemudian norma-norma tersebut bisa menjadi semacam teori atau
metode untuk membaca suatu masalah yang kemudian bisa menjadi semacam
solusi untuk mengatasi suatu persoalan... Syariat Islam bukanlah KUHP,
undang-undang atau perda, melainkan mempunyai arti yang beragam. Kalau ia
diartikan sebagai figh berarti ia adalah kumpulan pedapat ulama yang bisa benar
juga bisa salah. Sedangkan kalau ia ditafsirkan sebagai nilai-nilai dasar Islam
maka itulah yang saya maksud. Karena dari situlah ia bisa dijadikan inspirasi
untuk membuat undang-undang, hukum, dan seterusnya.!*

Untuk itu, menjadikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di
Indonesia adalah pilihan yang bijak. Demi kelangsungan kehidupan berbangsa
dan bernegera yang aman dan harmonis. Ini karena demokrasi sendiri tidak
mengabaikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur’an.

146Budhy Munawar Rachman, Reorientasi Pentbaruan Islam; Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme
Paradigma Baru Islam Indonesia (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2011), hlm. 484. Apa yang
diuraikan Budhy di atas sebagai kaidah-kaidah demokrasi ini sebenarnya hampir serupa dengan
apa yang diuraikan Khaled M. Abou El-Fadl, secorang pakar hukum Islam dari University of
California Los Angeles (UCLA), yang berpendapat bahwa pada dasarnya al-Qur’an telah
menyebutkan perangkat nilai-nilai sosial dan politis yang penting bagi sebuah pemerintahan Islam.
Menurutnya, ada tiga nilai Qur’ani yang memiliki signifikansi khusus dengan masalah tersebut. 1)
mencapai keadilan melalui kerja sama sosial dan prinsip saling membantu (Q.S. al-Hujurat [49]:
13, dan Q.S. Huad [11]: 119). 2) membangun sebuah sistem pemerintahan konsultatif yang tidak
otokratis, yaitu dengan melihat cara Nabi memimpin, di mana Nabi selalu mendiskusikan setiap
masalah pemerintahan dengan para sahabat (Q.S. ali-Imran: [3]: 159, dan Q.S. Asy-Syara [42]: 38).
3) melembagakan kasih sayang dalam interaksi sosial Q.S. al-An’am [6]: 12 dan 54, Q.S. al-Anbiya’
[21]: 77, Q.S. an-Naml [27]: 77, Q.S. al-Jasiyah [45]: 20. Lihat, Khaled M. Abou El-Fadl, (2004).
Islam dan Tantangan Demokrasi, terj. Gifta Ayu Rahmani dan Ruslani, Jakarta: Ufuk Press, 12.

147Saiful Mujani, “Syari’at Islam dan Keterbatasan Demokrasi”’, dalam Luthfi Assyaukanie
(ed.), Wajah Liberal Islam.... 25-26.

148\Wawancara yang dilakukan Budhy Munawar Rachman dengan Ulil Abshar Abdalla di
Jakarta pada bulan Juni 2007. Lihat dalam Budhy Munawar Rachman, (2010). Azgumen Isiam
Untuk Liberalisme; Islam Progresif dan Perkembanagn Diskursusnya. Jakarta: Gramedia, 46-47.
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Simpulan

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pandangan Ul tentang
demokrasi khususnya di Indonesia ini tidaklah bertentangan dengan ajaran
Islam. Maka, jelas bahwa Islam telah megelitimasi konsep demokrasi yang
diterapkan di Indonesia. Melalui penafsirannya tersebut, Ulil ingin menegaskan
bahwa masyarakat Insonesia, khususnya yang beragama Islam, tidak lagi dapat
memungkuri bahwa untuk saat ini, demokrasi merupakan satu-satunya bentuk
pemerintahan yang paling pas untuk masyarakat Indonesia yang plural ini.
Penafsiran panjangnya tentang demokrasi ini tentunya tidak telepas dati
pendidikan yang dia peroleh sejak kecil. Backgroundnya yang memang berasal
dari lingkungan Islam tradisionalis, yang dalam hal ini adalah pesantren yang
berbendera Nahdatul Ulama’, memang mempunyai pengaruh besar terhadap
perjalanan pemikirannya.

Karena itu, terlepas dari kontroversi yang muncul tentangnya, Ulil adalah
salah satu dari sekian banyak pemikir muslim yang mencoba memahami
maksud dan kehendak yang Tuhan tuangkan dalam al-Qur’an di muka bumi ini,
dengan melihat realitas sosial yang ada, di mana al-Qur’an dibaca demi
terciptanya kedamaian dan keadilan pada semua kalangan khususnya di
Indonesia.
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KOMUNIKASI KELUARGA BEDA AGAMA
DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI AGAMA PADA ANAK
(STUDI PADA KELUARGA BEDA AGAMA DI KECAMATAN
KEDATON BANDAR LAMPUNG)

Fitri Yanti
IAIN Raden Intan Lampung
duniallfana99@gmail.com/saputrairawan25@yahoo.com

Abstract  This study begins by communication in families of different religions in the

District Kedaton Bandar Lampung. research goal is to acquire, identif),
assess and analyze communications in a family of different religions. how to
instill religions values to children. see how the strategies, functions, and
techniques of communication in families of different religions, and finally found
that the patterns of communication in families of different religions inculeate
religious values to children.
This study used qualitative methods of communication in families of different
religions in the Kedaton District. The results showed that. 1) family
communication strategy consists of planning the Muslim parents, choosing a
school and religious activities in mosques. 2) family communication functions,
such as relationships, delivering a message, educate | teach, changing attitndes
and bebavior. 3) family communication technigues, such as persuasive, coercive
and transcendental, and 4) communication patterns in families of different
religions teach religious valnes to children include: family interpersonal
communication patterns and authoritarian communication patterns.

Kata Kunci: Komunikasi Keluarga, Strategi Komunikasi, Fungsi Komunikasi,

Teknik Komunikasi, Anak

Pendahuluan

Keluarga merupakan komunitas terkecil di tengah-tengah masyarakat,
dalam keluarga terdapat anggota keluarga. Di Kecamatan Kedaton'¥ ada
beberapa keluarga yang menganut demokrasi beragama di dalam keluarga ada
yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha bahkan ada yang masih menganut
kepercayaan. Namun demikian relasi antar anggota keluarga di dalam rumah

149 Jumlah keluarga beda agama di kecamatan kedaton berjumlah 23 terdata maupun tidak
terdata keluarga namun peneliti mengambil 9 keluarga beda agama yang penulis anggap dapat
mewakili keseluruhan keluarga beda agama yang tentunya didalam keluarga tersebut terdapat yang
beragama Islam baik itu suami sebagai kepala keluarga atau istri yang beragama Islam serta
keluaraga tersebut mempunyai keturunan.

79



The Interface between Islam and Globalization

tanggal®nya berjalan secara harmonis.!!  (Gunaryo,2007:29) tanpa harus
mempersoalkan perbedaan keyakinan agama yang dianutnya. Konstruksi dan
sttuktur rumah tangga Bapak Mujiona yang anggota keluarganya berbeda
keyakinan agama, ternyata tidak sendirian, paling tidak ada beberapa rumah
tangga serupa yang menyertainya.

Satu dan lain hal yang menarik adalah masyarakat sekitar yang mayoritas
beragama Islam, ternyata tidak mempersoalkan kehadiran rumah tangga beda
agama ini dan bahkan mendukung serta menghadiri saat perhelatan perkawinan
dilaksanakan sungguhpun tidak menurut ketentuan agama Islam.

Kehadirannya seolah ikut mengantar terkondisinya relasi yang harmonis
antar penganut agama dalam suatu konstruksi dan struktur bangunan keluarga
beda agama melalui proses pernikahan. Untuk itu sekalipun kehadiran rumah
tangga beda agama dari kaca-pandang teologi masih berada dalam kawasan pro
dan kontra, namun perilaku penganut agama yang melaksanakan perkawinan
beda agama secara sosiologis terus ada dan tetap eksis di tengah-tengah
kehidupan penganut agama.

Dalam konteks pluralisme, semua agama sama karena bersumber dari
Tuhan Yang Maha Esa. Semua agama mengajarkan nilai-nilai baik yang harus
dijalankan oleh umatnya masing-masing. Meski demikian, tidak dipungkiri
bahwa dalam agama terdapat perbedaan doktrin yang tidak perlu
dipertentangkan. Perbedaan tersebut harus dipahami sebagai bagian dari hak
individu setiap pemeluk agama. Mempertentangkan perbedaan yang ada hanya
akan melahirkan sikap permusuhan yang merugikan semua pihak. Tugas para
pemeluk agama adalah menegaskan pentingnya nilai-nilai kebersamaan dan
kesamaan yang dapat diterima oleh semua pihak dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.

Berdasarkan pandangan pluralistik ini pula pindah agama menjadi sikap
yang tidak relevan. Secara sosial, perubahan agama sescorang tidak hanya
menyangkut kepentingan pribadi. Banyak faktor yang ikut terpengaruh oleh
sikap pindah agama: keluarga, masyarakat, bahkan komunitas agama yang
ditinggalkan. Walau tidak dengan kata-kata, pindah agama adalah hal paling
keras bagi sebuah agama yang ditinggalkan oleh pemeluknya. Tokoh-tokoh
agama merasa terpukul jika umatnya melakukan tindakan pindah agama. Karena

150 Selanjutnya obyek penelitian adalah orangtua Muslim, demikian juga digunakan rumah
tangga, karena para anggota di dalamnya ada yang bukan keluarga dalam pengertian nasab seperti,
pembantu.dan orang tua pasangan keluarga tersebut.

151 yang menyebutkan bahwa konflik dapat mendorong terciptanya innovasi baru,meski tidak
boleh ditafsitkan bahwa untuk sebuah perubahan perlu diciptakan konflik. Ia Jugamembedakan
antara konflik dan dispute (perselisihan). Bahwa dalam prespektif rumah tanggaharmonis,
keberadaan konflik yang cendrung keras dan perselisihan yang cendrung sementara tidakakan dan
tidak harus merusak konstruksi, struktur dan relasi rumah tangga yang dibangun
melaluipernikahan.
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itulah, pindah agama bukan solusi terbaik bagi umat untuk menyelesaikan
problem sosial-teologis-ideologis yang mereka hadapi.

Fenomena sosiologis keluarga beda agama melalui suatu pernikahan di
Kecamatan Kedaton ini, ibarat gunung es yang hanya di bagian permukaannya
saja yang kelihatan. Artinya masih banyak yang tidak kelihatan dan tidak tercatat
karena berbagai alasan seperti birokrasi, keluarga, tradisi, lingkungan dan lain-
lainnya.

Konflik horizontal yang bernuansa agama selama ini, ternyata tidak
berpengaruh banyak terhadap semakin menguatnya konstruksi dan struktur
bangunan keluarga beda agama. Fatwa haram oleh MUI dan para elit agama,
ternyata juga tidak mengkerdilkan minat antar penganut agama untuk
mengkonstruksi sebuah bangunan rumah tangga beda agama melalui proses
pernikahan. Fenomena ini menggambarkan bahwa perjalanan konstruksi dan
struktur bangunan keluarga beda agama secara sosiologis sedang mendapatkan
tempat.

Ternyata proposisi tersebut menemukan kebenaran bila melihat keluarga
yang dibangun di atas basis agama yang berbeda, namun justru memperlihatkan
suatu kondusifitas dan harmonisitas antar-anggota dalam keluarganya. Artinya
ada sebuah binding relation yang secara sosiologis merupakan fenomena yang
dapat diteliti dan dipelajari. Dengan kata lain bahwa penelitian ini hanya melihat
proses konstruksi sosial sebagai sebuah fenomena yang terkait dengan binding
relation dalam sebuah struktur keluarga yang para anggotanya berada pada basis
keyakinan agama yang berbeda.

Keluarga beda agama di latar belakangi oleh pernikahan beda agama,
menikah dengan agama yang sama namun setelah menikah kembali pada agama
asal, beda agama dari nasabnya. Sehingga setiap masing-masing individu yang
memiliki agama yang berbeda di dalam keluarga tersebut akan menanamkan
nilai-nilai agama atau memperkenalkan agama masing-masing terhadap anak-
anak mereka.!>? (Kartini, 1985: 85).

Kecendrungan tersebut akan membuat anak-anak mereka bingung untuk
memilih agama yang akan diikuti walaupun setiap anak tak jarang mengikuti
ritual-ritual agama yang dijalankan dalam keluarga tersebut. Dan perbedaan
agama dalam keluarga akan berpengaruh pada anak-anak mereka yaitu konflik
batin, resistensi dari keluarga, administrasi pernikahan serta kebingungan.

Dalam perkawinan beda agama akan muncul berbagai persoalan-
persoalan salah satunya adalah agama untuk anak-anak mereka. Sebagian besar
pasangan beda agama telah menetapkan agama untuk anak-anak mereka setelah

152 Mengatakan bahwa dari suatu perkawinan terciptalah kesatuan anggota keluarga yang
terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Keluarga masa depan bangsa merupakan tiga hal penting
yang saling berkaitan. Keluarga yang mempunyai kedudukan kunci yang sentral, karena
perkembangan anak dimulai dan di mungkinkan dalam lingkungan keluarga. Keluarga merupakan
tempat dimana setiap individu dibesarkan, sejak individu lahir sampai dating masanya ia
meninggalkan rumah untuk membentuk keluarga sendiri. Di dalam keluargalah hubungan
manusia yang paling awal terjadi,sebelum mengenal lingkungan yang lebih luas.
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lahir, akan tetapi setelah dewasa mereka akan diberi kebebasan untuk memilih
agama mana yang benar-benar mereka yakini.
Seorang anak yang lahir dari perkawinan dan latar belakang agama yang
berbeda-beda, ketika ia telah dewasa dan akan mengerti akan masalah-masalah
hidup yang ia hadapi akan mempertanyakan hal ini. Mengapa agama di dalam
keluarganya berbeda-beda dan agama siapa yang harus dipilih? Ketika akan
memilih agama sendiri akan banyak sekali faktor dan pikiran yang
mempengaruhi anak sampai pada akhirnya anak akan benar-benar mengambil
suatu keputusan apakah ia tetap memilih agama yang telah ditetapkan
orangtuanya sejak lahir atau memilih agama yang baru atau agama diluar agama
orangtuanya.
Dengan demikian fenomena sosial keluarga beda agama dengan segala
relasinya di tengah-tengah mainstream keluarga dalam menanamkan keyakinan
beragama menarik untuk diteliti dan karenanya dalam penelitian ini peneliti
mengangkat topik tentang, Komunikasi keluarga beda agama dalam menanamkan
nilai-nilai agama pada anak. Dengan fokus penelitian “Bagaimana Komunikasi
keluarga beda agama dalam menanamkan nilai-nilai agama pada anak di
Kecamatan Kedaton Bandar Lampung” ? Dari dua identifikasi masalah yaitu
1. Bagaimana Strategi Komunikasi, Fungsi Komunikasi dan Teknik
Komunikasi Keluarga Beda Agama dalam menanamkan nilai-nilai agama
pada anak di Kecamatan Kedaton Bandar Lampung?

2. Bagaimana Pola Komunikasi Keluarga Beda Agama dalam menanamkan
nilai-nilai agama pada anak di Kecamatan Kedaton Bandar Lampung?

Strategi Komunikasi Keluarga Beda Agama dalam Menanamkan Nilai-
nilai Agama.

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen
untuk mencapai suatu tujuan.Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi
tidak berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah saja, melainkan harus
menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Dengan demikian strategi
komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi (communication
management) untuk mencapai suatu tujuan.Untuk mencapai tujuan tersebut
strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara
taktis harus dilakukan, dalam arti bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda
tergantung pada situasi dan kondisi.

Dalam melaksanakan segala kegiatan dan aktifitas dikemudian hari
tentunya orangtua telah merencanakan apa yang harus dan mesti di lakukan
anak-anak mereka baik dalam mendapatkan pendidikan formal serta keyakinan
mereka yang akan mereka jalani khususnya perencanaan orangtua beda agama
dalam rumah tangga. Dari penelitian ini peneliti menemukan tiga kategori
strategi komunikasi keluarga yaitu perencanaan orangtua muslim, memilih
sekolah untuk anak dan kegiatan agama di Masjid.

Kategori Pertama dalam strategi orang tua muslim adalah Perencanaan
orangtua muslim dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu menghormati,
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mengarahkan, mengajarkan dan melibatkan. Dalam mengarahkan anak-anaknya
orangtua muslim selalu mengajarkan untuk saling menghormati termasuk
keluarga yang berbeda agama apalagi dalam hal menjalankan ibadah agama
masing-masing. Orang tua yang bijaksana membiarkan anak-anaknya memilih,
tugas orangtua mengarahkan yang terbaik buat anak-anak mereka, nampaknya
orang tua tidak menginginkan anak-anaknya menjalankan kegiatan keagamaan
dalam kondisi dipaksakan.

Memberikan contoh adalah hal yang sangat bijaksana dalam mendidik
anak yang lahir dan tumbuh berkembang di keluarga yang berbeda, tentunya
dengan itu anak-anak akan dengan sendirinya mengerti ibadah yang harus
dijalani setiap manusia beragama, Puasa dan Sholat adalah perintah agama yang
wajib dikerjakan, apabila orangtua melaksanakannya dengan penuh maka anak
akan sadar bahwa ibadah itu tidak dapat ditinggalkan kita ajari bagaimana dia
berkomunikasi dengan Rabbnya, yaitu mendirikan shalat lima waktu.

Melibatkan anak-anak dengan tugas-tugas agama misalnya ketika
membayar zakat, orangtua dapat menjelaskan bahwa dengan membayar zakat
kita perduli dengan orang yang kekurangan. Pada prinsipnya orangtua muslim
menginginkan pengembangan kualitas sumberdaya manusia merupakan
prioritas utama yang harus ditingkatkan, sehingga dengan demikian ia dapat
memiliki segala kemampuan yang dibutuhkan dalam pembangunan di segala
bidang. Manusia yang berkualitas dapat memanfaatkan segala potensinya dan
mampu merebut peluang di masa depan.

Kategori Kedna yaitu memilih sekolah untuk anak; disini dapat dibagi
yaitu berbaur dengan anak-anak muslim artinya orangtua menginginkan anak-
anaknya berbanr dengan teman-teman sebaya yang muslim, dalam artian dapat
secara tidak langsung menerima pengetahuan agama dari pergaulan sehari-hari,
anak akan melihat teman-temannya berprilaku anak muslim. Pengetahuan
tambahan; anak akan mendapatkan ilmu agama karena di rumah mereka tidak
maksimal mendapatkannya, jika disekolah yang notabennya agama tentu selain
materi praktek juga diajarkan praktek sholat, mengaji dan lain sebagainya.
Percaya Diri; anak tidak akan merasa terpojokkan ketika teman-temanya
mengetahui bahwa dia berasal dari keluarga yang berbeda agama namun si anak
akan percaya diri karena lingkungan, sekolah dan salah satu oarangtuanya
membuat dia tidak merasa kecil hati.

Pengembangan kemampuan berkomunikasi dalam interaksi keluarga
petlu dilakukan orang tua, baik untuk kepentingan dirinya maupun anggota
keluarga. Orang tua sebagai Seorang komunikator agar tidak ragu-ragu dan
memiliki sikap yang mantap untuk memiliki kredibilitas yang tinggi, perlu
memiliki keterampilan berkomunikasi, memiliki pengetahuan yang luas,
memiliki sikap yang baik dan daya tarik. Pembentukan pribadi atau karakter
sebagal &halifah tentu menuntut kematangan individu, hal ini berarti untuk
memenuhi tujuan utama tersebut maka pengembangan sumber daya manusia
adalah suatu keniscayaan.
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Kategori yang Kefiga yaitu Mengikuti kegiatan keagamaan dimasjid.

masjid adalah tempat ibadah dimana anak-anak senang mengikuti pengajian,
suasana juga mendukung anak-anak mereka belajar aktif di masjid karena
termotifasi teman-temannya pandai mengikuti rangkaian kegiatan pengajian. Di
sinilah terpacu anak untuk dapat mengaji, sholat bahkan menghapal do’a-do’a.
Yang paling pertama yang kita lakukan adalah memperkenalkan sang anak
dengan Rabbnya, karena dengan tauhid atau iman yang mantap akan menggiring
sang anak pada kesempurnaan lahir dan batin.
Hasil startegi komunikasi atau akibat komunikasi dapat mencapai aspek kognitif
menyangkut kesadaran dan pengetahuan, aspek afektif menyangkut sikap dan
persaan dan aspek psikomotor menyangkut perilaku dan tindakan. Hasil
komunikasi di antara anggota keluarga yaitu terjadinya perubahan perilaku
anggota keluarga dalam menjaga keharmonisan hubungan keluarga.

Fungsi Komunikasi Keluarga Beda Agama dalam Menanamkan Nilai-
nilai Agama.

1. Memupuk Hubungan

Sebagai orang tua di dalam keluarga dan sebagai panutan ibu atau ayah

muslim dapat berperan sebagai apa saja bagi para anak-anaknya, agar anak dapat
lebih nyaman dalam menjalankan semua aktifitasnya. Untuk itu orangtua
muslim berusaha menjadi yang terbaik bagi anak-anaknya dengan cara
bagaimana orangtua memupuk hubungan dengan anak-anaknya
Interaksi antara orangtua dan anak dipandang sangat menentukan dasar
pembekalan pada seorang anak. Agar proses tumbuh kembang anak terjamin
dan berlangsung secara optimal. Kebutuhan dasar anak di tingkat keluarga
harus terpenuhi. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan akan perhatian
dan kasih sayang orangtua maupun anggota keluarga lainnya. Peran orangtua
terhadap anak;

a. Orangtua sebagai pendidik (educator), artinya orangtualah dalam proses
pendidikan anak dapat memiankan peran dalam pembentukan pribadi dan
moral, bahkan meletakkan dasar-dasar dalam kecakapan hidup.

b. 6ktr’Orangtua sebagai guru, artinya bahwa orangtua dalam kehidupan
sehari-hari dapat memainkan peran untuk melakukan kegiatan belajar,
apakah itu kegiatan membaca, menulis, maupun berhitung, sehingga anak-
anak memiliki kesiapan untuk melakukan aktivitas belajar sebagaimana yang
dikehendaki di sekolah.

c. Orangtua sebagai motivator, artinya bahwa orangtua dapat memotivasi anak
dan mendorongnya baik langsung maupun tidak langsung, sehingga
membuat anak-anak itu menyukai kegiatan belajar dan bekerja.

d. Orangtua sebagai supporfer, artinya bahwa orangtua seharusnya mampu
memberikan dukungan baik moril maupun materiil yang sangat diperlukan
anak untuk melakukan kegiatan belajar baik di rumah maupun
kepentingannya di sekolah. Dukungan yang diberikan hendaknya didasarkan
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pada prinsip-prinsip pedagogis, sehingea benar-benar dukungannnya lebih
bermakna bagi pertumbuhan dna perkembangan anak.

e. Orangtua sebagai fasilitator, artinya bahwa orangtua scharusnya mampu
menyisihkan waktu, tenaga, dan kemampuannya untuk menfasilitasi segala
kegiatan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Orangtua
dapat menciptkan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya kegiatan belajar
dan bermain bagi anak di rumah, sehingga memungkinkan semua kebutuhan
anak untuk tumbuh dan berkembang dapat dicapai dengan mudah.

f.  Orangtua sebagai model, artinya bahwa orangtua seharusnya menjadi contoh
dan teladan di rumah dalam berbagai aspek kecakapan dan perilaku
hidupnya, sehingga anak-anak dapat mengikuti yang baik-baik di rumah,
sebelum anak-anak memasuki kehidupan di tengah-tengah masyarakat.
Misalnya : kebiasaan melakukan ibadah, tutur kata, kebiasaan membaca,
berdialog atau berdiskusi setiap menghadapi persoalan dengan cara yang
sedemokratis mungkin dan tidak dengan sikap otoriter, respek antara
sesama, dan sebagainya.

2. Penyampaian Pesan

Penyampaian pesan orangtua digunakan untuk menaschati, menegur,
bimbingan/ pengajaran, serta memberikan informasi. Komunikasi ini adalah
sebagai wujud ungkapan perasaan / pikiran atas apa yang dia pahami terhadap
sesuatu hal atau permasalahan. Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan
perasaan-perasaan  (emosi) kita. Perasaan-perasaan tersebut terutama
dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Perasaan sayang, peduli,
rindu, simpati, gembira, sedih, takut, prihatin, marah dan benci dapat
disampaikan lewat kata-kata, namun bisa disampaikan secara lebih ekpresif
lewat perilaku nonverbal. Berkomunikasi dengan bahasa tubuh bermakna lebih
dari sekedar kata. Ekspresi kegembiraan ditunjukkan dengan mengangkat kedua
tangan sambil mengepalkannya. Mengangguk berarti setuju. Memejamkan mata
seolah-olah mengerti.
Berbagai pesan atau perasaan dapat disampaikan melalui sentuhan, tetapi yang
paling sering dikomunikasikan antara lain : tanpa perhatian (defached), kasih
sayang (mothering), takut (fearful), marah (angry), dan bercanda (playful).

Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang
berlangsung antar individu dalam suatu komunikasi turut ditentukan oleh
suasana dan pengaturan lingkungan atau keadaan mengemukakan bahwa
komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu, dengan gaya dan pola atau
topik-topik termasuk simbol komunikasi seseorang yang ditentukan oleh
suasana apa dan bagaimana dihadapi.

3. Mendidik/Mengajar
Dalam konteks edukatif, maka sebuah keluarga muslim yang paling

utama adalah berfungsi dalam memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai
moral dan keterampilan.
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Islam senagat memperhatikan pendidikan anak dalam keluarga. Kita
tentu sepakat bahwa tidak ada yang lebih berbahaya terhadap masyarakat
daripada kerusakan anak-anak sebagai generasi pengganti dan pemimpin masa
depan kita. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan hal ini dengan
perhatian yang khusus dari sisi pendidikan mereka. Yakni dengan pendidikan
yang memberikan jaminan keamanan dan kebahagian bagi kaum muslim. Cikal
bakal pendidikan anak dimulai dari dalam setiap rumah tangga di bawah
naungan kedua orangtuanya.

Dalam konteks fungsi edukatif, maka sebuah keluarga muslim (dalam hal
ini orangtua) yang paling utama berfungsi dalam memberikan keyakinan agama,
nilai budaya, nilai moral dan keterampilan. Berkaitan dengan pemberian
keyakinan agama, sesungguhnya anak memang dilahirkan dalam keadaan fitrah
maka orang tuanyalah melalui pendidikan di keluarga yang akan menentukan
apakah anak tersebut akan menjadi muslim, nasrani, majusi atau yahudi.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa peran orangtua dalam pendidikan anak
di keluarga sangatlah besar. Tidak betlebihan apabila dikatakan bahwa orangtua
adalah central teacher dalam keluarga. Hal ini disebabkan setiap anak
mendapatkan pendidikan pertama kali dan biasanya yang paling membekas dari
orang tuanya. Orangtua menjadi pendidik pertama dan utama. Kaedah ini
ditetapkan secara qodrati, artinya orang tua tidak dapat berbuat lain, mereka
harus menempati posis itu dalam keadaan bagaiamanapun juga. Karena mereka
ditakdirkan menjadi orangtua anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, mau tidak
mau mereka harus menjadi penanggung jawab pertama dan utama. Kaedah ini
diakui oleh semua agama dan semua sistem nilai yang dikenal manusia.

Orangtua menjadi inspirator, sebagai layanan pendidikan dan
menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pembinaan akhlak
kepribadian, keilmuan dan motivasi dengan berbagai metode pengajaran dengan
tidak lupa akan tujuan utama pendidikan yaitu menciptakan dan
menggabungkan kepribadian muslimah yaitu kepribadian yang berilmu dan
bertawakal kepada Allah.

4. Mengubah sikap dan Prilaku

Orangtua selalu memberikan pesan-pesannya baik berupa perintah,
peringatan, penilaian dan lainnya.

Kepatuhan terhadap orangtua dan kemandirian menjadi dua aspek
psikologis yang sangat lekat dengan kehidupan anak. Kepatuhan adalah
perubahan sikap dan tingkah-laku seseorang untuk mengikuti permintaan atau
perintah orang lain. Seseorang dapat dikatakan patuh terhadap orang lain,
apabila orang tersebut dapat mempercayai (belief), menerima (accept), dan
melakukan (ac#) sesuatu atas permintaan atau perintah orang lain. “Be/ef” dan
“accep?” merupakan dimensi kepatuhan yang terkait dengan sikap, dan “ac’
merupakan dimensi kepatuhan yang terkait aspek tingkah-laku patuh seseorang,.

Demikian pula bukan setiap perubahan tingkah laku dipakai sebagai
ukuran berhasilnya proses pendidikan orangtua. Harapan perubahan tingkah
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laku perlu dirumuskan dulu dalam suatu pendidikan dengan perkataan lain
bahwa tujuan pendidikan adalah rumusan pada tingkat dan jenis tingkah laku
yang lazim dirumuskan dalam kategori pengetahuan, kecerdasan, sikap, dan
keterampilan yang diharapkan bisa dimiliki oleh sasaran pendidikan setelah
menyelesaikan program pendidikan.

Pendidikan dan pelatihan apapun bentuk dan tingkatnya pada akhirnya
menuju pada suatu perubahan prilaku individu, kelompok bahkan masyarakat.
Perubahan prilaku dalam hal ini mencangkup perubahan atau peningkatan
kemampuan di tiga bidang domain yakni kognitif, afektif dan psikomotorik.
Seberapa jauh perubahan atau peningkatan itu terjadi diperlukan suatu
mekanisme. Mekanisme itu menggunakan sistem atau alat pengukur, yang
sering disebut tes, evaluasi dan pengukuran yang oleh sebagian orang di beri arti
sama, serta menggunakannya secara bertukar, mesti sebenarnya berbeda.
Komunikasi yang efektif dapat mengubah tingkah laku atau memperkuat
tingkah laku yang sudah baik.

Teknik Komunikasi Keluarga Beda Agama dalam Menanamkan Nilai-
nilai Agama
1. Persuasif

Dapat dilihat dalam konteks orangtua pada penyampaian pesan dengan
teknik persuasive (ajakan/himbauan) melalui tiga kategori yaitu kenyamanan,
keterbukaan dan menarik. Dalam proses pembentukan sikap dan tanggapan,
orangtua harus mampu mempertalikan antara gagasan atau pesan dengan nilai-
nilai yang telah melekat dalam sistem masyarakat atau pada diri anak. Penguatan
tanggapan adalah terdapatnya kesinambungan perilaku yang sedang berlangsung
saat ini terhadap beberapa pesan, gagasan dan isu. Perubahan tanggapan adalah
perubahan tanggapan anak untuk mengubah perilaku mereka terhadap suatu
pesan, konsep atau gagasan.

Dalam komunikasi persuasif, meng-gayakan pesan merupakan aspek
yang penting karena dapat "membungkus" pesan menjadi lebih menarik dan
enak di "konsumsi". Orangtua dengan kharismanya memiliki gaya perolehan
perhatian yang mengesankan, yang dapat diperoleh dengan cara penggunaan
bahasa yang jelas, luas dan tepat. Bahasa yang efektif mengandung tiga unsur,
yaitu kejelasan, kelugasan, dan ketepatan.

Saat ini sebagian besar orang tua yang berhasil mendidik anak-anaknya
dengan cara komunikasi dua arah dan hubungan yang dilandasi dengan kasih
sayang. Komunikasi yang tepat akan memudahkan anak ataupun orangtua
untuk menyampaikan apa yang ia rasakan ataupun yang diketahui. Dengan
komunikasi orangtua dapat mengenal setiap anaknya sebagai pribadi yang unik,
dan dapat menjalin hubungan yang akrab dengan anaknya.

Ada tiga teknik komunikasi yang paling penting untuk dapat membangun
jenis hubungan yang penuh kasih sayang dalam keluarga, yaitu: bercerita,
mendengarkan dan berempati. Berverita, Orangtua dapat mendidik anaknya
dengan bercerita. Orangtua yang bersedia membuka diri kepada anaknya akan
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mendorong keterbukaan diri anak. Dengan memberikan kesempatan pada anak-
anak untuk bercerita tentang apa yang dialaminya maka akan membantu anak
agar lebih membuka diri, dapat menerima kritik dan saran, memperbaiki diti
serta membantu anak untuk dapat lebih mengemukakan apa keinginan mereka.
Jadi anak lebih terbuka dengan orangtua mereka. Anak yang tidak pernah
berbagi pengalaman dengan orangtua, maka akan menjadi anak yang cenderung
menutup diri dan tidak dapat mengekspresikan diri.

Mendengarkan, Kemampuan untuk mendengarkan orang lain, merupakan
suatu hal yang penting untuk membina hubungan dalam keluarga. Pada
hakikatnya mendengar adalah menerima sampai suatu cerita berakhir, serta
berusaha untuk menyusun kembali dalam pikiran kita peristiwa-peristiwa dan
pengalaman-pengalaman orang lain. Pada saat anak menghadapai suatu masalah
orangtua hendaknya mendengarkan cerita anak sampai selesai sebelum orang
tua memberikan solusinya. Dan terakhir Berempati, berarti mau merasakan apa
yang dirasakan oleh orang lain.

2. Koersif

Teknik koersif dalam penelitian penulisan ini dapat dititik beratkan pada
hukuman kepada anak yang melanggar aturan orangtua, namun hukuman yang
diterima anak mempunyai tahapan-tahapan atau tingkat hukuman dari
pelanggaran disiplin yang ringan sampai pelanggaran yang berat. Hukuman
diberikan disesuaikan dengan pelanggaran anak terhadap aturan yang diterapkan
orangtua.

Biasanya teknik koersif digunakan ketika anak sudah melanggar disiplin
atau aturan berulang-ulang karena bentuk naschat yang disampaikan sudah
diabaikan atau tidak didengarkan. Hukuman yang diterima anak bertujuan agar
anak tidak mengulangi atau anak akan menjadi jera dan tidak melakukan
perbuatan yang melanggar disiplin kembali. Hukuman yang diterima anak
diterapkan oleh orangtua berbentuk didikan atau pelajaran disiplin misalnya
memebersihkan kamarnya sendiri, menghapal beberapa paragraph pelajaran
atau menulis sebanyal-banyaknya untuk tidka mengulangi kesalahan lagi.

3. Transendental

Orangtua menggunakan komunikasi transendental yang dilakukan dengan
mempunyai tujuan agar anak mengetahui bahwa di samping ucapan rasa syukur
atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, komunikasi ini dilakukan oleh
semua umat manusia yang beriman dan bertakwa disetiap waktunya karena
komunikasi transendental — dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.
Sementara itu setiap anak dalam melakukan komunikasi transendental juga
harus dilandasi oleh empat dimensi yaitu ruh, kalbu, akal dan nafsu keempat
dimensi ini akan menjadi bahan bakar dalam proses komunikasi transendental.
Berikut teknik transendental orangtua kepada anaknya yaitu:

a. Membekali tauhid dan keyakinan pada anak

Tauhid merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam pendidikan
anak.Yang paling pertama yang kita lakukan adalah memperkenalkan sang anak
dengan Rabbnya, karena dengan tauhid atau iman yang mantap akan menggiring
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sang anak pada kesempurnaan lahir dan batin. Apabila iman seseorang telah
sempurna maka akan memiliki akhlak yang mulia.
b. Membiasakan Melaksanakan sholat dan Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Setelah kita memperkenalkan sang anak dengan Rabbmya, kita ajari
bagaimana dia berkomunikasi dengan Rabbnya, yaitu mendirikan shalat lima
waktu. Kemudian kita juga tidak luput mendidiknya dalam amar ma'ruf dan nabi
munkar. Dengan demikian bentuk mendidik sangat luas, misalnya memberi
teladan, membiasakannya, serta memberi motivasi untuk sholat.

Pengetahuan yang diberikan orangtua kepada anak mengenai sholat yang
dilakukan, dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam kesemuanya
dilandasi oleh empat dimensi komunikasi transendental. Dimulai dengan
dimensi ruh, adanya ruh yang ditiupkan kedalam tubuh manusia membuat
manusia hidup dan menjalankan aktifitasnya. Kemudian kalbu sebelum
melakukan sholat, maka kalbu harus bersih terlebih dahulu, kalbu yang bersih
akan membuat jiwa terlepas dari segala sesuatu selain Allah. Kemudian akal
tanpa adanya landasan akal manusia tidak akan mampu melaksanakan sholat.
Karena akal yang mengontrol tubuh manusia dalam melakukan gerakan sholat
dan bacaan shalat dan terakhir nafsu.

Di samping sholat, komunikasi transendental juga dapat dilakukan
dengan berdzikir. Ketika manusia berkomunikas dengan Tuhan maka ada
pesan yang disampaikan pada proses komunikasi tersebut, jika dalam sholat
pesan yang disampaikan berupa bacaan-bacaan sholat do’a serta permohonan
yang disampaikan pada setiap selesai sholat.
¢. Mendidik Berakhlak Karimah

Sejak kecil anak harus diajarkan, dibiasakan, dan dikondisikan melakukan
perbuatan yang baik. Jika seorang anak terbiasa melakukan perilaku yang buruk
hingga ia besar, maka akan sukar meluruskannya. Artinya, penanaman akhlak
kepada anak dimulai sedini mungkin dan seyogianya dilakukan oleh setiap orang
tua. Jangan biarkan anak tanpa pendidikan akhlak dan moral.

d. Mencintai Nabi, Keluarga dan Mengajari Membaca Al-Qur’an

Memberikan teladan adalah metode paling jitu dalam pendidikan anak.
Dan meneladani Nabi Muhammad saw Karenanya memperkenalkan pribadi
Nabi Muhammad saw sejak dini akan menjadi pondasi kuat dalam
pembangunan akhlaq para putra dan putri. Jadikan sosok Nabi itu hidup dalam
benak mereka dan sangat mereka cintai. Tak ada pribadi yang lebih indah budi
pekertinya dati pada Nabi Muhammad

Membaca Al-Qur’an merupakan pedoman hidup bagi setiap insan,
membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah kepada Allah swt. Selain
dari pada itu, Al-qur’an juga mempunyai rahasia dan hikmah yang tinggi.
Rahasianya perlu digali, pintu hikmahnya perlu dipelajari supaya perjalanan
hidup kita senantiasa dalam keridhaan Allah swt. Lebih-lebih lagi kita wajib
mempercayai kitab suci al-qur’an yang mana kitab ini merupakan pelengkap dan
penyempurna rukun iman seorang muslim.
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Pola Komunikasi Keluarga Beda Agama dalam Menanamkan Nilai-nilai
agama pada Anak

Peneliti menemukan beberapa pola komunikasi keluarga beda agama
dalam menanamkan nilai-nilai agama pada anak di Kecamatan Kedaton, peneliti
dapatkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan
sebelumnya yaitu :

1. Pola Komunikasi Keluarga Interpersonal

Setiap keluarga mempunyai pola komunikasi tersendiri. Relasi antara
anak dan orang tua menunjukkan adanya keragaman yang luas. Relasi orangtua
dan anak dipengaruhi dan ditentukan oleh sikap orangtua. Sikap yang
berhubungan dengan afeksi dan dominasi; ada orangtua yang mendominasi,
yang memanjakan, acuh tak acuk dan oangtua akrab, terbuka, bersahabat.
Penerapan pola komunikasi keluarga sebagai bentuk interaksi antara orangtua
dengan anak maupun antar anggota keluarga memiliki implikasi terhadap proses
perkembangan emosi anak. Dalam proses komunikasi tersebut, anak akan
belajar mengenal dirinya maupun orang lain, serta memahami perasaannya
sendiri maupun orang lain.

Komunikasi dalam keluarga berbeda agama dalam menanamkan nilai-
nilai agama pada anak lebih banyak komunikasi antar pribadi. Relasi antar
pribadi dalam setiap keluarga menunjukkan sifat-sifat yang kompleks.
Komunikasi antar pribadi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan
di antara dua orang atau kelompok kecil orang dengan berbagai efek dan umpan
balik. Setiap komponen harus dipandang dan dijelaskan sebagai bagian yang
terintegrasi dalam tindakan komunikasi antar pribadi.

Pola komunikasi interpersonal merupakan suatu proses interaksi total
orangtua dan anak, yang meliputi kegiatan seperti memelihara, memberi makan,
melindungi, dan mengarahkan tingkah laku anak selama masa perkembangan
anak serta bagaimana cara orangtua mengkomunikasikan afeksi (perasaan) dan
norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan
lingkungan. Pada dasarnya komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh
komunikator mempunyai tujuan untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku
komunikan dengan cara mengirimkan pesan dan prosesnya yang dialogis.

Dari hasil dan pembahasan penelitian ini strategi, teknik dan fungsi
komunikasi keluarga beda agama dalam menanamkan nilai-nilai agama pada
anak melahirkan pola komunikasi interpersonal yang dibandingkan dengan
bentuk-bentuk komunikasi lainnya, komunikasi antarpribadi dinilai paling
ampuh dalam kegiatan mengubah sikap, kepercayaan, opini, dan perilaku
komunikan. Alasannya adalah karena komunikasi antarpribadi umumnya
berlangsung secara tatap muka (face fo face) antara komunikator dan komunikan
saling bertatap muka, maka terjadilah kontak pribadi (personal contact). Ketika
komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan, umpan balik
berlangsung seketika dan komunikator mengetahui pada saat itu tanggapan
komunikan terhadap pesan yang dilontarkan. Pesan yang diajatkan, diarahkan
dan diberi suatu pengertian antara orangtua dan anak tentang nilai-nilai agama
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akan lebih efektif tanpa perantara apapun sehingga anak akan lebih memahami
segala perbedaan yang terjadi di dalam keluarganya dan orangtuanya. Tanpa
memaksakan kehendak orangtua kepada anak untuk memilih dan menjalankan
agama yang mereka yakini dengan pola komunikasi interpersonal orangtua
muslim dapat dengan mudah mengarahkan anak agar dapat menjalankan dan
memilih agama yang diyakini orangtua muslim tersebut.

Pola komunikasi yang terjadi dalam keluarga bisa dinyatakan langsung
ataupun hanya disimpulkan dari tingkah laku dan perlakuan yang terjadi dalam
keluarga tersebut. Keluarga perlu mengembangkan kesadaran dari pola interaksi
yang terjadi dalam keluarganya, apakah pola tersebut benar-benar diinginkan
dan dapat diterima oleh seluruh anggota keluarga, apakah pola itu membantu
dalam menjaga keschatan dan fungsi dari keluarga itu sendiri, atau malah
merusak keutuhan keluarga. Kesadaran akan pola itu dapat dibedakan antara
keluarga yang sehat dan bahagia dengan keluarga yang dangkal dan bermasalah.
2. Pola Komunikasi Keluarga Otoriter

Dari teknik komunikasi keluarga beda agama, peneliti dapat menemukan
salah satu pola kumunikasi keluarga (orangtua muslim) dalam menanamkan
nilai-nilai agama pada anaknya tentunya dengan hasil yang diinginkan dan
diharapkan orangtua, dengan begitu orangtua muslim menggunakan pola
komunikasi keluarga otoriter. Orangtua yang menerapkan pola asuh
Authoritarian akan memberikan pengontrolan yang ketat terhadap perilaku
anaknya. Namun kurang memberikan kesempatan atau berdiskusi. Artinya
adanya penerapan disiplin yang ketat dan bersifat otoriter. Dengan pola asuh ini
anak akan cenderung berkembang menjadi anak yang kaku, sulit menyesuaikan
diri dalam situasi sosial, tidak percaya diri dan bahkan mengarah pada perilaku-
perilaku agresif.

Adanya kontrol yang ketat dari orangtua, aturan dan batasan dari
orangtua harus ditaati oleh anak, anak harus bertingkah laku sesuai aturan yang
ditetapkan orangtua, orang tua tidak mempertimbangkan pandangan atau
pendapat anak dan orangtua memusatkan perhatian pada pengendalian secara
otoriter yaitu berupa hukuman fisik. Pada tipe ini orangtua menentukan apa
vang perlu diperbuat oleh anak tanpa memberi penjelasan tentang alasannya.
Apabila anak melanggar ketentuan yang telah digariskan oleh orangtua, anak
tidak diberi kesempatan untuk memberi alasan atau penjelasan sebelum
hukuman diterima anak. Pada umumnya hukuman berwujud hukuman badan.
Pada pola ini orangtua jarang atau tidak memberikan hadiah, baik berwujud
kata-kata maupun bentuk lain apabila anak berbuat sesuai dengan orang tua.
Tipe pola otoriter, anak mempunyai sifat submitif, anak tidak mempunyai
inisiatif karena takut berbuat kesalahan, anak menjadi penurut, tidak
mempunyai kepercayaan diri dan tidak mempunyai tanggung jawab. Pada tipe
ini kontrol orangtua sangat ketat. Namun dipihak lain orangtua menuntut agar
anak lebih bertanggung jawab sesuai dengan perkembangannya, tetapi anak
merasa terkekang dalam mencari kemandirian. Karena itu sering terjadi konflik
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antara anak dan orangtua, anak tidak mau mengadakan komunikasi dengan
orang tua, yang akhirnya terjadi jurang pemisah antara anak dan orangtua.

Pola otoriter mempunyai citi diantaranya, kekuasaan orangtua dominan,
anak tidak diakui sebagai pribadi, control terhadap tingkah laku anak sangat
ketat, orangtua tidak segan-segan menghukum anak jika tidak patuh, anak harus
tunduk, patuh, da tidak boleh bertanya. Pola asuh otoriter cenderung
membatasi perilaku kasih sayang, sentuhan dan kelakatan emosi antara
orangtuadan anak sehingga antara orangtua dan anak seakan memiliki dinding
pembatas yang memisahkan si “otoriter” (orang tua) dengan “si patuh” (anak).

Pola komunikasi keluarga ini digunakan orangtua muslim agar
menghendaki anaknya memiliki sikap yang baik dan motivasi belajar yang tinggi
harus memperlihatkan contoh atau ketauladanan dan dorongan ke arah yang
diinginkan, apalagi orangtua muslim tidak ingin anaknya masuk atau mengikuti
jejak perkawinan orangtuanya yang berbeda begitu pula rangtua muslim ingin
anaknya berkeyakinan (Islam) sama dengan orangtuanya. Sikap orangtua
memberikan kemungkinan yang sangat besar terhadap sukses atau gagalnya
usaha seorang anak dalam membentuk pribadi yang shaleh. Oleh karena itu
orangtua adalah modal dasar menanamkan kebaikan dalam mendidik anak.
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DEFINING THE COMMON GOOD FOR INDONESIA
Nation-State and the Question of Religious and Cultural Diversity

Munirul Ikhwan
Graduate School of Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta

Abstract: A dramatic political transformation took place in the 20" century, marked
with the decline of world empires and the emergence of the nation-state as an
uncontested geo-political sovereignty, whose introduction in the Muskim world
had been challenged by Muslim political revivalist groups for the concept was
perceived to have contradicted the idea of wmma (universal Muslim
community) and undermined the ruling of shar“a in the life of Muslim society.
The world’s most poputous Muslim conntyy, Indonesia, without exception, has
to tackle the same challenge. This paper demonstrates how Indonesian people
are involved in public debates, which lead them to common understanding
about their common good, which is discursively represented by the state
philosophical foundation, Pancasila (Five Pillars), regardless of its use and
misuse by certain regimes. It argues that this common good can be seen as a
social and political project whose legitimacy is increasingly bolstered by —
Islamic— religions argnments.

Keywords: Nation-State, Umma, Common Good, Indonesia, Pancasila, Social
And Political Project

Introduction

One of the most salient transformations that took place in the 20t
century was the dramatic decline of world empires with the emergence of the
nation-state as an uncontested political system and sovereignty. The Russian
and German Empires dissolved in the 1910s, the French Empire in the 1940s,
the Spanish Empire in the 1970s and the British Empire in the 1990s. The
Ottoman Empire, which represented a Muslim world political power in modern
times, dissolved in the 1920s. Its dissolution is often seen as a major setback of
Muslim political power, and has been largely lamented by Muslim political
revivalist groups which perceived that the adoption of the nation-state in the
Muslim world has divided Muslims into geopolitical divisions bound not by
religion but by worldly factors: race, culture, and language (Piscatori 1986). This
division is seen by the proponents of the caliphate and shari‘a-based legal
systems to have contradicted the idea of a single universal Muslim community
(umma). Even worse, the adoption of the nation-state in the Muslim world is
seen to have generated a bitter consequence, since many of those Muslim
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nation-states are seen by Muslim political revivalists to have ignored the
implementation of the divine law (Taji-Farouki 1996).

Indonesia, the world’s most populous Muslim country with a huge
cultural diversity, declared its independence as a sovereign state on August 17,
1945. What is interesting is that although Muslims are seen to have had
dominant contribution in the realization of Indonesia’s independence,'>? Islam
has never been attached officially to the state constitution, and Islamic law has
never fully dominated the state legal systems. Instead, Indonesia is founded on
a philosophical basis, widely known as Pancasila (the Five Principles), which is
relatively neutral from any religious identification. The paper aims to answer the
following questions: Why did Islam fail to become the underlying principle of
the state ideology? What drove Indonesia’s founding fathers to take a neutral
ideology for the state, while Islam was theoretically ready to provide a possible
unifying basis for a country with a Muslim majority? How could Pancasila
represent the common good for the state and Indonesian people? And to what
extent is the national common good constantly debated and challenged? This
paper argues that the realization of the common good in Indonesia cannot be
disassociated from the effective functioning of the public sphere as a realm of
contestation of ideas among various actors, in which the merits of arguments
—mnot the backgrounds and identities of arguers— were crucial for this end.

Common Good between Social Science and Islamic Legal Discourse
Scholars with social science backgrounds have argued that defining the
common good, what it consists of, and how it is constituted and best realized is
a matter of contestation in any given society (Zaman 2004:130). In some cases,
the common good is determined based on the interests of the dominant group,
or widely termed as “communitarianism”. In his critique on communitarianism,
Craig Calhoun (1998:20) views that in considering the public good, or the
common good,!> one needs “to think more clearly of the public as a realm or
realms of discourse and contestation within which both identities and interests
are constituted.” Calhoun observes that discussions of the public good
generally tend to put emphasis more on an image of similarity under a certain
category rather than the more differentiated relations among members of
concrete social networks and interdependent social systems. According to him,

153 Generally speaking, Islam was the religion of the majority of Indonesian people in the
carly 20t century, regardless of the degree of their commitment to its teachings. As widely
argued, it played a crucial role in integrating dispersed nationalist movements in the first half of
the century. It served not only as a common bond —counteracting parochial tendencies that
might have become strong at the time— but also as a symbol of struggle and resistance against
any intruder and oppressor of a different religion (Kahin 1966:38), and in patticular the Dutch
colonial government.

154 In this paper I would rather use the term “common good”. Whether or not “common
good” conceptually differs from “public good” is not significant in our discussion on how what I
call the “national common good” of Indonesia can be achieved through the debates between the
Indonesian founding fathers and, later, various elements of Indonesian society.
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this might end with either identifying “the underlying commonalities that
constitute the public as a category of similar persons”, or charging such
commonalities with coercion. Accordingly, the idea of the public as a realm of
public discourse and contestation among various parties is missing from this
perspective  (Calhoun 1998:23). Calhoun therefore emphasizes a more
“democratic” atmosphere in the process of creating and nurturing the public
good by considering modes of discourse that may go beyond the affirmation of
commonality. With such a perspective, Calhoun higlights the importance of the
public sphere in which contestation of ideas and opinions can be realized.

Introduced by Jirgen Habermas through his analysis on the bourgeois
political life of the seventeenth through mid-twentieth centuries in Western
Europe, the public sphere at its base implies a realm separate from the formal
structure of political authority and the space of family, whose access is open for
all citizens, in which something approaching public opinion can be formed
(Eickelman and Salvatore 2004:06). It should be noted, however, that the idea of
the public sphere cannot be exclusively understood as an arena of contest and
dispute unique only to European bourgeois societies. Habermas in his later
writings acknowledges the inclusion of more and more participants, which
shows that there is no inherent reason why it has to be restricted to an idealized
European bourgeoisie (Calhoun 1992:3; Hickelman and Salvatore 2004:6). In
nutshell, it will be more productive to imagine the notion of the public sphere
“as a contested terrain that ought to be thought of in terms of its multiplicity or
diversity” (Meyer and Moors 2006:12) or any site of contests by members of a
given society over the definition of the common good and of the values and
virtues required for the common good to be realized (Eickelman and Salvatore
2004:5). Because the common good theoretically appears from an egalitarian
public contestation, a single conception of the common good rarely can be
achieved.

In Islamic legal discourse, the conception of the common good is often
linked to masiaha, a traditional concept of legal reasoning employed to
determine public interest, which actually obtains its significance in modern
times as a principle of adaptability (Hallaq 1997; Masud 2009). Mas/aha had
been subject to criticism for the lack of explicit basis from the revealed text. In
pre-modern times, it was put into marginal importance of authority, especially
after the theory of “four sources” (the Qut’an, the Sunna, jma‘ or consensus,
and giyas or analogy), which were originally introduced by al-Imam al-Shafi‘T (d.
204/820), came to dominate Islamic legal discourse (Masud 2009:128).

In the Shafi‘T school of law, maslaha is classified into three categories:
maslaha mu tabara, which is explicitly endorsed by the revealed text, maslaha
mulgha, which is rejected by the text, and maslaha mursala, which is neither
endorsed nor rejected by the text. Of the three, only the first is considered
valid, while the third has to be further examined from the point of view of its
grades: darirat (necessities), hajat (needs), tahsindt (refinements). Of these, only
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darirat-based maglaha is valid, while the other two cannot be accepted, if they
are not supported by specific textual evidence. On this reason, the Shafi‘T jurists
reject maslaha as an independent source of law; they subject it to scrutiny on the
basis of the revealed texts and make it subordinate to gsyads (analogy; Masud
2009b:128, 142).

An important move in conceptualizing masiaha was made by a Hanball
jurist, Najm al-Din al-Tufi (d. 716/1316), who made masiaha the basic and
overtiding principle of shari‘a, justifying it even to the extent that sets aside the
revealed text. Nevertheless, as Muhammad Khalid Masud (2009:149-50)
obsetves, al-Tuff in his final analysis put maslaha within the framework of the
“four-sources” theory where its application was necessary only after those four
sources had failed. It was a Maliki jurist, Abu Ishaq al-Shatibi (d. 790/1388),
who conceptualized maslaha in a more independent way. He defined was/aha as
“that which affects the sustainability of human life, the perfection of man’s
livelihood, and the acquisition of what his emotional and intellectual qualities
require of him in an absolute sense” (Shatibi n.d.:I1,25). In his view, God
instituted the shari'a in order to maintain the good of human beings. The
obligations in it aim to protect the purposes of religion which, in its turn, aim to
protect the good of humans (Masud 2009:151). Unlike al-Tufi, al-Shatibi does
not treat maslaha in the framework of the four-sources theory. His conception
of the sources of law is limited to the Qur’an and the Sunna (Masud 2009:161),
and maslaha functions as an operating principle to understand obligations in the
revealed texts.

In modern times, maslaha —as an independent principle of adaptability
to social and political changes— has been widely employed by utilitarianist
Muslim scholars affiliated in one way or another with the reformist school of
Muhammad ‘Abduh (Hallaq 1997; Masud 2009). In his speech on the reform
of religious courts in 1899, “Abduh (1949-1905) strongly advocated the use of
maslaha as a guiding principle in law making. Drawing his thought from al-
Shatibr’s legal philosophy, ‘Abduh stressed that in contracts and transactions
“the consideration rests on the purposes and essences, not on the texts and
wordings” (‘Abduh 1899:761). By advocating masiaha as such, ‘Abduh
attempted to elevate reason to a fairly independent position in Islamic law
making that might serve as a pragmatic function, and sought to identify a basis
for dynamism and humanism of the shari‘'a (Hallaq 1997:214; Kerr 1966:55).

It is Muhammad Rashid Rida (1865-1935), ‘Abduh’s most renowned
pupil, who conducted the formidable task of interpreting and formulating
‘Abduh’s thought into a sort of legal theory. Rida not only had to modify the
concept of maslaha “in such a way as to make it unqualifiedly palatable to the
orthodox, but also to divest it of the fetters of the medieval theoretical
discourse of which the concept was an integral part” (Hallaq 1997:214). In do
doing, he proposes ten principles that he calls “premises” (mugaddimat). First,
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God has perfected His religion for Muslims. Second, Islam supports ease, as
God has omitted the difficulty from it. Third, the Qur’an is the cornerstone of
religion. Forth, the Prophet’s statements concerning religious matters are
infallible. Fifth, God has entrusted Muslims, individually and collectively, to run
their worldly affairs as long as they conform to the guidelines laid down by
religion. Sixth, matters of belief and worship do not change in time and place,
and God has perfected them. Seventh, the Prophet’s repugnance to answer the
detailed questions of his companions was to avoid strictness in religion, or
probably because the answer might only fit the interest of the people at that
time, and not that of the generations after them. Eighth, the pious predecessors
(al-salaf al-salih) denounced innovation and the use of reason to understand
matters that the Prophet was reluctant to answer, but those who did not
witness revelation employed reasoning to understand them, and this falls under
God’s permission (illa annabi yadkhuln fi-ma ‘afa Allahu ‘ank). Ninth, the
greatness of Islam and Muslims lies when they are able to engage their
independent reasoning. And tenth, the truth of religion must be accompanied
by intellectuality, so that the people would not go astray because of their
fanaticism (Rida 1928:16-21; Hallaq 1997:215-16).

Rida’s premises have to be understood within the contexts and
challenges that Muslim society encountered in modern times. With such
premises, Muslim utilitarianists attempt to link the greatness and truth of
religion with independent reasoning and intellectuality, a common value
proposed in theories of modernity to challenge the traditional —conservative—
and doctrinal values, which modern Muslim thinkers generally perceived to be
the main cause of Muslim decadence and backwardness (Adams 1968; Madjid
1998; Rahman 1970). Moreover, the premise about the differentiation between
matters of faith, which have to be strictly subject to the dictates of the revealed
texts, and worldly affairs, in which human reason plays a broader role to
determine concepts that fit human interests, can be understood as a response to
the idea of secularization which feature public discourse in modern times.

Although Muslim utilitarianists attempt to elevate the role of reason in
determining the common good, conceptual differences do exist between their
conception of the common good and that of social scientists proper. The
‘ulama’ typically imagine the common good as something discoverable rather
than as a “social and cultural project” (Zaman 2004:130). Maslaha represents
much more a legal criterion or method that is geared toward finding the
common good (Salvatore and Le Vine 2005:2; Zaman 2004:131-32) than the
concrete form of the common good itself. From the part of wlama’, defining
the common good cannot be totally disassociated from the ‘guidance’ the
revealed texts. Therefore, they would not like this concept to be purely a
subject of public contestation, as social scientists think such concept ought to
be (Zaman 2004:130-31).

98



Proceeding of The 16™ Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)

Defining the Common Good in the Indonesian Nation-State Context

The foundation of the Indonesian nation-state cannot be separated with
modern nationalist movements that flamed in the archipelago particularly in the
early 20t century. It is the period when the idea of “Indonesia” was gradually
constructed, publicly debated and communally imagined. Expressed in various
political ideologies, Indonesian nationalism, as frequently argued, emerged as a
common sense response to end the Dutch colonial control over the
archipelago.!®> Tensions between regions and ethnic groups in the archipelago
did exist, but by the end of the colonial period all the major ethno-linguistic
groups were virtually “accustomed to the idea that there was an archipelagic
stage on which they had parts to play” (Anderson 2006:132), a reason that
made them remain competitive within a single Indonesian political system in
the post-independence period.

George McTurnan Kahin highlights several factors that contributed to
the growth of “integrated” nationalism in Indonesia’s 20 century. The first
important one was the high degree of religious homogeneity that prevailed in
Indonesia; Islam was not only a common bond, but also a symbol of struggle
against any intruder and oppressor of a different religion. The second was the
development of the Malay language as a lingua franca in the archipelago. The
third was the existence of the o/ksraad (People’s Council) installed in 1918 as
the top representative council for all of Indonesia. The 1o/ksraad not merely
contributed to bringing together Indonesians from various parts of the
archipelago, but functioned as an arena of public debate and contestation that
eventually made the Indonesians aware of their common problems and their
common relationship with the Dutch, and accordingly contributed to
determining the common good that they aimed to achieve. And finally, the
press and radio played a crucial role in disseminating this common sense to a
wider public (Kahin 1966:38-41).

From a technical point of view, the creation of the Indonesian state
probably can be traced back to the extensive discussions among Indonesian
leaders in a forum facilitated by the Japanese colonial government, which
foresaw the end of its colonial era. The forum is called the “Investigating Body
for Preparatory Work for Indonesian Independence” (Badan Penyelidik Usaba
Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI), which was formed on April 29, 1945,
and consisted of some 60 members. In general the members can be classified in

155 In the early twentieth century, at least three main ideologies of nationalism came to the
fore, which aimed to end the Dutch colonialism: ‘seculat’ nationalism, Islam and socialism.
Sukarno’s old article entitled “Nationalism, Islam and Marxism” reflects these ideological
tendencies, which according to him could work together to realize unity that would bring the
nation into its greatness. Further reading see Sukarno’s (1984) Nationalism, Islam and Marxism,
translated by Karel H. Warouw.
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two groups: Islamic and ‘secular’ nationalists.!>¢ Consecutive meetings were
held from May to July 1945 to discuss several issues concerning the form and
the structure of the would-be state, its ideology, its constitution as well as state-
religion relation. Both Islamic and secular nationalist factions agreed upon a
point of making the Indonesian archipelago a sovereign state, but they differed
upon an issue how Islam should be placed within the state. The secular
nationalists —consisting of Muslims and non-Muslims— firmly upheld the
neutrality of the state from any formal religious identification, whereas the
Islamic nationalists insisted that Islam should be the basis of the state on the
grounds that the majority of Indonesian people were Muslims and they
contributed greatly to the struggle for independence (Ismail 1995:45).157

Some members of the Preparatory Body were given the opportunity to
deliver their speech during the meetings. In his speech on June 1, 1945,
Sukarno (1901-1970) introduced Pancasila (from two Sanskrit words: panca, five
and sila, principle) as a set of values that could serve as the state philosophical
foundation. Among various proposals, Sukarno’s Pancasila seemed to be the
most plausible one for this end. But, objections came up from the Islamic
nationalists since Sukarno’s formulation —consisting of nationalism
(kebangsaan), humanitarianism  (infernasionalisme), deliberation (mufakat), social
welfare (kesejabteraan) and belief in God (ketubanan)— was seen to have not
contained any explicit Islamic formula.!'® To solve the dispute, accordingly,
smaller committee consisting of nine members —Sukarno, Muhammad Hatta,
Muhammad Yamin, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis (representing the secular
nationalists), Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakkir, Agus Salim and
Abdul Wahid Hasyim (representing the Islamic nationalists)— was created and
held a meeting on June 22, 1945 to look for an agreement. After reformulation
and rearrangement, the so-called “gentlemen’s agreement” (Anshari 1976;
Boland 1982) was eventually reached with a document widely known as “Piagan
Jakarta” (the Jakarta Charter), which was included in the preamble of the 1945
draft Constitution. The document reads: “Belief in God with the obligation to

156 We should not be confused here that the secular nationalists were necessarily anti-religion.
They personally might not lack religious commitment and sentiment; they just considered Islam
as personal devotion, not as an ideological system to put in the area of politics and state.

157 George McTurnan Kahin (1966:38) gives an account that over 90 percent of the
population in the Indonesian archipelago was Muslim. The exact percentage might be debated,
but the high degree of religious homogeneity that prevailed at the time constitutes an important
force for the emergence of Indonesian nationalism.

158 Studies on the preparatory processes during the first session of the BPUPKI’s meetings
are mainly based on Muhammad Yamin’s record. Unfortunately, in his work Yamin does not
record the speeches made by Islamic leaders, such as Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Mas Mansur,
Abdul Wahid Hasyim and H. Agus Salim. It records only the speeches of three orators: Yamin
himself, Supomo and Sukarno (Boland 1982:23). Thus, we cannot discuss in further details what
the Islamic leaders really proposed for the foundation and structure of Indonesian state, except
general ideas on the proposal of Islam as an official religion of the state and the shar7‘a should be
imposed on Muslim citizens.
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implement the Islamic shar7‘a upon its adherents; just and civilized humanity;
the unity of Indonesia; democracy guided by the inner wisdom arising from
representative deliberation; social justice for the whole of the Indonesian
people.”

As such, Islamic vocabulary became evident in this new formulation.
The principle “Belief in God”, which was initially put in the fifth order in
Sukarno’s formulation, was then put in the first, and was followed by a strong
and explicit Islamic phrase “with the obligation to implement the shari‘a upon
its adherents”. The phrase, widely known in modern history of Indonesia as
“tujub kata” (the seven words), was added as a part of negotiation with the
Islamic leaders who sought to impose the shari'a in the country. However, the
insertion of explicit Islam formula aroused objections from some of the secular
nationalist faction during the Preparatory Body’s general meeting, particularly
from the Christian leaders, on the grounds that such Islamic formula could
bring considerable consequences on other religions, and evoke difficulties
concerning the relation with customary laws (Boland 1982:28; Ismail 1995:52).
But, Sukarno reminded the forum of great difficulties in achieving the
agreement, and thus insisted that it had to be taken as accepted.

Following the Japanese surrender to the allies, Indonesia’s independence
was declared on August 17, 1945. Another forum or committee, called the
Preparatory Committee for Indonesian Independence (Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia, PPKI), held a meeting a day after the declaration of
independence to officially enact the state constitution. Tension escalated when
objections on the Islamic formula once again came to the fore into the extent
that some members who represented the eastern parts of the Indonesian
archipelago, which were dominated by Christian citizens, threatened to remain
outside the Republic if the Islamic formula still existed in the preamble and the
body of the Constitution. Informal discussion was held to seek a solution.
Thanks to Muhammad Hatta, with whom the Islamic nationalists had firm
confidence. Hatta had the initiative to discuss the matter with the
representatives of the Islamic nationalists such as Ki Bagus Hadikusumo,
Wahid Hasjim, Kasman Singodimedjo and Teuku Muhammad Hasan (Boland
1982:35; Ismail 1995:55), which eventually resulted in an agreement upon the
removal of any explicit Islamic formula from the Constitution. The first
principle of Pancasila —as shown in the preamble of the 1945 Constitution—
was changed and modified; it now reads “Belief in One and Only God”. With
this new formula, for the secular nationalist the state remained neutral, and for
the Islamic nationalists, the first principle still corroborated the Islamic doctrine
of monotheism (fanhid). Motre importantly still, a setious challenge to the
creation of a unitary state could be peacefully resolved.

What is interesting from the debates and contestations behind the
creation process of the state foundational philosophy is that national unity from
the very beginning had constituted the “common good” which the Indonesian
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founding fathers aimed to achieve, regardless of their confronting political
orientations. They shared the same cultural and political imagination about the
land and territorial polity that they had to struggle for. Nationalist movements
in the early 20% century had nurtured and strengthened what Benedict
Anderson (2006:6) calls an “imagined political community”. Sukarno himself
insisted that if his proposal of Pancasila had to be shortened and modified, it
would have to be gofong-royong, a genuine Indonesian phrase which means
“mutual help” (Boland 1982:22) with a strong indication to the notion of unity
and collaboration among various elements of the nation. Importantly still, Haji
Agoes Salim, who was a representative of the Islamic faction and struggled for
the ‘Islamic’ cause, explicitly expressed the importance of national unity. He
stated that Indonesia was founded based on unity of mothetland (fanah air),
nation (bangsa) and language (babasa); and above all, the unity of motherland is
the most fundamental one (Salim 1951:123).

The Indonesian National Common Good Debated and Challenged

The Dutch-Indonesian Round Table Conference in 1949, which ended
with an agreement for the Netherlands to transfer its sovereignty to the United
States of Indonesia (Republik Indonesia Serikat, RIS), gave impact to the
constitutional transformation in the newly-born state. The 1945 Constitution
was replaced by the Federal Constitution on December 27, 1949, which was
later replaced by the Provisional Constitution on August 17, 1950. In the
preamble of both constitutions, Pancasila is shortened in a more abstract
formulation: Belief in One God, Humanitarianism, Nationalism, Democracy,
and Social Justice.

A new episode of ideological struggle took place in the 1950s. The
Islamic faction still firmly aspired to the creation of an “Islamic” state. The
ideological contestation reached the Constitutional Assembly (Koustituante), a
body elected in 1955 to create a permanent constitution. Heated debates
between the secular nationalists and the Islamic factions evoked a deadlock, and
accordingly a new constitution could not be achieved. Concerned with the
current political situation, President Sukarno proposed a return to the 1945
Constitution through a presidential decree on July 5, 1959. The decree contains
two important points: dissolving the Constitutional Assembly and an immediate
return to the 1945 Constitution, which means the return of Pancasila in its first
official promulgation in August 1945.

Following the Decree, Sukarno launched what he called “guided
democracy”, which according to him was a family-based democracy based on
mutual consultation led by one central authority (Ismail 1995:105-00).
Sukarno’s guided democracy evidently provided him with enormous —
autocratic— power, handling not only executive authority but also controlling
legislative and judicative functions. His critics, among them Mohammad Hatta
(1902-1980), viewed that his guided democracy indeed centralized power in him
rather than implemented democracy as suggested by Pancasila (Ismail
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1995:106). With a centralized power in his hands, Sukarno was capable of using
authority to eliminate all challenges that might trouble his ‘revolutionary’
agenda. Pancasila, among other things, was used as a reason to purge any
oppositional movements that in his view could endanger the unity of
Indonesia.!>

Sukarno’s power came to an end in the mid 1960s, when he lost a full
control over his political coalitions and some elements in armed forces.
Culmination of the crisis took place when a failed coup broke out on
September 30, 1965, causing the murder of some high-ranking army generals,
during which the Indonesian Communist Party (Partai Komunis Indonesia, PKI),
an important power in Sukarno’s coalition, was blamed as the actor behind the
assassination. Holding the mandate to secure national stability from President
Sukarno, General Suharto (1921-2008), the commander of the Army Strategic
Reserve (KOSTRAD), initiated a campaign to exterminate PKI and its affiliated
organizations, in which Muslims, who had enmity with PKI as well, showed
significant contribution (Aspinall 2009:51; Ricklefs 2001:347). The success of
ousting the alleged treason of PKI marked the end of Sukarno’s period. The
New Order government under Suharto commemorated this success as the Day
of Pancasila’s Mighty (Hari Kesaktian Pancasila).

Expecting political changes within the new regime, Islamic leaders once
again made an effort for the inclusion and legalization of Islamic formula in the
constitution, but it ended without any success. Muslim contribution in crushing
the communists was not regarded by the new regime (Boland 1982:153;
Ricklefs 2001:357). The new government even vetoed the plan for the revival
of Masyumi, which served as an umbrella party for Islamic nationalists during
the early years of Indonesia, and instead forced the fusion of the remaining
Islamic parties into one single party in 1973, namely the United Development
Party (Partai Persatuan Pembangunan, PPP), which was practically controlled by
the government accomplices. In such a way, the new government perceived
itself as the defender of Pancasila by undermining both leftists and rightists.

Frustrated with the current political situation, many Muslim leaders
withdrew from politics and decided to be more concerned with religious social
and cultural missions. Consequently, Indonesia after 1965 witnessed an
intensification of religious commitment among Muslim citizens (Ricklefs
2001:343) which later strengthened the cultural and social roles of Islam

159 Pancasila was used by Sukarto as one of several arguments for his action to exterminate
the Darul Islam, a rebellious movement that aimed at creating an Islamic state in the Indonesian
territory, namely The Islamic State of Indonesia (Negara Iskam Indonesia, N1I). The rebellion, which
was active from the late 1940s until the early 1960s and centralized in West Java under
Kartosuwirjo (1905-1962), in South Sulawesi under Kahar Muzakkar (1920-1965) and in Acech
under Daud Beurew’eh (1899-1987), was deemed a setrious threat for the Republic, and a
challenge to the state unitary symbol, Pancasila (Boland 1982:62). The rebellion was gradually
resolved by the eatly 1960s.
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(Hefner 2000; Liddle 1996) and tinted the emergence of various Islamic
political movements in the post-New Otrder period.

To maintain national stability and economic development, the New
Order government implemented what it called the ‘“Pancasila democracy”,
which —as defined by the government— was a democratic system based on
family spirit and mutual cooperation intended to achieve social welfare.
Conceptually, this system rejected atheism, but strongly advocated religious
tolerance in religious life, and proposed harmony and cooperation between
individuals and society in social life (Ismail 1995:118). To achieve its ends, the
government vigorously exercised a national indoctrination program to inculcate
what it defined as “Pancasila doctrines” in all citizens, particularly students and
civil servants. By this policy, the government claimed to protect Pancasila, but
in fact it resorted to it as a means of social and political control, or even
repression (Azra 2006:234). The People’s Consultative Assembly’s decision No.
11/1978 on the Guideline for the Realization and Implementation of Pancasila
(P4), behind which Suharto was seen as the initiating force, functioned as the
legal basis for the regime’s repressive approach to the “ideologization” of
Pancasila (Morfit 1981:847). By 1983 the government seriously took the
initiative to make Pancasila the sole basis (asas funggal) —a political project
which was made constitutional with the issuance of Law No. 3/1985— to
coerce all segments of Indonesian citizens to adopt Pancasila as the only basis
of their activities. Those that refused the asas tungga/ were banned. As such, the
Pancasila democracy in the hands of the New Order government served as
much as jargon rather than real implementation of democracy as suggested by
Pancasila. The government imposed a family-based doctrine where opposition
was deemed unnecessary. With the Pancasila democracy, the government
meant to secure political unity and stability, as well as to avoid political
pluralism and accountability (Antlév 2000:205-00).

The protracted economic crisis that hit Southeast Asia in 1997 led to the
collapse of the New Order regime in 1998, which plunged the country into a
serious political crisis. Much of the New Order’s legacy was deprived, chiefly
the asas tunggal and Pancasila indoctrination. Political Islam, which was
suppressed during Suharto’s regime, appeared publicly. Its supporters became
active in public debates over the definition of the common good for the
Indonesian society. They questioned the position of Pancasila, which had for
decades been functioned as the “national common good”. The old agenda —
the introduction of the shari‘a into the Constitution and the reinsertion of the
“seven words” into Pancasila— was revived. Two Islamic parties, namely PPP
and PBB (Partai Bulan Bintang, the Star-Moon Party), strove at the parliamentary
level for this end during the annual meeting of the People’s Consultative
Assembly in 2002, while thousands of masses were mobilized outside the
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parliament building for the same mission. Nevertheless, their efforts failed, and
the Constitution remains neutral from any explicit religious formula.!s0

However, political Islam that gained momentum during the euphoria of
democratization could not convince the majority of Indonesian citizens. Of the
forty-eight contestant parties in the 1999 general election, only eleven parties
embraced Islam as their ideology, whereas the others adopted Pancasila as their
political basis, including two parties with close links to the two greatest
Indonesian mass Islamic organizations: the National Awakening Party (Partai
Kebangkitan Bangsa, PKB) with Nahdlatul Ulama and the National Mandate
Party (Partai Amanat National, PAN) with Muhammadiyah. The Pancasila-based,
or secular, parties won a more than 76 percent of the vote. In the 2004 election,
Islamic parties won only a total of 17.98 percent of the vote, while in the 2009
election, the vote for Islamic parties even decreased to 15.01 percent, and to
14.78 in the 2014 election.!¢!

Having failed at the structural level, many of the supporters of political
Islam —frequently called the Islamists— began to consider a cultural struggle,
Islamizing society from below through religious gatherings, educational system,
and infiltration of existing organizations and bureaucracies (Hilmy 2010:1-2).
From the part of many Islamist activists, “Islamization” from below is
seemingly more promising, especially if we regard that religious sentiments and
ideals, rather than national symbols, are widely employed in campaigns during
legislative, presidential, and local government elections, even by contestants
from secular parties. Nevertheless, it is only a short-term project to acquire as
many votes as possible.62

In recent decades, there have been a growing perception that links
religiously motivated violence to an extreme implementation of Islamist ideas,
an absolutist understanding of religion that shows less tolerance regarding
different interpretations on certain religious tenets. The most recent incidents
were violence by Muslim hardliners toward an Ahmadi community in Cikeusik

160 For further discussion on the struggle of political Islam in the post-New Otrder period,
see, for example, Noorhaidi Hasan’s (2006) Laskar Jibad, Masdar Hilmy’s (2010) Islamism and
Democracy in Indonesia and Nadirsyah Hosen’s (2005) “Religion and the Indonesian Constitution”.

11 For further reading about the results of the Indonesian elections, see
http //kpu. go 1d/dmd0cuments/modul 1d.pdf  accessed on May 8, 2014, and

: . ersentasepartai accessed on June 8, 2014.

162 The collapse of the authoritarian regime in 1998 was evidently celebrated with the
cuphoria of democracy and political liberalization. One of its consequences was the emergence of
political parties and Islamic groups that all shared a common goal, a formal implementation of
shari‘a. Although they failed in their attempts at the national level, recent developments —
following the institutional reform and the decentralization policy that delegates some areas of
authority to local governments— indicate the growing demand of adopting shari a-inspired by-
law. The adoption, except in Aceh, mostly covers the issue of public morality. However, the

enactment of shari‘a by-law is sometimes used as a means of power negotiation, because
candidates or local governments have to gain as much as power backing from local partners for
the success and sustainability of their administration (Buehler 2008; Hasyim 2014:183).
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in 2011, a Shii community in Sampang in 2011 and 2012, and liberal-
progressive activists in Yogyakarta in 2012. The state often fails to take
necessary action; thus a call from certain elements of Indonesian society for the
necessity of strengthening Pancasila within the national life emerges. A survey
conducted by Center for the Studies of Islam and Society (Pusat Pengkagian Islam
dan Masyarakat, PPIM) on May 15, 2007 suggests that only 22 percent of
Indonesians suppott the shari‘a as the basis of the state, while the rest are in
favor of Pancasila as the state ideology (Raillon 2011:110). Another survey
conducted from 27-29 May 2011 by Central Statistics Body (Badan Pusat
Statistik, BPS) finds that about 80 percent of Indonesians long for a return to
the days when Pancasila was taught in schools. One of the reasons is back to
the growing incidents of religious-based violence around the country.163

What is interesting from the above exposition is that Pancasila always
becomes a central issue when it comes to discussions about the “common
good” for the relation between state and religion in the Indonesian context.
Although Pancasila might have suffer due to the use and misuse of certain
regimes, especially the New Order regime which launched a systematized
program of Pancasila indoctrination for its cause, it remains relative central in
its current position as the national common good. Debates and contestations
that happen in the post-New Order period could not produce ideas that might
possibly function as the common good and replace Pancasila from its central
position; those ideas —including those religiously-based— are never capable of
convincing the majority of Indonesian citizens. Indeed, Pancasila increasingly
gains its importance following the increasing numbers of religion-based
violence in the so-called Reformation Era.

Islamizing the Common Good

By the term Islamizing here, 1 mean any attempt of constructing
arguments by referring to Islamic precedents in order to justify that Pancasila
does not contradict, but corresponds with Islamic doctrines. It has been
frequently argued that from the outset —its official announcement in August
1945— Pancasila had actually been “Islamized”. The objection raised by the
secular nationalists was due to the existence of formulations explicitly linked to
Islam. It is true that the “seven words” were removed, but the principle “Belief
in God” was amplified to become “Belief in One and Only God” that strongly
reflects Islamic monotheism.

Attempts of Islamizing Pancasila seriously started during Suharto’s New
Otrder government that vigorously sought to create national stability through
Pancasila indoctrination, making it the sole basis of the state, which had come
to face intense opposition especially from the Muslim side. Adam Malik (1917-
1984), who was Vice President of the Republic (1978-1983), deemed that

163 See  www.thejakartaglobe.com/home/survey-finds-80-of-people-still-find-pancasila-
relevant/444403 accessed on February 19, 2013.
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Pancasila had a similar spirit to the political document created by the Prophet
Muhammad, widely known as the Constitution of Medina, in which all Medinan
people, including the Jews, were considered one nation (#mma wahida) together
with Muslims with the same rights and duties (Madjid 1994:64). Moreover, it
might be surprising that NU, after being very critical to the policy of the
government concerning Pancasila, accepted it as the sole basis through its 27t
congress in 1984 in Situbondo, East Java. NU’s acceptance was based on the
conviction that Pancasila, as the basis and philosophy of the state, is not a
religion and will never replace the position of religion. Moreover, the first
principle closely reflects Islamic monotheism. Accordingly, the acceptance of
Pancasila could be seen as a realization of shar7‘a implementation in a nation-
state context (Ismail 1995:245; NU 1986:34—5; Wahid 2010:80). K.H. Ahmad
Siddiq (d. 1991), who was the chairperson of NU’s Consultative Board from
1984-1991, called Pancasila a kalima sawa’'%* (a common word), which was able
to unify all segments of Indonesian society (Ismail 1995:246).

The issue of “Islamizing” Pancasila soon became an intellectual
discourse with a great cultural significance. Nurcholish Madjid (1939-2005), a
prominent Indonesian Muslim thinker, argues that Pancasila was only accepted
after long and tedious deliberations and after some of its principles had been
further Islamized. Madjid contends that Sukarno’s initial principle of “Belief in
God”, which may include polytheism, was changed into a more Islamic
formulation of monotheism, “Belief in One and Only God”. Moreover, it is
made the first principle, different from the initial proposal of Sukarno who put
it in the fifth order. The third principle, “the Unity of Indonesia”, was originally
“Nationalism”. It was changed into a more neutral, but dynamic, formulation as
a solution to the Muslim objection to the term “nationalism” which was
deemed inconsistent with the idea of Islamic universalism and brotherhood
(umma). The forth principle “Democracy”, which was considered too general
and could mean many things, was Islamized by adding a Prophetic teaching
about “wisdom through deliberation” (Madjid 1994:58). Madjid is convinced
that Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo and Abdul
Wahid Hasyim must have been credited with this Islamization.

Nurcholish Madjid’s argument on why Islam has, in certain ways, to be
accommodated in Pancasila and the identity of Indonesia in general is actually
based on his conviction that Islam constitutes the most important basis for
Indonesian nationalism. Madjid is convinced that anti-imperialist resistance was
sporadically shown by local sultans and religious scholars throughout the
Indonesian archipelago. He also highlights the decisive role of the Sarckat Islam
(the Islamic Union) in the early 20t century in nurturing what he calls “radical”

164 Ralima sawa’ is a Qur’anic term as expressed in Q. 3:64. The Qur’an uses the term to call
the People of the Book back to the common belief and understanding shared among them: not
to worship but One God, not to associate anything with Him, and not to take one another as
lords instead of God.
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nationalist movements that made the freedom of Indonesia their ultimate goal
of struggle (Madjid 2004:24, 36).

Referring to Robert N. Bellah, Madjid contends that the Medina society
established by the Prophet and continued by the successive caliphs after him
represents a model of modern nationalism. The society was modern because it
was open for the participation of all of its members and because its leaders felt
disposed for assessments based on capability, rather than ascriptive
considerations such as friendships, regionalism, tribal relations, ancestral
relations, and kinship (Madjid 1998:63, 2004:71). It thus distinguished itself
from the older model of ‘nationalism’ that was mainly based on a narrow tribal-
minded basis (‘asabiyya), which is condemned by Islam (Madjid 2004:32;
Burhani 2013:37). Convinced with a model of nationalism as introduced by the
first generation of Muslims, Madjid views that there should not be
contradiction between commitment to Islam, on the one hand, and
commitment to the state of Indonesia, on the other hand.

In the Indonesian context, Madjid views that Pancasila as the state
ideology and the “national convergence” at the constitutional level has shown
itself as the “effective” backbone of the state of Indonesia (Madjid 1998:44). It
occupies the similar function and position to that of the Medina Charter which
was agreed upon by the Prophet and other communities of different religions in
the city of Medina (Burhani 2013:38). Showing the Islamic roots of Pancasila,
Madjid affirms that in connection with Islam, Pancasila functions to give a
constitutional framework for the implementation of Islamic teachings in the
Indonesian context, whereas in connection with other religious communities it
serves to provide a common platform for religious life and a firm basis for the
development of religious tolerance and pluralism within the boundary of the
Indonesian nation-state (Madjid 1994:64). Considering Pancasila a modern
ideology, Madjid views that Pancasila has well functioned to bridge the gap
between the cosmopolitan concept of Islamic community (#zma) and the
concept of nationhood (Burhani 2013:39).

Madjid’s fellow, Abdurrahman Wahid (1940-2009), the former President
of Indonesia and an important figure within the NU circle, was also a firm
proponent of Pancasila, who contributed to providing theological grounds for
its legitimacy. He was the main actor working with K.H. Achmad Shiddiq in
formulating NU’s response to the issue of Pancasila as the sole basis of the
Indonesian state in the 1980s. Wahid’s ideological stance for his acceptance of
Pancasila, as Ahmad Najib Burhani (2013:28) observes, can be traced back to
his concept of pribumisasi Islam (indigenizing Islam), “the manifestation of Islam
in a local context”. The idea goes back to the belief that Islam, which brings a
universal mission, has a cosmopolitan character, whose manifestations might be
varied from generation to generation, and from region to region. In the modern
Indonesian context, an important element of pribumisasi is the acceptance of
Pancasila, which constitutes the identity and the basis of the Indonesia nation-
state. Therefore, Najib views that Wahid’s acceptance of Pancasila is consistent
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with his view on Islamic cosmopolitanism and the necessity of indigenizing the
cosmopolitan nature of Islam in a local context. Based on this view, Pancasila is
not only in line with Islamic values, but also constitutes the best manifestation
of Islamic universal teachings in the Indonesian context (Burhani 2013:31).

Moreover, Wahid views that Pancasila constitutes the best alternative for
resolving the long-debated and arduous issue of relation between state and
religion. He contends that formalization of Islam by the state can lead to
unpleasantness not only for non-Muslims and abangan (non-committed,
nominal) Muslims, but also for those san#ri (Muslims practicing a more
orthodox version of Islam) who disagree with the official religious line taken by
the state. To involve the state in arbitrating religious matters, according to him,
will inevitably result in the state trampling on the freedom of religious
conscience of many of the citizens (Barton 2002:137). In Wahid’s views, Islam
can better function as ethical and moral guidance without necessarily being
formally attached to the state; and Pancasila can carry out its function as the
most viable option to unite all the different elements of Indonesian society,
guarantee the sustainability of democratization, and become an umbrella for the
plurality of religious interpretations that may exist in the country.

Another important Muslim scholar who goes in line with the idea of
“Islamization” of Pancasila is Muhammad Quraish Shihab (b. 1944), a prolific
Indonesian Qur’an exegete. Shihab highlights the importance of unity for a
nation, which distinctly covers a huge diversity of religions, ethnicities, and
cultures. He views that a strong nation must have been espoused by a firm
foundation of unity without which the idea of nation itself cannot be imagined,
or the nation at stake cannot realize its consummate goals (Shihab 2011:693).
However, unity in Shihab’s view does not necessarily mean to efface the
diversity or differences that may have existed within the nation. Rather, unity is
achieved through the people’s agreement upon what constitutes the common
good in their national life. In this respect, Shihab names the Medina Charter
promulgated by the Prophet Muhammad as an excellent example as it not only
had united the Arab Meccan immigrants (a/-mubajirin) with the Arab Medinan
inhabitants (a/-ansdr), but also had tied Muslims and the Medinan Jews as one
nation and guaranteed, therein, religious freedom for each community (Shihab
2011:697). Thus, Shihab views that social and cultural diversity must be seen as
a fact of life that should not be considered as an unsolved barrier of unity.

Shihab has great confidence in the founding fathers who had
formulated the philosophical foundation of the Republic in a way that “Islamic
and Indonesian thoughts” had come together to create a formula that could
represent the very nature of Indonesian people who belonged to various
ethnicities and beliefs (Shihab 1994:84). He views that Indonesia with Pancasila
has brilliantly answered a thorny question in the modern era concerning the
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relation between state and religion, offering a “middle path”'6> for a pluralistic
nation, neither a secular system proper, which maintains a sharp separation
between state and religion, nor a pure theocratic one, which secks to address
every political and state issue from the perspective of religious corpus. Shihab
apparently shows no theological dissonance regarding the adoption of Pancasila
as the state ideology, as long as the state constitutionally recognizes and
regulates the freedom of citizens to implement their own faith without any
interference from the state itself or other individuals (Shihab 1994:85).

Interestingly still, Quraish Shihab shows his concern with regard to the
declining position of Pancasila in the post-New Order period. He laments that
Pancasila is rarely made a “primary reference” (rujukan utama) in public debates
and discussions related to state, social and political affairs. According to him,
Pancasila contains a set of values, which can only function if they meet two
conditions: first, they must be agreed upon (disepakati); and second they must be
internalized (dibayati) and practiced by all elements of the Indonesian citizens
(Shihab 2011:729-30). The first condition does not pose a serious problem,
since Pancasila has been widely accepted by the majority of citizens, although it
sometimes becomes a subject of criticism from the part of Islamist groups. In
his view, Pancasila in recent decades faces the second challenge; it is not the
problem of “the absence of values, but rather concerning our incompetence of
internalizing the values in social life” (Shihab 2011:731). To answer the second
problem, Shihab sheds light on the importance of education and training as a
chief project for a realization of national character building. He seems to hint at
the method adopted by the New Order government, when Pancasila became an
important part of national education. Reflecting on the challenge of
globalization, Shihab affirms that Pancasila in the Indonesian context provides
a set of general principles and values that could function as a filter for new
values (Shihab 2011:733-37) that may come from outside. In this case, Shihab
puts emphasis on Pancasila as the identity of the Indonesian people. Indonesian
Muslims therefore have two identities: first, a cosmopolitan identity as Muslims,
and second, a national identity as members of the Indonesian state. Pancasila is
believed to cover both.

Concluding Remarks

A new territorial definition, which was later called Indonesia, emerged in
the early 20 century along with the growth of a more integrated sense of anti-
colonial movements facilitated by the existing public sphere such as the press,
the Volksraad, and various social and political forums in which ideas and
concepts were contested among various actors in the archipelago. Although
divided in various ethnic groups, political ideologies and religious backgrounds,

165 B.J. Boland (1982:112) uses the term a “middle way” to describe the state of Indonesia
with both Pancasila and the Ministry of Religious Affairs, while Azyumardi Azra (2006) names
Indonesia’s adoption of Pancasila with another identical term, a “middle path”, that corresponds
to the Islamic paradigm of #mma wasat (middle people).
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Indonesian leaders felt that there should be things that could unite them, which
were much more important than parochial issues that divided them. They
began to think of all the peoples of Indonesia as their constituency and
Indonesia’s unity as their common goal. For this end, Pancasila, which came
out of debates and contestations among Indonesian leaders and stakeholders,
emerged as the most effective formula, and its position remains so, despite its
use and misuse of certain regimes.

The emergence of Pancasila as such can be seen as a social and political
project that captures the communal imagination of Indonesian people and their
conception of the common good in an era of nation-states. “Islamization” of
Pancasila is another, religious-based, process of legitimizing the ‘perceived’
secular common good, which is of great importance for a country with the
Muslim majority of citizens. It not only resolves theological polemics regarding
a possible confrontation between Islam and nationalism, but also confirms that
the integration of both is not impossible. What can be inferred here as well is
that the success of the Indonesian publics in defining their common good
could be an important ground for the Indonesian government which aims to
project itself internationally as having lessons to offer the world as to how the
country is able to tackle religious and cultural plurality within its national
boundary.
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Abstrak:  Globalisasi yang ditandai oleh menghilangnya batas-batas administrasi Negara,
aliraan politik, strata ekonomi, dan agama telah membentuk kampung
global merupakan fenomena global yang tidak bisa dibindari oleb siapapun,
suka atan tidak suka. Globalisasi memungkinkan setiap orang secara
mndah berganti identitas sesuai dengan identitas yang diinginkannya. Kondisi
seperti ini cenderung melabirkan dilema bagi eksistensi identitas, termasuk
identitas komunitas masjid. Namun demikian, komunitas masjid bukanlah
sekumpnlan benda mati yang hanya bisa pasralh menerima pengarub Ilnar,
tetapi sekumpnlan mabluk bhidup yang memiliki taktik untuk merespon
strategi kooptasi budaya global. Hasil penelitian menunjukkan babwa secara
substansial  globalisasi  tidak berpengarub  terbadap eksistensi  identitas
komunitas masjid. Dalam merespon globalisasi, masjid komunitas menjadi
collective awareness untuk merespon dan menjalani kebidupan di tengah
samudra  budaya global yang semakin fak terkendali. Budaya global
diadaptasi dan diadopsi selama bermanfaat untuk menguatkan identitas
komunitasnya, dan bersikap acub jika tidak sesuai atan membahayakan.
Untuk melindungi identitas komunitasnya, ada tiga hal yang dilakukan,
yaitu  melalui - pembiasaan  dan  pelembagaan  identitas  komunitas,
menegubkan otoritas lelubur, dan penegnban visi misi lembaga.

Kata Kunci: Globalisasi, Identitas, Komunitas, Taktik

Pendahuluan

Masyarakat di seluruh dunia saat ini sedang ditransformasikan secara
dramatis oleh globalisasi (Ritzer & Goodman, 2004: 587). Globalisasi
mengintegrasikan dan menginteraksikan masyarakat yang bertebaran dengan
segenap perbedaan ras, agama, dan geo-kultur yang dimilikinya dalam satu
perkampungan besar yang disebut ghbal village (Appadurai, 2006; Abdullah,
2006; Madjid, 1995: 110). Dengan jaringan teknologi informasi yang
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berkembang secara revolusioner, seperti jaringan telekomunikasi dan situs
internet, masyarakat di suatu negara dengan di negara lain dapat berinteraksi
tanpa hambatan waktu dan batas-batas kewilayahan. Proses sosial ini
menghasilkan perubahan besar-besaran dan cepat dalam semua dimensi
kehidupan umat manusia. Kondisi ini kemudian disebut juga sebagai era
globalisasi (Azizy, 2004: 19-20; AsiaDHRRA Secretariat, 1998: 7).

Globalisasi juga ditandai oleh terciptanya sistem dunia yang tunggal di
mana tata dunia baru yang dibangun dan menjadi harapan indah semua orang,
berdiri di atas konsensus mondial. Globalisasi adalah suatu proses zaman yang
mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Tidak ada satu pun masyarakat di
dunia ini yang tidak terkena efek globaliasasi, termasuk di dalamnya komunitas
keagamaan. Globalisasi mempengaruhi tingkat kesejahteraan, interaksi sosial,
dinamika politik, cara beragama hingga cara makan, berpakaian dan menikmati
kehidupan. Semua bidang kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh globalisasi
(Wolf, 2007: xi; Firmansyah, 2007: 10). Globalisasi tidak saja menjanjikan
harapan-harapan yang indah bagi masyarakat, melainkan juga menimbulkan
kegelisahan-kegelisahannya  tersendiri.  Globalisasi menghadirkan  hantu
ketakutan dan kegelisahan, misalnya adanya anggapan anggapan bahwa
kebudayaan-kebudayaan di luar Barat harus menyesuaikan diri dengan gagasan-
gagasan kultural Barat (Ritzer & Goodman, 2004: 588; Madjid, 1995: 110;
Jameson, eds, 2004: 32), sechingga muncul kemudian apa yang disebut dengan
homogenisasi (penunggalan) budaya.

Anggapan demikian memicu munculnya pertarungan, resistensi, dan
krisis identitas. Persoalan identitas masyarakat menduduki tempat yang unik di
era globalisasi yang tengah berlangsung. Dalam era globalisasi, ia menemukan
vitalitasnya untuk cksis dalam langgam yang berbeda (Sinaga, 2004: 5), yaitu
dengan menolak pemangkiran yang sewenang-wenang terhadap jatidiri.
Persoalan identitas merupakan representasi diti berhadapan dengan pihak yang
kuat. Dengan demikian, persoalan identitas pada dasarnya bukan sekedar fiksasi,
tetapi lebih sebagai hasil dari proses kontestasi dan adaptasi (Sinaga, 2004: 5).

Dalam konteks globalisasi, persoalan identitas menjadi semakin menguat
dalam dinamika masyarakat Islam, khususnya komunitas Islam Indonesia.
Globalisasi yang dianggap bias kebudayaan Barat merupakan aktor hegemonik
yang telah mengakibatkan perubahan dalam sendi-sendi kehidupan sosial Islam,
terutama melemahnya identitas keislaman, seperti cara berpakaian, makan,
hubungan laki-laki dan perempuan, hingga dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Kirisis identitas seperti pedang bermata dua, ke dalam dapat
meneguhkan identitas sosialnya, namun keluar menjadi kontraproduktif bagi
eksistensi komunitas Islam itu sendiri, seperti munculnya stigmatisasi global atas
Islam sebagai agama anti globalisasi yang ditandai oleh aksi terorisme dan
kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal (Wildan, 2008: 61).

Di era globalisasi ini, identitas menemukan vitalitasnya karena kebutuhan
tethadap penemuan dan pencarian jatidiri dalam merumuskan esensi atau
makna. Namun demikain, selain meneguhkan, globalisasi juga menghasilkan

115



The Interface between Islam and Globalization

persoalan atas diri identitas itu sendiri. Globalisasi telah membuat banyak orang
kehilangan orientasi dan definisi atas dirinya, sehingga mereka ingin kembali ke
identitas dasarnya yang dibangun di atas dasar “materi tradisional bentukan
dunia komunal”. Identitas kemudian membantu mengatasi krisis individu
maupun kelompok dengan membangun kembali makna yang hilang (lihat
Mu’tasin, ed., 2006: 83-84). Letak persoalannya ada pada ketika peneguhan
identitas keagamaan, misalnya diekspresikan melalui gerakan resistensi yang
menimbulkan stigmatisasi, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kelompok
Laskar Jihad dalam konflik Muslim dan Kristen di Maluku sepanjang tahun
1999-2003. Kekristenan yang dianggap mewakili Dunia Barat menimbulkan
ancaman dan krisis identitas bagi sekelompok Muslim di Maluku, sehingga
melahirkan konflik dan kekerasan berlarut-larut yang membahayakan kesatuan
nasional (Saleh, 2008: 72). Belum lagi munculnya gerakan terorisme dan aksi
bom bunuh diri sebagai bentuk “perlawanan” atas globalisasi yang dianggap
membahayakan identitas komunitas, seperti yang pernah terjadi di Jimbaran dan
Pantai Kuta Bali, Hotel Ritz Cartlon Jakarta, dan rangkaian aksi bom bunuh diri
lainnya di Indonesia (Zuhdi, 2012: 252).

Dalam konteks lokal, globalisasi juga melahirkan ruang-ruang responsi
identitas kelompok dalam bentuk pengikatan diri pada kesadaran etnik dan
budaya. Ketika kesadaran etnik dan budaya, bahkan agama bertemu, maka
pembentukan identitas sosial kian menemukan vitalitasnya. Salah satunya adalah
komunitas masjid. Masjid merupakan identitas bagi komunitasnya, schingga
menjadi bagian penting yang “terancam” oleh globalisasi. Namun demikian,
penelitian terhadap tema ini belum banyak dilakukan. Jika pun meneliti masjid,
maka penelitian tersebut biasanya akan melihat masjid dalam sejarah
pendiriannya, peran dan manfaat masjid dalam menegakkan ajaran dan syari’at
Islam, dan kajian terhadap arsitektur masjid.

Dalam konteks globalisasi, membincang masjid sangat penting karena ia
tidak semata-mata tempat ibadah, tetapi juga identitas komunitasnya,
sebagaimana dapat dilihat dari Komunitas Masjid Saka Tunggal Banyumas,
Masjid Raya Al Fatah Ambon, dan Masjid Agung Jami’ Singaraja Bali. Masjid
Saka Tunggal Banyumas adalah identitas bagi komunitas Islam _4bgge (ahad rabu
wage), Masjid Raya Al Fatah Ambon merupakan identitas komunitas Muslim
lokal Ambon di tengah masyarat Ambon yang mayoritas beragama Kristen, dan
Masjid Agung Jami® Singaraja Bali merupakan identitas komunitas Muslim di
tengah masyarakat Hindu Bali. Bagaimana ketiga masjid tersebut eksis hingga
saat ini sangat menarik untuk didiskusikan.

Artikel ini membahas dua hal, yaitu bagaimana gambaran sosiologis-
antropologisnya ketika identitas sosial terbentuk sekaligus menciptakan responsi
atas perubahan budaya global yang dilakukan oleh Komunitas Masjid Saka
Tunggal Banyumas, Masjid Raya Al Fatah Ambon, dan Masjid Agung Jami’
Singaraja Bali, dan adakah pengaruh perubahan budaya global tersebut terhadap
eksistensi identitas komunitas ketiga masjid tersebut.
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Komunitas Masjid di Tengah Globalisasi

Masjid tidak semata-mata tentang sebuah bangunan yang kemudian
digunakan oleh orang Islam untuk melaksanakan ibadah, tetapi juga merupakan
pengejawantahan simbolisme dari nilai-nilai yang dianut, diyakini, dan
dilaksanakan oleh komunitasnya. Oleh karenanya, untuk memahami simbolisme
vang terkandung dalam masjid tersebut tidak cukup hanya dengan melihat
tampilan fisiknya saja, tetapi juga perlu meneroka sejarah dan semua aktivitas
yang ada di dalamnya. Aspek fisik dan non fisik dari sebuah masjid akan
menjadi sumber informasi yang sangat kaya tentang pola keberagamaan dan
keyakinannya, struktur sosial, serta corak dan watak masyarakat
pendudukungnya.

1. Masjid Agung Jami’ Singaraja Bali: Identitas Islam Bali yang Toleran

Masjid Agung Jami’ Singaraja merupakan salah satu masjid tertua di
Kabupaten Buleleng, tepatnya berada di Jalan Imam Bonjol 65 kota Singaraja.
Masjid yang dibangun di atas lahan seluas 1980 m2 dan dikelilingi pagar besi ini
berada di Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten
Buleleng, Provinsi Bali. Berada di area masjid ini kita akan lupa jika berada di
Bali, yang seringkali diasosiasikan sebagai kawasan Hindu. Suasana di kawasan
Masjid Agung Jami’ Singaraja, mirip dengan suasana di Jawa, khususnya Jawa
Timur. Laki-laki memakai sarung dengan berpeci, perempuan betjilbab, dan
saat menjelang waktu salat dari pengeras suara masjid terdengar orang ngaj.

Masjid Agung Jami’ Singaraja merupakan potret relasi harmonis antara
Hindu dan Islam di Kerajaan Buleleng. Masjid ini didirikan pada tahun 1846M,
yakni ketika Kerajaan Buleleng dipimpin oleh A.A. Ngurah Ketut Jelantik
Polong (putra A.A. Panji Sakti, raja Buleleng I). Masjid ini merupakan bentuk
perhatian dan kepedulian Raja Buleleng yang beragama Hindu kepada Umat
Islam di daerahnya. Raja Buleleng memberikan tanah sebagai tempat
pembangunan masjid, mengawal proses pembangunan masjid dengan
menugaskan saudaranya yang bernama A.A. Ngurah Ketut Jelantik Tjelagie!¢
dan Abdullah Maskati yang beragama Islam untuk memimpin pembangunan,
memerintahkan juru wukir puri untuk membuat ukiran masjid,' dan
memberikan £or/ (gerbang Puri) untuk dijadikan gerbang masjid.

Secara keseluruhan, arsitektur Masjid Agung Jami’ Singaraja merupakan
perpaduan antara spirit Islam dengan seni arsitektur Bali. Atap Masjid
berbentuk limasan dan pada setiap sudut terdapat ukiran cungkup (seperti

166 A A. Ngurah Ketut Jelantik Tjelagie memiliki peran besar dalam menyebarkan Islam dan
membangun kehidupan yang harmoni antara Islam dan tradisi Bali, salah satunya menulis al-
Quran dengan hiasan motif khas Bali di bagian pinggirnya. Al-Quran tulisan tangan A.A. Ngurah
Ketut Jelantik Tjelagie saat ini tersimpan di masjid Agung Jami’ Singaraja dalam kondisi kurang
(tidak) terawat. Al-Quran bersejarah tersebut diletakkan dalam kotak kaca terkunci di bagian
belakang mimbar tanpa mendapat perawatan yang layak, kelihatan kumal dan lusuh.

167 Ukiran pada masjid seperti mimbar, pintu, dan lain-lain sangat khas bali. Sampai saat ini,
ukiran tersebut masih terjaga keasaliannya.
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sulur) enam buah. Pada daun pintu dan jendela terdapat ukiran stilisasi bunga-
bunga dengan warna-warna yang cerah, sangat khas Bali.

Masjid Agung Jami’ Singaraja dibangun karena masjid Keramat atau
Masjid Tual®® --masjid pertama di daerah Buleleng-- yang berada di jalan
Hasanuddin dan berada dipinggir Sungai Tukad Mungga tidak lagi mampu
menampung jumlah jamaah yang terus bertambah. Upaya perluasan masjid
keramat juga tidak memungkinkan karena di samping kanan, kiri serta sebelah
barat masjid telah dipenuhi rumah-rumah penduduk. Namun, mungkin saja ide
pembangunan masjid Agung Jami® Singaraja bukan karena alasan tersebut,
tetapi untuk menghindari pembongkaran masjid sakral nan bersejarah
tersebut.16?

Ritual keagamaan yang dijalankan di Masjid Agung Jami’ Singaraja cukup
menarik. Sebelum adazan masuk waktu salat, dari speaker masjid di putar giraah
selama kurang lebih lima menit. Imam memimpin salat dengan mengeraskan
bacaan basmalah dan setelah salam berdizikir bersama dengan suara keras
membaca subbanallah, Alhamdulillah, dan Allahuakbar.

Selama melakukan penelitian, terdapat fenomena cukup menarik, yaitu
ketika Imam salat selalu membaca gunut nazilah'™ dalam setiap salat fardhu.
Sebagian besar jamaah mengamini. Menurut salah satu informan, pembacaan
qunut tersebut atas instruksi Ketua Takmir, yaitu untuk memohon pertolongan
Allah.

Hari Jumat menjadi salah satu hari yang menarik. Speaker yang
memperdengarkan pembacaan ayat-ayat suci al-Quran terdengar beberapa saat
sebelumnya pelaksananaan salat. Takmir menyalakan perangkat elektronik
untuk menunjang kelancaran salat, seperti wicrophone dan video shooting. Video
digunakan agar para jamaah yang berada di serambi dapat melihat khotib yang
sedang membaca khutbah Jumat dan memimpin salat. Salat Jumat dilakukan
dengan adzan dua kali, khutbah dengan bahasa Indonesia. Menurut penuturan

168 Masjid Tua atau Masjid Keramat ditemukan oleh masyarakat Muslim yang pindah dari
pelabuhan Buleleng ke pinggiran Sungai Tukad Mungga pada tahun 1654, yang jaraknya sekitar
500 meter. Pada saat ditemukan, bangunan segi empat berukuran 15 kali 15 meter persegi
tersebut dipenuhi semak belukar dan di dalamnya terdapat sebuah mimbar masjid berukir
ornamen khas Bali. Walau tidak diketahui siapa yang membangunnya, warga meyakini bahwa
bangunan tersebut adalah masjid. Keberadaan Masjid Keramat tersebut menunjukkan bahwa
kawasan pelabuhan Buleleng merupakan daerah persinggahan (bahkan mungkin didiami) para
saudagar Muslim sejak tahun 1654 M.

169 Alasan serupa terjadi pada pembangunan Masjid Raya Al Fatah Ambon. Lebih lanjut
pembahasan tentang Masjid Raya Al Fatah akan dibahas tersendiri.

170 Penulis sempat terkejut dengan pembacaan guuat tersebut, namun ternyata pembacaannya
bukan sebuah kebetulan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama melakukan penelitian,
pembacaan gunut tersebut dilakukan setiap salat, seperti Dhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya’ selalu
membaca Qunut Nazilah. Menurut Koordinator keagamaan Masjid Agung Jami® Singaraja,
Hariyanto, pembacaan Qunut tersebut atas perintah dari Bapak Ta’mir, yaitu untuk mendoakan
agar bangsa Indonesia, dan khususnya umat Islam senantiasa mendapat pertolongan dari Allah
SWT dan dijauhkan dari segala bencana.
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salah seorang responden, salat tarawih dan witir 23 rakaat, walau ada juga yang
hanya sebelas.

2. Majid Raya al-Fattah Ambon: Merawat Islam Ambon dari Banjir
Bandang Budaya Global

Masjid Raya Al Fattah Ambon terletak di tengah kota Ambon,
berdekatan dengan pasar dan pelabuhan, tepatnya berada di jalan Sultan
Babullah, Ambon, Maluku. Masjid ini berada persis di samping Masjid Jami’
An-Nur, salah satu masjid tertua di Ambon dan masjid yang dianggap sakral
oleh masyarakat setempat. Pembangunan Masjid al-Fatah merupakan petluasan
bangunan dari masjid Jami’ yang sudah tidak lagi menampung jumlah umat
Islam yang hendak melaksanakan ibadah.

Posisinya yang berada di tengah kota, posisi masjid ini sangat strategis
dan mudah dijangkau oleh siapa saja yang ingin beribadah atau sekedar melepas
lelah. Selepas salat Dzuhur misalnya, tidak sedikit para jamaah yang duduk-
duduk di dalam atau emperen masjid, baik sedang ngobro/, atau hanya sekedar
memainkan gadgetnya. Halaman masjid yang luas juga cukup memberikan
kenyaman kepada siapa saja yang membawa kendaraan, walaupun pada saat
pelaksanaan salat Jumat tetap saja tidak muat. Namun demikian, posisinya yang
berada di tengah kota dengan akses yang sangat mudah sering kali menjadi
persoalan tersendiri, khusunya terkait dengan keamanan. Menyadari keadaan
tersebut, pihak pengelola masjid memasang beberapa CCTV di sudut-sudut
masjid. Selain itu, ketika jam kerja, khususnya pagi sampai siang hari, semua
pintu gerbang ditutup dan dikunci. Jika tetap ingin masuk harus ijin terlebih
dahulu kepada satpam.

Peletakan batu pertama pembangunan masjid ini dilakukan oleh Presiden
pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tanggal 1 Mei 1963, dan diberi
nama Masjid Raya “Al Fatah”. Masjid Raya Kemenangan, ditamsilkan dari
peristiwa kembalinya Irian Barat dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Pada tahun
1984, Masjid Raya Al Fatah diresmikan pemakaiannya oleh Menteri Agama
Republik Indonesia. Dalam rangka menyambut dan mensukseskan MTQ
Nasional ke 24 di Kota Ambon, pada tahun 2010 masjid Raya Al —Fatah
direnovasi.

Keberadaan Masjid al-Fattah Ambon sangat penting bukan saja karena
sebagai pusat penyiaran Agama Islam, tetapi juga menjadi rumah dan benteng
bagi Islam Ambon yang toleran dan akomodatif terhadap budaya lokal dati
pengaruh faham keislaman yang cenderung keras dan intoleran. Pada saat
tetjadi konflik agama di Ambon pada tahun 1999, masjid ini menjadi tempat
pengungsian masyarakat Muslim yang bertempat tinggal di Ambon.

Masjid Raya Al Fattah merupakan pengejawantahan dari Islam Ambon
yang ramah dan toleran terhadap budaya lokal dan penganut agama lain. Masjid
al-Fattah adalah identitas komunitas Islam Ambon. Secara organisasi, Islam
vang dijalankan di masjid al Fattah Ambon tidak berafiliasi dengan organisasi
apapun. Secara ritual keagamaan menjalankan Islam Ahlussunnah Wal Jamaah.
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Setelah salat lima waktu kami melakukan dzikir bersama, membaca qunut setiap
salat subuh, adzan dua kali saat salat Jumaat, dan ada pembacaan zarhim sebagai
penanda waktu salat sebelum dikumandangkannya adzan.

Setiap salat jamaah yang dilakukan, selalu diakhiri dengan dzikir bersama
membaca Iszzghfar, Subbanallah, Alhamdulillah, dan Allahn Akbar secara nyaring
dan berulang-ulang, serta diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh
Imam. Untuk salat-salat berjamaah yang pembacaan al-Fatihah dan surat-surat
pendek secara nyaring, imam selalu membaca basmalaalh diawal bacaan surat.

3. Masjid Saka Tunggal Banyumas: Identitas Komunitas Islam Jawa

Masjid Masjid Saka Tunggal Baitussalam atau lebih dikenal dengan
Masjid Saka Tunggal, terletak di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Banyumas,
Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Masjid ini dianggap sebagai
masjid tertua di Indonesia, karena menurut tahun yang tertera pada saka
tunggalnya, masjid ini dibangun pada tahun 1288 M oleh #bah Mustholeh yang
dimakamkan di atas bukit disebelah barat masjid Saka Tunggal. Jika dilihat dari
angka tahun pendiriannya, maka masjid ini merupakan satu-satunya masjid
tertua di pulai Jawa yang dibangun sebelum masa dakwah Wali Sembilan (Wali
Songo). Jika benar bahwa masjid saka tunggal didirikan pada tahun 1288 M
(abad ke-12), maka masjid ini telah ada 2 abad sebelum era Wali Songo hidup
pada masa abad 15-16 Masehi, dan bahkan lebih dulu ada dari kerajaan
Majapabhit.

Masyarakat Banyumas secara konvensional menyebutnya sebagai masjid
Saka Tunggal. Penyebutan ini berhubungan dengan konstruksi masjid yang
dibangun dengan satu pilar utama (tiang penyangga tunggal) yang berada di
tengah masjid. Pilar utama ini memiliki empat sayap scbagai penopang
bangunan atap masjid. Tiang dengan empat sayap penopang yang berada di
tengah masjid ini terlihat seperti sebuah totem. Pada bagian bawah tiang
terdapat kaca pelapis yang berfungsi untuk melindungi bagian yang terdapat
tulisan tahun pendirian masjid tersebut. Saka masjid ini berdiri menjulang
hingga bagian wuwungan yang berbentuk limas. Bentuk limas ini sama dengan
bentuk wuwungan Masjid Agung Demak.

Letak masjid berada tepat di kaki bukit (gunung) Cikakak, dan relatif jauh
dari jalan raya. Untuk sampai ke lokasi kita harus melewati jalan kampung
beraspal yang tidak terlalu bagus, namun diujung jalan sudah tersedia lapangan
parkir untuk kendaraan berziarah dan/atau berwisata ke Masjid Saka Tunggal.
Untuk sampai dilokasi masjid, kita harus melwati pintu gerbang dengan
membayar karcis. Lokasi masjid berada tepat diujung jalan di bawah gunung
Cikakak. Di sekitar masjid hanya ada tiga rumah yang ditempati oleh keturunan
pendiri masjid Cikakak Mbah Mustholeh yang sekaligus berperan sebagai juru
kunci masjid.

Jika malam menjelang, suasana di sekitar masjid Cikakak sangat lengang.
Hanya beberapa lampu kecil yang menerangi. Hampir tidak ada kehidupan sama
sekali, terutama selepas salat Isya’. Suasana nampak sangat berbeda pada pagi
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dan siang hari. Kawanan kera yang yang jumlah sangat banyak akan memenuhi
sekitar wilayah masjid. Kera-kera tersebut turun dari bukit yang berada di
sebelah barat masjid Saka Tunggal.

Ada empat sayap yang menopang di bagian saka masjid saka tunggal
tersebut. Dari model arsitektur seperti itu tidak terlepas dari filosofi yang
dikandung di dalamnya yaitu papat kiblat lima pancer atau empat mata angin dan
satu pusat. Empat kiblat berarti manusia sebagai pusat pusaran dikelilingi oleh
empat mata angin yaitu api, angin, air dan bumi. Dati empat penjuru mata angin
ini maka manusia sebagai makhluk hidup harus mampu menciptakan
keseimbangan. Adapun saka tunggal itu berarti bagi manusia seyogyanya seperti
hurut a/f, yaitu tidak bengkok, manusia yang tidak bengkok artinya tidak boleh
bengkok, tidak nakal dan tidak berbohong. Ada sebuah kontrol serta pernyataan
yang bersifat sanksi dari ajaran ini, yaitu apabila manusia bengkok maka tidak
layak disebut manusia.

Adapun filosofi keseimbangan dari empat penjuru mata angin yaitu
ajaran untuk tidak berlebihan dalam penggunaan air agar tidak tenggelam,
jangan banyak bermain angin bila tak ingin masuk angin, jangan berlebihan
bermain api agar tidak terbakar dan jangan betlebihan memuja bumi agar tidak
terjatuh. Empat mata angin dan satu penjuru tersebut juga mempunyai merujuk
makna pada terminlogi Islam —Jawa yang disebut dengan allawwamab,
muthmainnah, shufiyyah dan amarrab.

Komunitas Masjid Saka Tunggal berada di bawah gunung Cikakak
Cikakak dan menganut tradisi budaya Islam Aboge. Aboge merupakan
singkatan dari A/f Rebo Wage, yaitu sebuah sistem perhitungan kalender yang
menggabungkan kalender winduan dengan beberapa jumlah perhitungan hari
pasaran dalam tradisi Jawa yakni Pon, Wage, Kiiwon, Legi dan Pabing. Jika dirunut
dari sisi historis, perhitungan sistem Aboge ini dimulai dari perintah Sutan
Agung Hanyakrakusuma sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Kerajaan
Mataram pada saat itu. Sistem penaggalan a/a Aboge mengisyaratkan kepastian
waktu jatuhnya hari Idul Adha, Idul Fitri dan permulaan Ramadhan (Sulaiman,
2013: 9). Dalam keperayaan Aboge, shalat Idul Fitri disebut dengan Shalar
Nyigti (Ig#) dilaksanakan setelah puasa syawal pada tanggal 8 bulan Syawal pada
pagt hari dan ada pula shalat Rebo wekasan yang dilaksanakan pada hari rabu
terakhir pada bulan Safar (Haryanto, 2015: 44).

Ritual keagamaan yang dilaksanakan di Masjid Saka Tunggal cukup unik.
Mereka memulai kegiatan ibadah dengan menabuh bedug dan kentongan yang
dilakukan oleh juru kunci dialanjutkan dengan adzan langgam Jawa. Setiap
orang yang datang melaksanakan salat sunnah yang jumlahnya sekitar empat
salam masing-masing dua rakaat. Setelah melaksanakan salat sunnah, sambil
menunggu pak Imam, jamaah salat Maghrib membaca syiran yang lafadznya
campuran antara bahasa Arab dan Bahasa Jawa yang dilagukan seperti orang
berguman. Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan bahasa Jawa ngapak, sangat
sulit untuk memahami rangkaian gyziran yang dibaca.
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Bedug kembali ditabuh sebagai tanda akan segera dilaksanakannya salat
magrib. Imam berdiri dan salah satu jamaah membaca igamah. Ketika membaca
surat fatihah dan suta pendek, Imam membacanya dengan cepat dan cenderung
seperti orang bergumam. Bagi mereka yang terbiasa membaca al Quran dengan
tartil akan merasa janggal dengan cara membacanya. Gerakan-gerakan salat juga
cenderung cepat, namun para jamaah yang sebagian besar sudah berusia lanjut
dapat mengikutinya. Setelah salam, dilanjutkan dengan pembacaan dzikir. Lagi-
lagi dengan pelafadzan yang cenderung bergumam. Bacaan yang cukup menarik
dan mudah diterka adalah pembacaan kalimat /ailabaiillaliah yang dalam jumlah
hitungan tertentu berubah menjadi iallah, hu Allah, dan hu'. Setelah selesai
wiridan, pak imam memimpin para jamaah untuk melaksanakan salat sunnah
yang jumlahnya sekitar 10 salam, dimana masing-masing salam berjumlah dua
rakaat. Setelah selesai melaksanakan salat sunnah tersebut, dilanjutkan dengan
pelaksanaan salat Isya’ secara berjamaah. Rangkaian ritual yang dilakukan sama
dengan pelaksanaan salat maghrib. Ada kejadian unik dan mendebarkan pada
saat dzikiir setelah salat Isya’, tiba-tiba salah satu jamaah mematikan semua
lampu dan pintu masjid juga ditutup. Setelah selesai dzikir baru dihidupkan dan
dibuka lagi.

Pelaksanaan salat Jumat juga cukup unik. Tidak ada pengeras suara,
hanya beduk yang ditabuh oleh juru kunci: tidak terus-terusan, tetapi ada
jedanya. Sambil menunggu waktu salat Jumat, jamaah melaksanakan salat
sunnah dan melantukan gyiiran berbahasa Arab yang bercampur dengan bahasa
Jawa Banyumasan. Adzan pertama dilakukan oleh empat orang memakai jubah
berwarna putih dan menutup kepalanya dengan udeng batik warna biru, dengan
menggunakan langgam Jawa. Unik dan sangat indah. Hal unik lainnya adalah
ketika khotib naik ke atas mimbar. Sang khotib ketika membacakan khutbahnya
yang berbahasa Arab walau hanya terdengar sekilas berada dibalik tirai. Dengan
berada dibalik tirai tersebut, para jamaah tidak dapat melihatnya.

Keunikan lainnya dapat dilihat saat melaksanakan salat Jumat, dzikir
setelah salat, dan pelaksanaan solat sunnah yang jumlah sekitar sepuluh salam
dimana setiap salah terdiri dari dua rakat. Setelah selesai melaksanakan
rangkaian ritual salat tersebut, para jamaah tidak langsung pulang, tetapi ada
yang bergeser ke belakang lalu ndeprok dalam posisi sujud, seperti menyembah
sesuatu. Setelah itu baru para jamaah meninggalkan masjid.

Komunitas Masjid Merespon Globalisasi: Merawat Identitas

Dunia global tidak semata-mata proses homogenisasi budaya, tetapi juga
memberi peluang bagi terjadinya kehidupan dunia yang semakin heteregon,
pluralistik. Individu-individu dan komunitas-komunitas —bahkan yang marginal
sekalipun—memiliki ruang dan kesempatan yang sama dengan kelompok
dominan untuk melakukan adaptasi, explorasi nilai-nilai diri, dan manuver
dalam arena globalisasi. Individu dan komunitas-komunitas lokal bukan benda
mati yang hanya bisa menerima dan mengikuti stimus yang datang dari luar,
tetapi adalah agen penting dan kreatif, yang mampu untuk memilah dan
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memilih apa unsur-unsur luar yang dapat diterima, diadaptasi dan apa yang
harus ditolak sesuai dengan kebutuhan dan kerentanan identitasnya (Salehudin,
2015). Komunitas-komunitas masjid tersebut tentu ---meminjam teori Michel
de Certeau dalam bukunya #he practice of every day life (1984)—memiliki taktik
untuk merespon strategi kooptasi budaya global.

1. Komunitas Masjid di Tengah Budaya Global

Masjid merupakan simbol identitas bagi komunitasnya. Dengan kata lain,
masjid merupakan pengejawantahan dari identitas komunitasnya. Masjid Saka
Tunggal yang menjadi identitas komunitas Islam Jawa yang dikenal orang
sebagai Islam Aboge atan alif rabo wage. Masyarakat umum hanya mengenal Islam
Aboge sebagai Islam yang menjalankan ibadah puasa Ramadhan, salat Idul fitri,
dan Salat Idul Adha cenderung berbeda dari kebanyakan Islam di Indonesia.
Ketika pemerintah Indonesia melalui kementerian Agama dan kelompok-
kelompok Islam di Indonesia sibuk mengadakan sidang i#sbat, mereka tidak
peduli. Jika menurut mereka sudah waktu puasa, salat idul fitri, dan salat Idul
Adha berdasarkan hitungan yang diwariskan oleh leluhur mereka ---disebut
aboge atau alif sabtu wage--, mercka akan melaksakan puasa, Salat Idul Fitri
dan/atau Salat Idul Adha, tidak peduli apakah sesuai dengan keputusan
pemerintah atau tidak.

Masjid Saka Tunggal Cikakak berada cukup terpencil, persis dikaki
sebuah gunung dengan jalan akses yang relatif sulit, namun cukup dikenal oleh
masyarakat Indonesia, khususnya menjelang pelaksanaan Salat Idul Fitri dan
Idul Adha. Pada dua momentum tersebut, beberapa media baik televisi maupun
media cetak dan online berdatangan untuk melihat, meliput dan mengabarkan
kepada dunia bahwa di sebuah tempat terpencil ada penganut Islam yang
melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha pada waktu yang berbeda dari waktu
yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan, merecka melaksanakannya ketika
pemerintah masih berdebat hangat untuk menentukan kapan waktunya. Namun
walaupun menjadi buah mata mass media, mereka seolah-olah tidak ambil
pusing.

Melongok ke dalam masjid Saka Tunggal, kita akan mengetahui identitas
komunitas masjid Saka Tunggal Cikakak yang khas dan unik. Mereka
menjalankan ritual keagamaan sebagai orang-orang Islam Jawa, yaitu Islam yang
sangat menghargai dan menghormati leluhur, dengan teguh dan awadbux’. Di
tengah hiruk pikuk Arabisasi dan purifikasi ke-Islaman yang gelorakan oleh
mass media, khususnya televisi dan media cetak, mereka tetap secara teguh
menjalankan Islam sebagaimana diajarkan oleh leluhur mereka. Membaca surat-
surat al-Quran dalam salat dengan langgam Jawa dan dialek Ngapak sehingga
terdengar samar-samar dan terasa tidak sesuai dengan kaidah-kaidah membaca
al-Quran sering kali akan mengundang orang non komunitas Saka Tunggal
(baca: non Islam .4boge) untuk menyalahkan mereka. Namun kekhusuan mereka
untuk berdzikir setelah salat fardhu (wajib), melaksanakan ragam salat sunnah
setelah salat wajib hingga puluhan salam dengan dua rakaat, tradisi salaman
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setelah salat atarjamaah, dan diakhir dengan sujud syukur menunjukkan betapa
agamisnya mereka. Nampaknya tidak salah jika kita berkesimpulan bahwa hidup
mereka hanya untuk beribadah kepada sang Maha Pencipta. Globalisasi dengan
segala pernak-pernik nilai yang dibawanya seolah-olah berhenti di pintu masuk
masjid Saka Tunggal.

Masjid sebagai simbol identitas dari komunitas pendukungnya juga dapat
dilihat dari keberadaan Masjid Agung Jami’ Singaraja sebagai representasi
Identitas Islam Bali dan Masjid al Fatah Ambon yang merupakan representasi
dari identitas komunitas Islam Ambon. Namun berbeda dengan Masjid Saka
Tunggal Cikakak Banyumas, Masjid Agung Jami’ Singaraja cenderung
akomodatif dengan globalisasi dan nilai-nilai yang dibawanya. Kedua masjid ini
memanfaatkan secara kreatif dan selektif teknologi modern sesuai dengan
kebutuhannya. CCTV yang dipasang hampir di setiap pojok masjid. Masjid
yang luas dan posisinya yang tetletak di tengah kota dan/atau pinggir jalan raya,
maka penggunaan CCTV merupakan kebutuhan untuk menjamin kemananan
fasilitas masjid dan kenyaman para jamaah. “Dengan CCTV ini, kami dapat
mengawasi semua bagian masjid dari ruangan ini. Salah satu persitiwa yang
mendasari dipasangnya CCTV ini adalah seringnya kehilangan sandal para
jamaah, khusunya saat salat Jumat,” ungakp Hariyanto, salah satu Takmir
Masjid Agung Jami’ Singaraja.

Selain CCTV, di Masjid Al Fatah Ambon dan Masjid Agung Jami’
Singaraja juga terdapat video shooting yang digunakan setiap salat Jum’at, yaitu
untuk menshote khotib yang sedang menyampikan khutbah dan Imam yang
sedang mengimami, dan relay melalui televisi yang berada di beberapa tempat
dalam masjid. Dengan cara ini, para jamaah salat Jum’at dan melihat khotib dan
imamnya. Khusus untuk Masjid Al Fatah Ambon, penyebaran materi khutbah
juga dilakukan dengan siaran langsung RRI Ambon. Teknologi dimanfaatkan
oleh komunitas Masjid Al Fatah Ambon dan Masjid Agung Jami’ Singaraja
untuk “mengkomunikasikan” identitas komunitasnya.

Nilai-nilai modern juga digunakan oleh komunitas Masjid Al Fatah
Ambon dan Masjid Agung Jami’ Singaraja untuk melakukan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan masjid. Setiap minggu (Jum’at), selalu dilaporkan
sitkulasi keuangan yang didapat dari infaq jamaah dan/atau donasi lainnya,
termasuk juga penggunaannya. Jamaah juga mendapatkan informasi siapa yang
akan menjadi imam dan khotib Salat Jumat, imam salat fardbu, pengisi pengajian
rutin, dan kegiatan-kegiatan lain yang akan dilaksanakan. Namun demikian,
bukan berarti modernitas dapat masuk ke masjid secara leluasa, tetapi ada
pembatasan sedemikian rupa, misalnya ketika waktu salat atau masuk masjid HP
harus dimatikan atau disient. Seolah-olah ada ruang yang jelas antara ruang
agama dan ruang dari modernitas. Namun demikian, tidak sedikit yang masih
memainkan HPnya saat khotib sedang menyampaikan khutbahnya.

Jika melihat latar depan —tampilan arsitektur dan kelengkapan masjid--
kita menemukan akomodasi selektif terhadap modernitas, maka pada
latarbelakangnya —nilai interiksinya-- kita akan menemukan kecenderungan
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untuk secara tegas menjaga identitasnya, yaitu sebagai represantasi dari identitas
komunitas Islam yang ramah terhadap budaya lokal, dan toleransi positif
keberadaan agama lain. Masjid Al Fatah Ambon merupakan representasi dari
identitas komunitas Islam Ambon yang ramah dan toleran terhadap budaya
lokal, demikian pula dengan Masjid Agung Jami’ Singaraja yang merupakan
identitas dari komunitas Islam Bali yang ramah dan toleran terhadap budaya
lokal.

2. Agen dalam Pertahanan Identitas

Globalisasi memberikan peluang yang besar bagi komunitas lokal untuk
melakukan aktualisasi diri secara kreatif sesuai dengan kemampuan, kebutuhan
dan tujuannya. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, komunitas tiga masjid,
yaitu Masjid Sakatunggal Cikakak, Masjid al-Fatah Ambon, dan Masjid Agung
Jami’ Singaraja Bali secara kreatif mampu mempertahankan identitasnya di
tengah banjir bandang budaya global. Salah satu faktornya adalah keberadaan
pemimpin ketiga komunitas masjid tersebut.

Pemimpin Masjid Sakatunggal Cikakak lebih dikenal dengan sebutan juru
kunci. Posisi juru kunci sangat penting penting dalam semua segmen kehidupan
masyarakat komunitas Islam Masjid Saka Tunggal (Islam _4boge). Semua ritual
keagamaan yang dilaksanakan di masjid Saka Tunggal semuanya di pimpin oleh
para juru kunci. Sebagai keturunan Kiai Mustholih, juru kunci juga menjadi
mediator masyarakat untuk ngalap berkah dari Mbah Mustoleh. Siapapun yang
hendak betziarah dan/atau ngalap berkah harus didampingi oleh juru kunci.
Selain itu, sebagai representasi Mbah Mustoleh, merecka memiliki legitismasi
untuk “mengatur” masyarakat. Apapun yang dikatakan oleh juru kundi,
masyarakat akan mengikutinya, bahkan tanpa bertanya sama sekali. Dalam
konteks globalisasi, keberadaan juru kunci menjadi sangat penting. Dia memiliki
“wewenang” sangat besar untuk menggerakkan komunitasnya, menerima atau
menolak globalisasi. Penetimaan dan/atau penolakan atas globalisasi yang
dilakukan oleh juru kunci akan akan diikuti oleh komunitasnya tanpa bertanya.
Menolak atau melawan juru kunci sama halnya menolak dan melawan Mbabh
Mustoleh.

Aktor di Masjid Raya al-Fatah Ambon adalah Bapak Imam. Bapak Imam
memiliki peran sangat penting dalam menentukan warna dan corak
keberagamaan komunitas masjid Al Fatah. Semua keputusan terkait dengan
keberagamaan masjid sepenuhnya ditentukan Bapak Imam, mulai dati
menentukan Khotib Jumat, Pengisi Pengajian rutin Ba’da Maghrib, dan
pengajian anak-anak. Tanpa persetujuan Bapak Imam, siapapun tidak mungkin
dapat memimpin kegiata ibadah di Masjid Raya al-Fatah Ambon. Dalam
konteks globalisasi, peran Bapak Imam sangat penting untuk menjaga identitas
komunitas.

Aktor di Masjid Agung Jami’ Singaraja adalah Ketua Takmir. Peran
Ketua Takmir di Masjid Agung Jami’ Singaraja relatif sama dengan penghulu di
Masjid Raya Al Fatah Ambon. Ketua takmir memiliki otoritas mutlak untuk
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mengelola masjid, seperti menentukan siapa-siapa yang boleh menjadi imam
salat, khotib Jum’at dan penceramah pengajian. Dalam konteks globalisasi,
peran Bapak Imam sangat penting untuk menjaga identitas komunitas.

3. Proses Meneguhkan Identitas Komunitas di tengah Globalisasi

Agama seringkali berada pada posisi berhadapan dengan globalisasi,
namun celakanya globalisasi sendiri merupakan keniscayaan sejarah yang tidak
mungkin dibendung oleh agama sekalipun. Oleh katenanya, yang dapat
dilakukan oleh komunitas masjid bukan melawannya, tetapi menyikapinya dan
memanfaatkan globalisasi untuk memperkuat identitasnya. Ketiga komunitas
masjid tersebut secara cerdas melakukan respon terhadap globalisasi:
membiarkannya sebagaimana dilakukan komunitas Masjid Saka Tunggal, dan
memanfaatkannya sebagaimana dilakukan oleh komunitas Masjid Raya Al
Fattah Ambon dan Masjid Agung Jami’ Singaraja. Secara garis besar, ada tiga
proses yang dilakukan untuk menjaga identitasnya. Perfama, pembiasaan dan
pelembagaan. Identitas disosialisasikan dan  diinternalisasikan  melalui
pembiasaan dan pelembagaan, misalnya setelah salat melakukan dzikir bersama,
adzan dua rakaat pada salat Jumat, dan lain sebagainya. Dengan cara ini, akan
terjadi proses internalisasi nilai-nilai yang pada akhirnya akan memperkuat
identitas komunitas. Kedna, peneguhan otoritas leluhur. Salah satu cara efektif
untuk “melawan” strategi kooptasi globalisasi adalah dengan taktik meneguhkan
otoritas leluhur. Hal ini sebagimana dilakukan oleh Komunitas Islam Aboge
Masjid Saka Tunggal Cikakak Banyumas. Mereka membentengi dirinya dengan
menyandarkan diri kepada leluhur, yaitu dengan mematuhi dan menjalankan
ajarannya. “Anane awake dewe iku ferono anane lelubur, lah kalo ora taat marang
lelubur terus awak dewe iki disebut opo?” ungkap salah satu narasumber. Mereka
harus menjalankan semua yang telah dijalankan dan diajarkan oleh leluhur
dalam kehidupan sehari-hari, jika tidak maka akan kuwalat. Konsep kuwalat
menjadi taktik jitu untuk menyikapi globalisasi. Dengan alasan takut kuwalat,
komunitas Masjid Saka Tunggal terus mempertahankan ajaran leluhurnya.
Ketiga, penguatan visi misi kelembagaan. Keberadaan visi misi lembaga relatif
efektif untuk membendung banjir bandang globalisasi, sebagaimana dapat
dilihat pada apa yang dilakukan oleh komunitas Masjid Raya Al Fattah Ambon
dan Masjid Agung Jami’ Singaraja untuk menjaga identitas komunitasnya. Visi
misi lembaga menjadi dasar untuk menentukan siapa dan seperti apa khotib dan
penceramah yang boleh tampil di Masjid Raya Al Fattah Ambon dan Masjid
Agung Jam1’ Singaraja.

Kemampuan ketiga komunitas tersebut mempertahankan  diri
menunjukkan bahwa globalisasi tidak semata-mata menciptakan homogenisasi
budaya, tetapi memfasilitasi terciptanya pluralitas budaya. Globalisasi
merupakan ruang besar yang disediakan untuk semua kebudayaan —termasuk
komunitas agama—untuk bertemu, tampil, bernegosiasi, dan berkontestasi
untuk menujukkan eksistensinya. Komunitas masjid bukan benda mati yang
tidak berdaya menyikapi apapun yang tetjadi pada dirinya, tetapi mahluk kreatif
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yang dapat memilah dan memilih bagian-bagian dari globalisasi yang dapat
digunakan untuk memperkuat dirinya atau harus ditolak karena bertentangan
dengan identitas komunitasnya. Globalisasi adalah ancaman pada satu pihak
dan peluang pada pihak yang lain. Komunitas Masjid Raya Al Fattah Ambon,
Masjid Agung Jami’ Singaraja, dan Masjid Saka Tunggal Cikakak Banyumas
mengajarkan  kepada kita bagaimana memanfaatkan globalisasi untuk
memperkuat identitas komunitasnya. Komunitas masjid tersebut ibarat ikan
yang berenang di lautan. Walaupun memanfaatkan lautan untuk tempat hidup
dan meneruskan transmisi kehidupannya, ikan itu sendiri tidak menjadi asin.

Penutup

Globalisasi adalah kenyataan yang harus diterima, dihadapi, dan disikapi
oleh siapa saja, termasuk komunitas masjid. Globalisasi meniscayakan tatanan
dunia baru yang disebut kampung global, yaitu dunia yang tidak lagi dibatasi
oleh sckat-sekat agama, suku bangsa, administrasi negara, dan aliran politik.
Situasi ini seringkali diangap sebagai ancaman bagi identitas karena mendorong
terjadinya terjadinya homogenisasi budaya. Padahal, jika melihat fenomena
Masjid Saka Tunggal Cikakak, Masjid al-Fatah Ambon, dan Masjid Agung Jami’
Singaraja kita akan menemukan betapa globalisasi malah memperkuat identitas
komunitas. Malahan, identitas komunitas masjid menjadi jangkar bagi identitas
individu. Globalisasi memberi ruang kepada setiap individu untuk membangun
identitasnya secara bebas sesuai dengan keinginannya. Namun dalam kondisi
demikian, individu dapat terjebak dalam situasi tanpa identitas sehingga akan
kesulitan dalam mengidentifikasi diri dan memaknai hidupnya.

Masjid Agung Jami’ Singaraja merupakan identitas dari komunitas Islam
Bali, Masjid Raya Al Fatah Ambon merupakan identitas dari komunitas Islam
Ambon, dan Masjid Saka Tunggal Cikakak merupakan identitas dari komunitas
Islam Jawa atau yang dikenal dengan Islam Aboge (Alif Rabo Wage). Dalam
konteks globalisasi, Individu-individu anggota komunitas masjid tersebut dapat
menyerap nilai-nilai dari mana saja, namun ketika masuk ke dalam masjid
individu-individu  tersebut harus menyesuaikan diri dengan identitas
komunitasnya. Identitas komunitas merupakan collective awareness untuk
merespon dan menjalani kehidupan ditengah samudra budaya global yang
semakin tak terkendali.

Fenomena yang terjadi di Masjid Saka Tunggal Cikakak, Masjid al-Fatah
Ambon, dan Masjid Agung Jami’ Singaraja menunjukkan bahwa komunitas-
komunitas tersebut tidak hanyut oleh banjir bandang globalisasi. Komunitas
masjid bukanlah sekumpulan benda mati yang hanya bisa pasrah menerima
pengaruh luar, tetapi sekumpulan mahluk hidup yang memiliki otoritas untuk
bersikap, yaitu untuk memilah, mimilih dan sekaligus menyikapi setiap nilai-nilai
vang datang dari luar diri dan komunitasnya. Mereka memiliki ---meminjam
bahasa De Certeau (1984)--- taktik untuk merespon startegi budaya global.
Seperti ikan di lautan, hidup dan berenang di dalamnya namun tidak menjadi
asin.
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PERGUMULAN ISLAM RIMBA DAN ISLAM PERKOTAAN
DI HUTAN LINDUNG TAMAN NASIONAL BUKIT DUA
BELAS (TNBD) PROPINSI JAMBI

Dr. Muhammad Shohibul Itmam, MH
STAIN Ponorogo

Abstrak:  Tulisan ini menjelaskan pergumnlan keberagamaan Islam orang rimba dengan
masyarakat perkotaan di butan lindung Taman Nasional Bukit Dua Belas
(INBD) Provinsi Jambi dengan pernbaban serta pergeseran yang fterjadi
dengan segala problematikanya. Entitas keberagamaan Islam orang rimba
mengalami posisi delimatis antara mempertabankan entitasnya sebagai orang
Islam rimba dan melebur menjadi orang Islam fota sekaligns keluar dari
butan rimba. Dengan pendekatan knalitatif, deskriptif, analitis, sebagai
penelitian lapangan yang fokus pada keberagamaan orang rimba, tulisan ini
menyimpulkan babwa telah terjadi perubaban mendasar pada Islam orang
rimba  terntama dari  aspek  dogma ajaran leluburnya yang masib
menggunakan doktrin lelubur secara turun temurun sehingga membentuk
suatn  keberagamaan  Islam wversi orang rimba barn yang  simbiosis,
akomodatif serta asimilatif sebagai akibat pergummlanya dengan Isiam
perkotaan (orang kota/ luar). Pernbaban tersebut sesunggubnya mernpakan
dampak dari sebuah interaksi sosial yang secara kbusus terjadi pada masa
transisi menjelang reformasi hingga sekarang. Akibat pergummlan tersebut,
Islam rimba sangat dimungkinkan mengalami perubaban secara terus
menerus sesuai perubaban kesadaran mereka yang dipengarubi oleh konteks
sosial masyarakat yang masuk pada mereka, dengan kata lain Islam Rimba
adalab yang keberagamaanya ditentukan atas transaksi interaksi dengan
Istam  Ilnar/ masyarakat fkota yang berpengarub. Selain itn, supaya
pergummulan tersebut memberi kontribusi positif bagi keberagamaan Islam
Rimba, tentunya ditopang dengan kebijakan pemerintah provinsi Jambi serta
keberlangsungan  pengawalan dan  pengawasan  kebijakan tersebut baik
dalam skala nasional, regional manpun internasional.

Kata Kunci: Rimba, Orang Rimba, Keberagamaan, Taman Nasional Bukit Dua
Belas (TNBD)

Pendahuluan

Islam Indonesia adalah Islam yang sangat unik, beragam pluralis seperti
Islam NU, Islam Muhammadiyyah, Islam Syiah, Islam Sunny dan lainnya yang
mempunyai konsekuensi keberagaan bagi para pengikutnya. Rialitas Indonesia
demikian antara lain terjadi di Provinsi Jambi yang memiliki keberagaman unik
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dengan suku dan budaya pluralis seperti keberagamaan Islam orang rimba yang
interaksi dengan Islam Perkotaan yang terjadi di hutan lindung Taman Nasional
Bukit Dua Belas (TNBD). Keunikan tersebut banyak dikenal oleh masyarakat
Indonesia, bahkan masyarakat dunia sehingga presiden Joko Widodo
menyempatkan berkunjung ke komunitas orang rimba!7l. Sebutan Orang
Rimba, Suku Anak Dalam atau orang kubu mempunyai keberagamaan unik,
bahkan tampilan mereka terbersit mengandung nilai ke-Islaman yang berbeda
umumnya masyarakat dalam membangun dan menerima suatu nilai atau ajaran
tertentu. Hal ini menguatkan pandangan dan perspektif tertentu, bahkan dari
dunia internasional khususnya untuk menjadikan Jambi sebagai icon yang layak
dikaji dari berbagai perspektif dengan adanya komunitas orang rimba yang
notabene Islam!7.

Hutan lindung Taman Nasional Bukit Dua Belas di Jambi ditempuh
dari kota melalui jalan berbelok, berliku, kanan kiri hutan karet, kelapa sawit,
merupakan pemandangan yang menambah suasana makin fokus dan
menghilangkan semua pemikiran yang tidak terkait dalam penelitian ini.'73
Hutan lindung ini juga melewati persimpangan Pao Sorolangon Jambi yang dari
sini merupakan awal info valid tentang orang rimba karena mereka dekat dan
sering ketemu orang rimba di pasar Pao, Sorolangon tersebut. Menurut seorang
penjual nasi padang dan mie ayam yang sempat ketemu dan berbincang, orang
rimba atau suku anak di di provinsi Jambi memiliki sebutan nama untuk mereka
yang dikenal dengan “Kubu” atau “Anak Rimba”. Hal demikian berdampak
pada cara dan sikap orang modern terhadap orang rimba yang berbeda beda!™.

Untuk sebutan kubu bagi suku Anak Dalam memiliki arti yang negatif,
karena cenderungan diartikan menjijikan, kotor dan bodoh. Panggilan kubu
bagi suku anak dalam pertama kali terdapat di tulisan-tulisan pejabat kolonial
yang kemudian diikuti masyarakat kota yang kurang respek terhadap eksistensi
orang rimba. Sementara sebutan suku Anak Dalam merupakan sebutan yang
diciptakan oleh pemerintah Indonesia melalui Departemen Sosial di tengah
perkembangan sosial masyarakat. Arti suku Anak Dalam memiliki arti orang
yang bermukim di pedalaman dan terbelakang. Sebutan yang ketiga adalah Anak
Rimba merupakan sebutan yang lahir dati suku Anak Dalam sendiri. Arti Anak
Rimba atau orang rimba adalah orang yang hidup dan mengembangkan
kebudayaan dengan tidak terlepas dari hutan, tempat tinggal mereka!7>. Istilah

171 Jogi Sirait dan Ridzki R. Sigit, “Kunjungan Jokowi dan Nasib Masa Depan Orang Rimba”,
akses dari http://www.mongabay.co.id/2015/11/05/kunjungan-jokowi-dan-masa-depan-orang-

mba/, Rabu, 27 Juli 2016

172 Wawancara dengan Theo, anggota WARSI pada 15 Desember 2013

173 Catatan perjalanan penulis yang tidak dipublikasikan dari Rektorat pascasatjana IAIN
STS Jambi menuju Taman Nasional Bukit Duabelas pada Kamis, 13 November 2013.

174 Catatan penulis yang tidak dipublikasikan dari ceramah WARSI di Rektorat IAIN STS
Jambi dalam materi seputar Orang Rimba pada 15 November 2013

175 Catatan penulis yang tidak dipublikasikan dari ceramah WARSI di Rektorat IAIN STS
Jambi dalam materi seputar Orang Rimba pada 16 November 2013.
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Orang Rimba dipublikasikan oleh seorang peneliti, Muntholib Soetomo melalui
disertasinya berjudul “Orang Rimbo: Kajian Struktural Fungsional masyarakat
terasing di Makekal, provinsi Jambi17¢.

Terkait dengan orang rimba ada fenomena menarik untuk dicermati,
bahwa mereka sangat sadar dan bangga dengan nilai yang berlaku dikalangan
mereka sendiri bahkan mereka juga menyebut dan mengenal Muhammad
sebagai nabi dalam Islam. Agama, doktrin atau keyakinan orang rimba
merupakan harga mati yang tidak bisa dibantah, karena membantah atau
menentang doktrin bagi mereka sama halnya dengan menentang dan
membantah leluhur mereka yang telah diyakini menyebabkan mereka ada di
rimba yang konsekuensinya berdampak pada kehidupan yang susah jika
menentang leluhur tersebut. Doktrin orang tua atau leluhur mereka sangat kuat
dan mengakar dalam kehidupan schari-hari yang tentunya kesadaran demikian
sangat mempengaruhi ragam aktifitas yang mereka jalankan. Aktifitas-aktifitas
tersebut terkadang kalau tidak disebut sering bertentangan dengan model
kesadaran hukum yang terjadi dalam masyarakat modern (orang luar rimba)
seperti menyikapi peraturan lalu lintas, kesadaran makanan, kesadaran
mengelola lahan, tanah hutan, kesadaran pola pakaian dan lainya, sehingga
terjadi  sebuah pergumulan panjang yang tidak kunjung usai'”’. Akibat
pergumulan tersebut keberagamaan, khususnya Islam Rimba mengalami tarik
ulur akibat interaksinya dengan Islam perkotaan.

Dalam konteks masyarakat modern, kesadaran yang muncul dari orang
rimba dianggap sebagai kesadaran yang jelas bertentangan dengan hukum luar,
namun tidak jarang, bahkan sering aparat pemerintah yang menemui mereka
atau masyarakat modern menyesuaikan dengan kesadaran hukum mereka,
dengan memberlakukan hukum orang rimba. Sebaliknya dalam hal tertentu
yang cukup prinsip dan sebenarnya dalam prakteknya hanya berlaku bagi orang
rimba, namun dalam praktenya orang tersebut justeru menerima dan
menganggap lebih nyaman dengan mengikuti ketentuan hukum luar, seperti
misalnya ketika ada penetapan tumenggung terpilih diantara mereka, maka
penetapan atau pelantikannya ditetapkan oleh aparan hukum luar seperti Camat
dan lainya di kecamatan terdekat dengan hutan rimbal7s.

Atas dasar itulah pergumulan keberagamaan yang terjadi antara orang
rimba dan orang modern merupakan hal tidak bisa dihindari sebagai
konsekuensi dari perkembangan sosial dan respon terhadap dinamika
kompleksitas masalah sosial. Potret keberagamaan demikian sangat
membutuhkan pengorbanan secara asimilatif dari kedua pihak, yakni hukum
modern dan hukum rimba. Dengan model kajian etnografi, tulisan ini hendak

176 Ceramah Rektor IAIN STS yang tidak dipublikasikan dalam SC Sosial Keagamaan pada
November 2013 di Gedung Rektorat IAIN STS.

177 Catatan penulis yang tidak dipublikasikan dari ceramah WARSI di Rektorat IAIN STS
Jambi dalam materi seputar Orang Rimba pada 16 November 2013

178 Wawancara dengan Depati Nglambo dalam sebuah trianggulasi menjelang keluar dari
hutan pada 30 Desemeber 2013
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menjelasan bagaimana terjadinya pergumulan hukum orang rimba dan hukum
orang modern (hukum luar) di tengah masyarakat sesuai kesadaran hukum yang
berkembang. Selain itu fenomena kesadaran hukum yang terjadi juga sangat
memungkinkan terjadinya saling mempengaruhi dan terjadi pilah-pilih hukum
dalam menetapkan suatu hukum yang berlaku, baik dalam orang rimba sendiri
maupun dalam orang orang moderen. Dengan demikiam, saling mendominasi
antara hukum orang rimba dengan nuansa islamnya dan hukum orang luar
(hukum modern) sangat kental dengan persoalan kesadaran hukum yang terjadi
diantara keduanya khususnya, menuju bangunan hukum atau ajaran tertentu
yang sesuai dengan perkembangan keberagamaan moderen.

Islam Rimba

Islam rimba adalah Islam unik dengan keberagaan yang berbeda pada
umumnya Islam. Bagi orang Islam rimba, keberagamaan Islam rimba dipahami
sebagai sebuah proses panjang dari interaksinya dengan Islam perkotaan yang
telah mempengaruhinya. Hal demikian bisa disebut dengan keberagamaan
sebagai sebagai sebuah model kesadaran tertentu. Dalam teori kesadaran
hukum, kesadaran merupakan kesadaran suatu nilai yang terdapat di dalam diri
manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.
Dalam kesadaran ini yang ditekankan sesungguhnya adalah nilai-nilai tentang
fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian
yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan!?.

Dalam konteks inilah, Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat
tentang pengertian Kesadaran Hukum. Menurutnya, kesadaran hukum berarti
kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang
seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini
berarti kesadaran akan akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap
orang lain80,

Sementara Paul Scholten juga mempunyai pendapat tentang arti
kesadaran hukum. Paul Scholten menyatakan bahwa, kesadaran hukum adalah
kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa
seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan
mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrechi), antara yang
seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan!s!.

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, jelas bahwa kesadaran hukum
mempunyai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu,
hendaklah setiap manusia mempunyai kesadaran hukum dalam menjalankan apa

179 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuban Hukun, Edisi Pertama, (CV. Rajawali,
Jakarta: 1982), hlm. 152.

180 Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Cetakan Pertama,
Edisi Pertama, (Liberty, Yogyakarta: 1981), hlm. 3

181 Paul Scholten: A/gemeen Deen, Hlm. 166 N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.] Tjeenk Willink
1954, Kutipan diambil dari buku Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum
Masyarakat, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, (Liberty, Yogyakarta: 1981), hlm. 2
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yang diterimanya sebagai norma atau nilai yang yakini sebagai implementasi dati
hukum yang dipatuhi. Hal inilah yang terjadi pada keberagamaan Islam rimba
yang mengandung nuansa Islam sebagai akibat interaksi dengan Islam
perkotaan.

Geografi Dan Populasi Orang Rimba

Orang Rimba memiliki wilayah hidup yang cukup luas di Sumatera. Mulai
dari Palembang hingga Riau dan Jambi. Namun, memang paling banyak
terdapat di daerah Jambi. Berdasarkan hasil survei Kelompok Konservasi
Indonesia (KKI) Warsi hingga tahun 2013 menyatakan, jumlah keseluruhan
Orang Rimba di TNBD ada 3.500 an jiwa. Mereka menempati hutan yang
kemudian dinyatakan kawasan TNBD, terletak di perbatasan empat kabupaten,
yaitu Batanghari, Tebo, Merangin, dan Sarolangun's2.

Hingga tahun 2013, paling sedikit terdapat 59 kelompok kecil Orang
Rimba. Beberapa ada yang mulai hidup dan menyatukan diri dengan kehidupan
desa sekitarnya. Namun sebagian besar masih tinggal di hutan dan menerapkan
hukum adat sebagaimana nenck moyang dahulu. Selain di TNBD, kelompok-
kelompok Orang Rimba juga tersebar di tiga wilayah lain. Populasi terbesar
terdapat di Bayung Lencir, Sumatera Selatan, sekitar 8.000 orang. Mereka hidup
pada sepanjang aliran anak-anak sungai keempat (lebih kecil dari sungai tersier),
seperti anak Sungai Bayung Lencir, Sungai Lilin, dan Sungai Bahar. Ada juga
vang hidup di Kabupaten Sarolangun, sepanjang anak Sungai Limun, Batang
Asai, Merangin, Tabir, Pelepak, dan Kembang Bungo, jumlahnya sekitar 3.200
orang. Kelompok lainnya menempati Taman Nasional Bukit Tigapuluh, sekitar
500 orang.

Karena tidak dekat dengan peradaban dan hukum modern, Orang Rimba
memiliki hukum rimba tersendiri sesuai kesadaran hukum yang tumbuh
berkembang di kalangan mereka. Mereka menyebutnya hukum dengan sebutan
seloka adat selain undang-undang yang dikenal dengan empat dipucuk, empat
dibawah, sumbang delapan dan teliti dua belas. Daerah yang didiami oleh
Orang Rimba dalam ada di kawasan Taman Nasional Bukit XII antara lain
terdapat di daerah Sungai Serengam, Sungai Terap dan Sungai Kejasung
Besar/Kecil, Sungai Makekal dan Sungai Sukalado. Nama-nama daerah tempat
mereka bermukim mengacu pada anak-anak sungai yang ada di dekat
permukiman mereka secara turun temurun hingga sekarang?s3.

Historisitas Keberagamaan Orang Rimba

Menurut berbagai sumber yang menjelaskan tentang asal usul sejarah
suku Orang Rimba, diantaranya sumber dari Abdi, salah satu anggota WARSI,
menyatakan bahwa asal usulnya berasal dari sejumlah cerita/atau hikayat yang
dituturkan secara lisan dan berkembang turun temurun di provinsi

182 Catatan diskusi penulis dengan WARSI di rektorat IAIN STS Jambi pada Desember 2013
183 Tihat Kebudayaan Indonesia dalam http: kebudayaanindonesia.net / id / culture

1071 / suku-anak-dalam-jambi, akses pada 5 Desember 2013
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Jambi. Beberapa cerita atau informasi tentang orang rimba adalah cerita Buah
Gelumpang, Tambo Anak Dalam (Minangkabau), Cerita Orang Kayu Hitam,
Cerita Seri Sumatera Tengah, Cerita Perang Jambi dengan Belanda, Cerita
Tambo Sriwijaya, Cerita Turunan Ulu Besar dan Bayat, Cerita tentang Orang
Kubu. Kesimpulan ini diperjelas dengan penjelasan Tumenggung Serngam yang
bernama Tumenggung Yenong yang sedang melangun di sungai Trap, wilayah
kekuasaaan tumenggung Maritua'84. Berdasarkan penjelasan tersebut orang
rimba berasal dari tiga keturunan yaitu:
1. Keturunan dari Sumatera Selatan, umumnya tinggal di wilayah Kabupaten
Batanghari.
2. Keturunan dari Minangkabau umumnya di Kabupaten Bungo Tebo
sebagian orang Mersan.
3. Keturunan dari Jambi Asli ialah Kubu Air Hitam Kabupaten Sarolangun
Bangko.

Dalam penjelasan  berikutnya, Tumenggung Yenong dan Abdi
mengatakan bahwa asal usul Orang Rimba atau Anak Dalam berasal dari cerita
tentang perang Jambi dengan Belanda yang berakhir pada tahun 1904, pihak
pasukan Jambi yang dibela oleh Anak-Dalam yang dipimpin oleh Raden Perang.
Raden Perang adalah cucu Raden Nagasari. Dalam perang gerilya maka terkenal
dengan sebutan Anak-Dalam atau Orang Rimba dengan sebutan Orang Kubu,
artinya orang yang tak mau menyerah pada penjajah Belanda yang membawa
penyakit jauh dari senjata api. Orang Belanda disebut adalah Orang Kayo Putih
sebagai lawan Raja Jambi (Orang Kayo Hitam). Penjelasan demikian diperkuat
dengan penyataan Tumenggung Yenong dalam sebuah wawancara
dengannya!ss.

Beberapa sumber lain yang membahas mengenai sejarah asal usul Orang
Rimba vyaitu disertasi Muntholib Soetomo yang memaparkan bahwa ada
seorang pemuda yang gagah berani bernama Bujang Perantau. Pada suatu hari
pemuda ini memperoleh buah gelumpang dan dibawa kerumahnya. Suatu
malam ia bermimpi agar buah gelumpang itu dibungkus dengan kain putih yang
nanti akan terjadi keajaiban, yang berubah menjadi seorang putri yang cantik.
Putri itu mengajak bercinta Bujang Perantau, namun Bujang Perantau berkata
bahwa tidak ada orang yang mengawinkan mereka. Putri tersebut berkata:
“Potonglah sebatang kayn baynr dan kupas kulitnya kemudian lintangkan di sungai, kanm
berjalan dari pakal saya dari wjung. Kalan kita dapat beradu kening di atas kayu tersebut
berarti kita sudah kawin”. Permintaan itu dipenuhi oleh Bujang Perantau dan
terpenuhi segala syaratnya, kemudian keduanya menjadi suami isteri.

Dari hasil perkawinan itu lahirlah empat orang anak, yaitu Bujang
Malapangi, Dewo Tunggal, Putri Gading, Dan Putri Selaro Pinang Masak.

184 Catatan penulis yang tidak dipublikasikan dengan tumenggung Yenong yang sedang
melangun di Trap, suatu kawasan kekuasaan tumenggung Maritua pada pada 14 Desember 2013.

185 Wawancara dengan Tumenggung Yenong di kawasan sungai Trap pada 14 Desember
2013.
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Bujang Malapangi, anak tertua yang bertindak sebagai pangkal waris dan Putri
Selaro Pinang masak sebagai anak bungsu atau disebut juga ujung waris keluar
dari hutan untuk pergi membuat kampung dan masuk Islam. Keduanya menjadi
orang Terang. Putri Selaras Pinang Masih menetap di Serengam Tembesi
sedangkan Bujang Malapangi membuat kampung pertama di sekitar sungai
Makekal pertama di Kembang Bungo, ke dua Empang Tilan, ke tiga di
Cempedak Emas, ke empat di Perumah Buruk, ke lima di Limau Sundai, dan
kampong terakhir di Tanah Garo sekarang.

Perjalanan berikutnya orang Rimba menjadikan tokoh keturunan Bujang
Malapangi sebagai Jenang (orang yang dapat diterima oleh orang Rimba dan
juga oleh orang lain, selain orang Rimba yang berfungsi sebagai perantara bagi
orang Rimbo yang akan berhubungan dengan orang lain atau orang lain yang
akan berhubungan dengan orang Rimba). Jenang yang paling berpengaruh
dijadikan rajo (raja), dan segala urusan antara orang Rimba dengan orang luar
harus melibatkan Jenang mereka dan raja-nya'se.

Sejarah Suku Anak Dalam atau SAD masih penuh misteri, bahkan hingga
kini tak ada yang bisa memastikan asal usul mereka. Hanya beberapa teori, dan
cerita dari mulut ke mulut para keturunan yang bisa menguak sedikit sejarah
mereka yang tentunya ini menunjukkan bahwa orang 